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MOTTO

“it matters not what someone is bron, but why they grow to be”. !

What gets measure, gets managed, gets done !
*“ Jika anda dapat mengukur kinerja, maka anda akan mudah mengelolanya. Jika

anda mudah mengelolanya, maka anda akan mudah mencapai tujuan™?

! J.K Rowling
? Moeheriono, 2012, Indikator Kinerja Utama. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal 1
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Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga orientasi publik adalah
untuk melayani masyarakat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan
salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memegang peranan
penting dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dalam menyelenggarakan pemerintahan dan membiayai pembangunan di daerah.
Kehadiran PDAM dimungkinkan melalui Undang-undang No. 5 tahun 1962
sebagai kesatuan usaha milik Pemda yang memberikan jasa pelayanan dan
menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum. PDAM dibutuhkan
masyarakat untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang layak dikonsumsi.
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) diindikasikan terdapat masalah didalam
pencapaian perusahaan yang belum sesuai dengan tujuan target dari perusahaan.
Pengukuran kinerja yang akan digunakan adalah dengan menggunakan perspektif
Balance Scorecard. Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang digunakan
adalah “bagaimana perspektif balance scorecard pada kinerja Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember”.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Kinerja
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember dengan
menggunakan perspektif Balance Scorecard.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
metode penelitian kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Peneliti
menggunakan alat ukur Balance Scorecard dengan mempertimbangkan empat
aspek atau perspektif dalam Balance Scorecard yaitu perspektif keuangan,
perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif

pembelajaran dan pertumbuhan. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Daerah

viii
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Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember pada tanggal 1 Juni sampai dengan 1
september 2019. Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan
dokumentasi.

Analisis data yang dilakukan oleh penulis yakni menggunakan analisis
data sekunder (ADS) yaitu analisis data dengan memanfaatkan data yang sudah
matang yang dapat diperoleh pada instansi atau lembaga tertentu. Dalam
penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data sekunder karena memanfaatkan
data yang diperoleh secara langsung secara berkala (time series) dari PDAM
Kabupaten Jember pada periode 2015-2018. Diukur dengan menggunakan time
series dan menggunakan tingkat keberhasilan PDAM untuk menentukan dasar
dalam penggolongan tingkat keberhasilan PDAM vyang dikeluarkan oleh
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Penilaian
KinerjaPerusahaan Daerah Air Minum

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu kinerja Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Jember pada tahun 2015-2019 ditinjau dari analisis
data sekunder yang menggunakan time series adalah tidak baik. Hal itu
ditunjukkan dengan banyaknya indicator tidak baik dari keempat perspektifnya
dan hanya empat indicator saja yang menunjukkan baik yaitu cyle time, yield rate,
employee training dan absensi dalam perhitungan Balance Scorecard. Sedangkan
pada Hasil Perhitungan Analisis Balance Scorecard PDAM Kabupaten Jember
Tahun 2015-2018 Menggunakan Tingkat Keberhasilan PDAM pada Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun1999 banyak indikator yang dinyatakan
tidak baik, yang dinyatakan baik hanya pada indikator employee turn over, dan

yang dinyatakan baik sekali ada dua yaitu on time delivery dan yield rate
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional memegang peranan penting dalam menunjang
struktur organisasi yang kuat, sebab dengan berlangsungnya pembangunan
nasional secara terus menerus maka dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.
Didalam Tap. MPR No. IV/MPR/1999 pembangunan nasional merupakan usaha
peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara
berkelanjutan, berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan
memberikan adanya pelayanan kepada masyarakat. Sehingga orientasi pada
organisasi public adalah untuk melayani masyarakat. Mahsun (2009:163)
menyatakan bahwa organisasi publik dapat dibedakan menjadi dua yaitu pure
nonprofit organization dan quasi non profit organization yaitu organisasi publik
yang menjual barang atau jasa untuk melayani masyarakat dan memperoleh
keuntungan. Organisasi sektor publik berhubungan langsung dengan penyediaan
services and goods untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat
(Mahsun, 2009:159).

Dalam kaitannya ini, organisasi sektor publik ditantang untuk memenuhi
harapan berbagai kelompok stakeholders (yaitu penerima layanan, karyawan,
lembaga pemberi pinjaman atau hibab, masyarakat dan pembayar pajak). Tuntutan
ini mengharuskan organisasi pemerintah untuk bertindak profesional sebagaimana
yang dilakukan oleh organisasi swasta. Organisasi pemerintah harus mempunyai
suatu sistem manajemen strategis. Karena dunia eksternal tidak stabil, maka
sistem perencanaan harus mengendalikan ketidakpastian yang ditemui. Organisasi
pemerintah yang demikian harus berfokus pada strategi. Strategi ini merupakan
pekerjaan setiap staff. Organisasi pemerintah juga harus merasakan, mengadakan
percobaan, belajar, dan menyesuaikan dengan perkembangan.

Agar organisasi pemerintah berfokus pada strategi yang sudah dirumukan,

maka organisasi juga harus mampu menerjemahkan strategi ke dalam terminology
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operasional, menyelaraskan organisasi dengan strategi (dan bukan sebaliknya),
motivasi pegawai sehingga membuat strategi merupakan tugas setiap orang dalam
menggerakkan perubahan melalui kepemimpinan eksekutif, dan membuat strategi
sebagai suatu proses yang berkesinambungan.

Mengigat semakin ketatnya persaingan pada organisasi sekarang ini, maka
organisasi publik dituntut agar mengembangkan kualitas produknya demi
kelangsungan hidup suatu organisassi. Apabila organisasi dapat mengembangkan
kualitas produknya, maka aktifitas organisasi juga semakin meningkat pula.
Peningkatan pada aktifitas organisasi yang meningkat juga mengakibatkan
permasalahan-permasalahan yang cukup kompleks pula.

Dalam melaksanakan aktifitas untuk mencapai suatu tujuan organisassi
yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan berbagai faktor produksi, seperti tenaga
kerja, modal, bahan baku, dan keahlian. Pada kasus ini tenaga kerja memiliki
peranan yang penting dalam mewujudkan atau mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Produktifitas pegawai dalam organisasi merupakan masalah yang
harus memiliki perhatian khusus dari pihak perusahaan, karena peningkatan
produktifitas tidak akan terjadi dengan sendirinya, tetapi harus ada peran serta
darai pihak organisasi atau pihak pegawai itu sendiri. Produktifitas pegawai ini
juga berhubungan dengan kinerja pegawai secara efektif dan efisien.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu bentuk
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang memegang peranan penting dalam
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
menyelenggarakan pemerintah dan membiayai pembangunan di daerah.
Kehadiran PDAM dimungkinkan melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1962
sebagai kesatuan usaha milik Pemda yang memberikan jasa pelayanan dan
menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang air minum. PDAM dibutuhkan
oleh masyarakat untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang layak dikonsumsi.
Karena air tanah di sebagian daerah pada umumnya telah tercemar. Bentuk
pelayanan jasa yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
adalah pemberian jasa dalam pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat

khususnya masyarakat yang menggunakan jasa air bersih PDAM itu sendiri.
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Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Jember bertugas untuk
memberikan pelayanan publik berupa menyediakan, memelihara air bersih yang
memenuhi standart air minum. Air disini berupa barang publik, barang publik
adalah barang kolektif yang seharusnya dikuasai oleh negara atau pemerintah,
sifatnya tidak ekslusif dan diperuntukkan bagi kepentingan warga secara luas
(Bastian, 2006:54). Namun barang publik yang disediakan oleh instansi
pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara dan
atau anggaran pendapatan dan belanja daerah diajukan untuk mendukung program
dan tugas instansi tersebut. Dalam penyediaan barang publik pemerintah dapat
dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak
langsung melalui perusahaan pemerintah. Pengadaan air bersih ini dibiayai
melalui pembebanan langsung, maka yang membayar hanyalah mereka yang
memanfaatkan jasa pelayanan publik tersebut, sedangkan yang tidak
menggunakan tidak diwajibkan untuk membayar.

Pengadaan, pengelolaan serta pengembangan air minum oleh pemerintah
daerah/kota dikelola dalam bentuk perusahaan air minum daerah (PDAM).
Sebagai perusahaan yang bersifat monopolis, karena PDAM ini merupakan satu-
satunya perusahaan yang ada di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, PDAM
disamping mensejahterakan masyarakat, sekaligus juga dapat memberikan
kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan ini memiliki peran for
profit business (Mahsun, 2009: 220). Meskipun memiliki peran ganda namun
bukan berarti perusahaan ini orientasi utamanya adalah untuk mencari laba, tetapi
juga untuk mensejahterakaan masyarakat.

Perkembangan penduduk yang semakin pesat dan kebutuhan air bersih
juga semakin meningkat. Dalam rangka meningkatkan pelayan air bersih pada
masyarakat dan pengembangan perusahaan serta semakin meningkatkan teknologi
maka perlu adanya pengembangan dan perbaikan tata kerja Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember, dalam melaksanakan upaya untuk
menyediakan, memelihara air bersih yang memenuhi standart air minum secara
terus menerus dan berkesinambungan, sedangkan untuk menjaga distribusi air

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember telah mengadakan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

pemeliharaan pada jaringan distribusi, mengatur dan mengoperasikan peralatan
yang ada pada jaringan distribusi.

Selain PDAM sebagai perusahaan daerah khususnya di Kabupaten Jember
mempunyai tugas untuk mengelola dan menyelenggarakan pelayanan air bersih
kepada masyarkat. PDAM juga mempunyai tugas memupuk guna menambah
pendapatan asli daerah, untuk itu harus diadakan penanganan atau pengawasan
khusus terhadap kinerja keuangannya. Meskipun mengenai laporan keuangan dari
tahun ke tahun sudah tersaji, tetapi belum bisa diketahui apakah Kinerja
perusahaannya baik atau buruk. Berikut ini daftar PDAM yang berkinerja sehat
sesuai dengan Buku Kinerja PDAM 2017 yang diterbitkan BPPSPAM:

Tabel 1.1 PDAM Berkinerja Sehat

A FENTEN P Nilai Kinerja Katagori Kinerja
Tahun 2017 Tahun 2017
1  PDAM Kabupaten Buleleng, 4.39 SEHAT
Bali
2 PDAM Kota Bogor “Tirta 4.39 SEHAT
Pakuan”, Jawa Barat
3 PDAM Kabupaten Malinau 4.30 SEHAT
“Tirta Apa Mening”, Kalimantan
Utara
4  PDAM Kabupaten Batang, Jawa 4.17 SEHAT
Tengah
5 PDAM Kota Surabaya “Surya 4.08 SEHAT
Sembada”, Jawa Timur
6 PDAM Kabupaten Temanggung 4.05 SEHAT
“Tirta Agung”, Jawa Tengah
7  PDAM Kota Madiun “Tirta 4.04 SEHAT
Taman Sari”, Jawa Timur
8 PDAM Kabupaten Tangerang 4.01 SEHAT
“Tirta Kerta Raharja”, Banten
9 PDAM Kabupaten Lombok 3.99 SEHAT
Utara, Nusa Tenggara Barat
10 PDAM Kabupaten Bogor “Tirta 3.97 SEHAT
Kahuripan”, Jawa Barat
11 PDAM Kota Malang, Jawa 3.96 SEHAT
Timur
12 PDAM Kaota Salatiga, Jawa 3.96 SEHAT
Tengah
13 PDAM Kabupaten Wonosobo 3.89 SEHAT

“Tirta Aji”, Jawa Tengah
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14 PDAM Kota Balikpapan “Tirta 3.87 SEHAT
Manggar”, Kalimantan Timur

15 PDAM Kabupaten Magetan, 3.85 SEHAT
Jawa Timur

16 PDAM Kabupaten Banyuwangi, 3.84 SEHAT
Jawa Timur

17 PDAM Kabupaten Jember, 3.83 SEHAT
Jawa Timur

18 PDAM Kota Denpasar, Bali 3.83 SEHAT

19 PDAM Kota Mataram “Giri 3.83 SEHAT
Menang”, Nusa Tenggara Barat

20 PDAM Kabupaten Madiun 3.81 SEHAT
“Tirta Dharma Purabaya”, Jawa
Timur

Sumber: www.bppspam.com diunduh tanggal 13 juli 2019
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan penilaian kinerja PDAM tahun
2017 dapat disusun peringkat PDAM yang memiliki nilai kinerja tertinggi sampai
terendah bahwa pada tahun 2017 banyak yang dinyatakan sehat yang berarti
bahwa sistem birokrasi dan manajemen pelayanan yang baik terhadap konsumen.
Diantaranya PDAM Kabuapten Jember menjadi salah satu Perusahaan Daerah Air
Minum yang sehat berada pada peringkat 17 dengan nilai kinerja 3,83.

Penilaian kinerja PDAM merupakan salah satu upaya untuk melihat dan
mengukur tingkat kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan sehingga dapat
diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan PDAM yang bersangkutan.

Penilaian dan pengukuran kinerja PDAM dilakukan dengan cara menilai 4
(empat) aspek penting di dalam pengelolaan managemen PDAM, sehingga hasil
penilaian dan pengukuran tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindak
lanjuti oleh para pemangku kepentingan. Dalam melakukan penilaian Kinerja
PDAM, BPPSPAM bekerjasama dengan BPKP melalui perwakilan yang tersebar
di setiap provinsi.

Pelaksanaan penilaian kinerja PDAM tahun 2017 didasarkan pada surat
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Kepala BPKP Nomor
UM.01.11-Mn/24 tanggal 10 Januari 2017, perihal Evaluasi Kinerja Badan Usaha
Milik Nasional (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Penyelenggara
SPAM seluruh Indonesia. Buku kinerja PDAM tahun 2017 memuat hasil evaluasi
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kinerja PDAM dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu tahun buku 2014,
2015 dan 2016 dan tambahan informasi lainnya sebagai informasi tambahan untuk
menganalisis kinerja tahun 2017
Penilaian kinerja PDAM disusun dengan menerapkan prinsip-prinsip skor
berimbang yang mempertimbangkan karakteristik PDAM masing-masing.
Berkaitan dengan hal tersebut, pada masing-masing aspek dan indikator Kkinerja
diberikan bobot yang relatif berimbang dan proporsional, sesuai dengan
karakteristik aspek yang bersangkutan. Aspek keuangan dengan bobot 25%, aspek
pelayanan dengan bobot 25%, aspek operasional dengan bobot 35%, dan aspek
sumber daya manusia dengan bobot 15%. Pada aspek operasional bobot yang
diberikan lebih tinggi dari aspek lainnya yaitu 35% berdasarkan kesepakatan
antara BPKP, BPPSPAM dan PERPAMSI. Penetapan nilai standar masing-
masing indikator dilakukan dengan memperhatikan perbedaan karakteristik
PDAM yang ada di Kabupaten dan PDAM yang ada di Kota.
Penilaian kinerja PDAM dengan 4 (empat) aspek tersebut menghasilkan
nilai kinerja yang mengelompokkan PDAM ke dalam tiga kategori:
1. Sehat, dengan nilai > 2,8.
2. Kurang Sehat, dengan nilai 2,2 - 2,8.
3. Sakit, dengan nilai < 2,2.
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Sesuai dengan tugas dan fungsinya BPPSPAM melakukan penilaian
kinerja terhadap BUMD penyelenggara SPAM (PDAM) bukan penyelenggara
Non PDAM. Penilaian kinerja PDAM secara garis besar dilakukan melalui
tahapan kegiatan berikut : 1) Inventarisasi Data; 2) Verifikasi; Validasi, dan
Updating; 3) Formula Evaluasi Kinerja PDAM dan 4) Penetapan Status Kinerja
yang dapat dilihat pada gambar 1.1

Surat Menteri PUPR Mengenai
Permintaan Evaluasi Kinerja
PDAM ke BPKP

v

Evaluasi BPKP

S

Menghitung dengan
Formula Penilaian
Kinerja PDAM

(Keputuson Ketua BFPSPAM No. O 2/2010)

NILAI KINERJA

Dengon Kategor

Sumber: Buku Kinerja PDAM 2017
Namun dalam pelaksanaan target dari perusahaan, Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Jember masih belum mecapai harapan atau tujuan dari target
yang diharapkan perusahaan. Berikut target yang diharapkan Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember:
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Tabel 1.2 Target dan Pencapaian PDAM Tahun 2015-2018

No Uraian Target Perusahaan Pencapaian Perusahaan
Kinerja 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

1. Keuanga 63,30 63,30% 63,30 63,30% 42.17% 33,50% 25,93% 18,45

n % % %
(Prosenta
se
Pendapat
an
PDAM)
2. Pelangga 2.002 2.002.7 2.002 2.002.7 32.173 33.115 34.357 36.45
n 720 20 720 20 8
(Jumlah
Pelangga
n
PDAM)

3. Proses 9.260 9.769.1 9.766 9.751.7 7.022.6 7.190.9 7.330.6 7.374
Bisnis 136 87 110 98 05 75 29 439
Internal
(Penjuala
n Air
PDAM)

4, Tingkat 4 4 4 4 5 5 5 5
Efisiensi
Pegawai/

1000
Pelangga
n

Sumber: PDAM Kabupaten Jember

Dari tabel pencapaian target tersebut dapat diketahu bahwa PDAM
Kabupaten Jember masih belum bisa mencapai target yang telah ditentukan.
Karena dari hasil pencapaian target yang diinginkah masih belum tercapai sesuai
dengan yang telah ditetapkan tersebut diatas.

Didalam perspektif keuangan tersebut acuan 60% merupakan suatu
harapan PDAM Kabupaten Jember berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nmor 47 tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air
Minum Pasal 3 ayat 5 dimana jumlah maksimum nila aspek keuangan adalah
60%. Namun dalam pencapaian target tersebut masih berada jauh dibawah acuan
target yang menjadi tujuan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Jember menurut Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999.

Cakupan pelayanan air bersih penduduk di perkotaan masih belum
sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten Jember yang sebesar 2.503.400

Jiwa dan jumlah pelanggan setiap tahun masih belum mencapai target. Sedangkan
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target yang ditetapkan pemerintah bahwa PDAM harus bisa mencapai prosentase
tingkat pelayanan sebesar 80% dari penduduk perkotaan atau kabupaten sehingga
PDAM Kabupaten Jember masih belum bisa memenuhi target nasional. Dimana
PDAM Kabupaten Jember harus memiliki pelanggan sebesar 2.002.720. Dari
jumlah 80% keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Jember (sumber profit
PDAM 2015-2018).

Proses bisnis internal dimana mencakup tentang produksi dari Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember, produk dari PDAM itu sendiri
berupa penyediaan air bersih kepada masyarakat, berkaitan dengan hal ini
penjualan air masih tidak sebanding dengan banyaknya produksi air setiap
tahunnya, nilai produksi air PDAM Kabupaten Jember masih lebih besar daripada
penjualan air kepada masyarakat. Terbukti tidak efektif, karena dalam melakukan
produksi PDAM mengeluarkan biaya yang cukup banyak, sedangkan penjualan
tidak sepadan dengan apa yang telah dihasilkan dalam kaitannya dengan produksi
serta biaya yang dikeluarkan dalam melakukan produksi.

Jumlah seluruh pegawai PDAM Kabupaten Jember adalah 143 orang
dengan status dan latar pendidikan yang berbeda. Dengan memperhatikan tingkat
efisiensi pegawai terhadap sambungan diketahui dengan jumlah pegawai sebesar
143 orang dan jumlah pelanggan yang dilayani sebesar 36.458 sambungan
menghasilkan rasio 5:1000, artinya untuk melayani setiap 1000 pelanggan
dikerjakan oleh 5 (lima) orang pegawai. Bahwaa besaran kurang dari 5 orang
untuk 1000 pelanggan. Sedangkan target yang diinginan oleh PDAM adalah
4:1.000 artinya setiap 1.000 pelanggan akan dilayani oleh 4 (empat) orang
pegawai.

Dari persoalan tersebut maka diperlukan langkah-langkah untuk
perbaikan. Namun sebelum dilakukan perbaikan maka perlu pengukuran kinerja.
Pengukuran kinerja pelayanan public seringkali diputarkan dengan pengukuran
kinerja pemerintah. Dari target yang ditetapkan dan hasil realisasi target
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember diatas, maka akan
menjadi data untuk mengevaluasi kinerja PDAM Kabupaten Jember. Evaluasi

Kinerja perusahaan ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian target Daerah Air
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Minum (PDAM) Kabupaten Jember. Hasil evaluasi ini akan menghasilkan
langkah-langkah perbaikan untuk perusahaan.

Pengukuran kinerja yang efektif hendaknya mampu menterjemahkan misi,
visi, dan strategi struktur organisasis kedalam tujuan operasional dan ukuran
Kinerja, baik kinerja keuangan maupun non-keuangan.menurut Kristanti (2005:32)
pengukuran Kkinerja merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan
mengetahui sejauh mana karyawan telah melaksanakan pekerjaan masing-masing
secara keseluruhan dalam sebuah organisasi.

Kaplan dan Norton (2000:9) mengusulkan pengukuran kinerja dengan
menggunakan perspektif Balance Scorecard yang tidak hanya mengukur aspek
keuangan saja melainkan aspek yang juga penting. Kekurangan dalam analisa
laporan keuangan itu sendiri yaitu sulitnya mencapai kesimpulan yang benar-
benar jelas dan pasti karena beberapa rasio menguntungkan atau tidak. Analisa
keuangan hanya bisa menganalisa biaya bukan nilai karena laporan keuangan
sendiri tidak mencakup semua komponen dalam perusahaan, seperti SDM dan
modal dalam diri pekerja sendiri. Balance Scorecard mampu menterjemahkan
strategi dan misi organisasi keedalam suatu perangkat pengukuran Kinerja yang
komprehensif yang merupakan kerangka dalam melaksanakan strategi. Hal ini
disebabkan Balance scorecard tidak hanya memfokuskan diri pada tujuan non-
finansial dan jangka panjang. Dalam pendekatan Balance Scorecard suatu Kinerja
diukur dari empat perspekti, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan,
perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember perlu di
evaluasi menggunakan Balance Scorecard karena Balance scorecard memiliki
beberapa keunggulan yaitu merupakan konsep pengukuran yang komprehensif,
konsep yang adaptif dan responsive terhadap lingkungan publik maupun bisnis,
serta memberikan fokus terhadap tujuan menyeluruh perusahaan (Halim,dkk.
2000:217). Berdasarkan keunggulan-keunggulan Balance Scorecard penting
diadopsi untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Alat ukur Balance Scorecad ini mencoba melakukan pendekatan yang

mengukur Kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan empat aspek atau
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perspektif yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses
bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Keempat perspektif
tersebut merupakan uraian dan upaya penerjemahan visi dan strategi perusahaan
dalam terminology operasional yang menjadi alassan utama mengapa perusahaan
membutuhkan Balance Scorecard untuk mengukur Kkinerja.

Balance Scorecard (BSC) menyediakan para manajer suatu instrument
yang dibutuhkan untuk mengemudikan perusahaan menuju kepada keberhasilan
persaingan masa depan. Dewasa ini, perusahaan bersaing dalam lingkungan yang
kmplek sehingga pemahaman yang akurat tentang tujuan serta metode untuk
mencapainya adalah amat vital. Balance Scorecard menerjemahkan misi dan
strategi perusahaan ke dalam seperangkat ukuran yang menyeluruh yang
memberikan kerangka kerja bagi pengukuran dan sistem manajemen strategis.
Selain tetap memberi penekanan pada pencapaian tujuan finansial, Balance
Scorecard juga memuat factor pendorong Kinerja tercapainya tujuan finansial
tersebut.

Balance Scorecard mengukur Kinerja perusahaan pada empat perspektif
yang seimbang (balance) yaitu: finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan
proses mencatat hasil kerja finansial sekaligus memantau kemajuan perusahaan
dalam membangun kemampuan dan mendapatkan aktiva tak berwujud yang
dibutuhkan untuk pertumbuhan masa depan. Balance Scorecard menyatakan
adanya keseimbangan antara berbagai ukuraan eksternal para pemegang saham
dan pelanggan, dengan berbagai ukuran internal proses bisnis penting, inovasi,
serta pembelajaran dan pertumbuhan. Keseimbangan juga dinyatakan antara
semua hasil, apa yang dicapai oleh perusahaan pada waktu yang lalu dengan
semua ukuran factor pendorong kinerja masa depan perusahaan. Manfaat Balance
Scorecard yaitu, perencanaan strategis yang lebih baik,peningkatan komunikasi
strategii dan eksekusi, penyelenggaraan proyek, informasi manajemen yang lebih
berkualitas, peningkatan laporan kinerja, penyelarasan organisasi yang lebih
baik,penyelarasan proses yang lebih baik.

Hasil pengukuran kinerja dengan perspektif Balance Scorecard akan

membantu memudahkan penyusunan program (rencana jangka pendek atau
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panjang). Pemilihan PDAM sebagai obyek penelitian adalah karena di dalam
perusahaan ini evaluasi yang digunakan selama ini masih berdasarkan pada aspek
keuangan saja, sedangkan untuk karyawannya evaluasi kinerja dilakukan dengan
memberikan daftar evaluasi (DP3). Oleh Karena itu penulis, mencoba
mengaplikasikan pengukuran dengan menggunakan perspektif Balance
Scorecard, supaya dapat berimbang anatara kinerja keuangan dan non-keuangan.
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul: “Perspektif Balance Scorecard Pada
Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah suatu hal yang sangat penting sebagai dasar
utama dalam suatu penelitian untuk menggambarkan mengenai apay yang ingin
diteliti oleh penulis. Menurut Sugiyono (2005:32) masaah diartikan sebagai
penyimpangan antara seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Pokok
penelitian ini  berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis
menggunakan jenis permasalahan deskriptif, menurut Sugiyono (2005:34) bahwa
suatu permasalahan yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan
variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri
sendiri).

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, makapeneliti ini dapat
dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kabupaten Jember dalam perspektif Balance Scorecard.
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1.3 Tujuan Penelitian

Setiap kegiatan atau usaha penelitian tentu mempunyai tujuan. Tujuan
peneliti harus dikemukakan dengan jelas. Apabla tidak ada tujuan dengn jelas dari
sebuah penelitian tersebut tidak ada manfaatnya.

Adapun tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan diatas yaitu
penelitain ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Jember dalam Perspektif Balance Scorecard.

1.4 Manfaat Penelitian
Suatu kegiatan penelitian harus memberikan manfaat, peneliti yang baik
adalah penelitian yang dpat memberikan manfaat kepada orang lain. Addapun
manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:
1. Manfaat Akademik
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi
ilmu administrasi dan bisa dijadikan sebagai acuan dan refrensi bagi
kalangan akademik.
2. Manfaat Pribadi
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam
pengetahuan dan berpengalaman dalam mengaplikasikan teori-teori yang
pengetahuan dan pengelaman dalam mengaplikasikan teori-teori yang
penulis dapatkan di bangku kuliah untuk melakukan penelitian secara
langsung dengan judul “ Perspektif Balance Scorecard Pada Kinerja
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember”.
3. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan
bagi pihak perusahaan dalam pengambilan keputusan strategic yang
efektif dan efisien. Dapat juga dijadikan sumbangan pemikiran sebagai

pertimbangan dalam pengukuran Kinerja perusahaan.
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sebuah penelitian, seseorang peneliti menggunakan istilah khusus
untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak ditelitinya. Konsep ini
dapat menyederhanakan sebuah pemkiran dengan menggunakan satu istilah untuk
beberapa kejadian yang saling berkaitan. Konsep di sini masih abstrak dan banyak
digunakan dalam penelitian-penelitian social. Melalui konsep, penulis yang
nantinya akan menjadi peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan
pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (events)
yang berkaitan satu dengan yang lainnya.

Konsep menurut Hoy dan Miskel yang dikutip oleh Sugiyono (2008:43)
menjelaskan bahw “konsep merupakan istilah yang bersifat abstrak dan bermakna
generalisasi”. Sedangkan konsep menurut Singarimbun dan Effendi (1998:34)
menyatakan sebagai berikut:

“Konsep adalah abstrak mengenai suatu fenomena yang
dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah
karakteristik keadilan, keadaan, kelompok, atau individu
tertentu. Peranan konsep dalam penelitian sangat besar
karena dapat menghubungkan teorii dengan observasi,
antara abstraksi dengan realistas”.

Berdasarkan penelitian diatas maka konsep-konsep yang akan dipakai
dalam penelitian ini adalah :

1) Konsep Organisasi

2) Konsep Kinerja

3) Evaluasi Kinerja

4) Konsep Balance Scorecard
5) Kerangka Pikir
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2.1 Organisasi

Organisasi merupakan wadah untuk melakukan kerjasama antara dua
orang atau lebih guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Melalui
suatu organisasi maka manusia dapat saling bekerjasama dan mengembangkan
pribadinya untuk mencapai tujuan-tujuan yang ingin mereka capai. Dengan
demikian organisasi dapat menyelaraskan tindakan kerjasama individu-individu
yang ada didalamnya, yang mengarah pada suatu proses untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan Robbins (1994:40)
yang menyatakan bahwa:

“Organisasi adalah suatu unit (satuan social yang
dikoordinasikan dengan sadar, yang terdiri dari dua orang
atau lebih yang berfungsi atas dasar relative terus-menerus
untuk mencapai tujuan bersama”.

Dari pendapat diatas jelas bahwa organisasi merupakan sebagai wadah
yang didalamnya terdapat adanya suatu mekanisme kerja, adanya pelaku yang
terstruktur dimana masing-masing pelaku mempunyai keterkaitan dengan
organisasi dalam pencapaian tujuan.

Berdasarkan pada tujuan organisasi, Mahsun (2006:5) membedakan
organisasi menjadi empat yaitu sebagai berikut:

Gambar 2.1 Tipe Organisasi

Sumber: Mahmudi (2005)
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1. Pure-Profit Organization

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau

jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya

sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi
ini berasal dari investor dan krediator.
2. Quasi-Profit Organization

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau

jasa dengan maksud untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau

tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki para pemilik. Sumber
pendanaan organisasi ini berasal dari investor swasta, insvestor
pemerintah, kreditor dan para anggota.

3. Quasi-Non Provit Organization

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau

jasa dengan maksud untuk melayani masyarakat dan memperoleh

keuntungan (suplus). Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari
investor pemerintah, investor swasta dan kreditor.
4. Pure-Non Provit Organization

Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau

jasa dengan maksud untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi,
utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, penjualan asset negara dan
sebagainya.

Jika dikaitkan dengan organisasi penyedia barang atau jasa maka setiap
tipe organisasi akan menghasilkan jenis barang atau jasa tertentu sebagaimana
karakteristik organisasi tersebut. Pure non profit organization menghasilkan pure
public goods, misalnya adalah pemerintah. Quasi non profit organization
menghasilkan quasi public goods, misalnya adalah perguruan tinggi dan rumah
sakit. Quasi profit organization menghasilkan quasi private goods, misalnya PLN,
PT Telkom, Kantor Pos, PDAM, PT KAI dan sejumlah BUMN dan BUMD

lainnya. Sementara itu, pure profit organizations menghasilkan pure private
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goods, misalnya adalah restoran, hotel, mall, salon kecantikan dan sebagainya.
Sector public berada pada area dengan batasan-batasan antara lain:
1. Penyelenggaraan layanan atau pengadaan barang kebutuha masyarakat
2. Bukan konsumsi individual
3. Pemerintah ikut mengendalikan dengan saham atau sejumlah
regulasiyangmengikat
4. Harga tidak semata-mata ditentukan berdasarkan mekanisme pasar.
Berdasarkan batasan-batasan tersebut area sector publik berada pada (1)
Pure non profit organization dengan output pure public goods, (2) Quasi non
profit organization dengan output quasi public goods dan quasi profit
organization yang menghasilkan quasi private goods. Gambar 2.2
mendeskripsikan area organisasi sector public.
Gambar 2.2 Area Organisasi Sektor Publik

Sumber: Mahmudi (2005)

Ada beberapa perbedaan sifat dan karakteristik antara organisasi sektor
publik dengan organisasi sektor swasta. Tabel2.2 menunjukkan perbedaan sifat
dan karakteristik organisasi sector publik dengan sector swasta ditinjau dari tujuan
organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban,struktur
organisasi,karakteristik anggaran,stakeholder yang dipengaruhi,dan sistem

akutansi yang digunakan.
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2.2 Kinerja

2.2.1 Definisi Kinerja

Kinerja  adalah  gambaran pencapaian pelaksanaan  suatu
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan
visi organisasi, (Indra bastian 2006:274). Menurut Widodo (2008:78) kirnerja
adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung
jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan, selain itu diartikan sebagai kata
benda yaitu thing done artinya suatu hasil yang telah dikerjakan. Pendapat blain
dari Suryadi (dalam Widodo 2008:78) kinerja merupakan suatu hasil kerja yang
dapat dicapat oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai
dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam mencapai tujuan
organisasi bersangkutan secara legal tidak melanggar hukum dan sesuai dengan
moral dan etika.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja mempunyai beberapa
elemen vyaitu: a) Hasil kinerja dicapai secara individual atau secara institusi
(kelompok), yang berarti kinerja tersebut adalah hasil akhir yang diperoleh secara
sendiri-sendiri atau kelompok, b) dalam melakukan tugas, orang atau lembaga
diberikan hak dan kekuasaan untuk ditindak lanjuti, sehingga pekerjaan dapat
dilakukan dengan baik, c) Pekerjaan haruslah dilakukan secara legal, yang berarti
dalam melaksanakan tugas individu atau lembaga tentu saja harus mentaati
peraturan yang telah ditetapkan, dan d) Pekerjaan tidaklaj bertentangan dengan
moral dan etika, artinya yaitu mengikuti aturan yang telah ditetapkan, tentu saja
pekerjaan tersebut haruslah sesuai dengan moral dan etika yang berlaku secara

umum.

2.2.2 Kinerja Organisasi Publik

Pada umumnya tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari
sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi yang digerakkan atau dijalankan
oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya pencapaian tujuan
organisasi. Mahmudi (2005:22) kinerja organisas pada dasarnya merupakan

tanggung jawab setiap individu yang bekerja dalam organisasi. Tanggung jawab
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terhadap terhadap manajemen kinerja sebenarnya tidak lahir dari manajer namun
dari individu. Apabila dalam organisasi setiap individu berprestasi, bersemangan
dan memberikan kontribusi terbaik mereka terhadap organisasi maka Kinerja
organisasi secara keseluruhan akan baik.

Terkait dengan konsep kinerja, menurut Rummler dan Brache, 1995
(dalam Sudharmanto, 2007:7-8) mengemukakan ada 3 (tiga) level Kkinerja, yaitu
Kinerja organisasi, kinerja proses, dan kinerja individu/pekerjaan, dan berikut ini
penjelasan mengenai level kinerja:

1. Kinerja organisasi, merupakan pencapaian hasil (outcame) pada level
atau unit analisis organisasi, kinerja ini cakupannya lebih luas yaitu
suatu organisasi.

2. Kinerja proses, merupakan Kkinerja pada proses tahapan dalam
menghasilkan produk/pelayanan. Kinerja ini menekankan pada
pelaksanaannya, dalam menghasilkan barang/jasa

3. Kinerja individu/pekerjaan, merupakan pencapaian atau efektifitas
pada tingkat pegawai pekerjaan. Kinerja individu merupakan pekerjaan
yang telah dicapai pekerja.

Pada penelitian ini memfokuskan pada kinerja organisasi. Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember merupakan organisasi yang
memberikan jasa dalam pelayanan penyediaan air bersih kepada masyarakat
khusunya masyarakat yang menggunakan jasa air dari PDAM di Kabupaten

Jember.

2.3 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi
mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai organisasi. Informasi ini dapat
dijadikan feedback dan reward punishment, penilaian kemajuan organisasi dan
dasar peningkatan kualitas pengambilan keputusan (Mahsun, 2009: 27-28).

Tolak ukur evaluasi kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sasaran atau target kinerja sebagaimana telah dinyatakan
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Standar umum sesuai dengan ketetapan atau pedoman resmi atau konsesus
nasional atau internasional

Standar yang telah ditetapkan secara khusus sebelumnya

Uraian tugas atau jabatan

Muisi dan tugas pokok unit atau organisasi

Menurut Nawawi (2006:70) evaluasi kinerja adalah proses organisasi

melakukan penilaian terhadap pekerjaan dalam melaksanakan pekerjaan. Dari

pengertian diatas menunjukkan bahwa yang menilai adalah organisasi

(manajemen), yang dinilai adalah karyawan atau pekerja dan yang dinilai adalah

proses cara pelaksanaan pekerjaan dan hasil kerja yang dicapai seorang pekerja

atau karyawan.

Dalam kaitannya evaluasi kinerja ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana

hasil pengukuran evaluasi dari kinerja PDAM Kabupaten Jember. Adapun tujuan

dan manfaat dari pengukuran kinerja (Bastian, 2006:275) yaitu:

1.

6
7
8.
9

Memastikan pemahaman para pelaksana dan ukuran yang digunakan untuk
pencapaian kinerja

Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati

Memonitori dan mengevaluasi pelaksanaan Kinerja ~ dan
membandingkannya denga skema kerja serta melakukan tndakan untuk
memperbaiki Kinerja

Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerjaa yang
dicapai setelah dibandingkan dengan skema indicator Kkinerja yang telah
disepakati

Menjadikan alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalan upaya
memperbaiki Kinerja organisasi

Mengidentifikasi apakah kepuasaan pelanggan sudah terpenuhi

Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah

Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif

Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan

10. Mengunkap permasalahan yang terjadi
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Dalam penilitian ini, penulis ingin mengevaluasi sejaun mana Kkinerja
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember dalam mencapai
tujuan perusahaan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan perusahaan
dalam rangka melaksanakan misi dan mewujudkan visi PDAM Kabupaten
Jember.

2.4 Balance Scorecard

Organisasi sektor publik berhubungan langsung dengan penyediaan
services and goods untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam
hal ini masyarakat merupakan pelanggan yang harus dilayani dengan baik
sehingga dalam rangka memenuhi customer satisfaction, sangat perlu ditanamkan
pola pikir (mind set) terhadap para pengelola organisasi layanan publik tentang
bagaimana meningkatkan kepuasaan pelanggan (masyarakat). Peningkatan
income tanpa diimbangi dengan kepuasaan masyarakat belum menunjukkan suatu
keberhasilan organisasi.

Kinerja organisasi publik harus dilihat secara luas dengan mengidentifikasi
keberhasilan organisasi tersebut dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pendekatan dalam pengukuran kinerja bisa dimodifikasi agar layak digunakan
untuk menilai Kinerja akuntabilitas public dengan sebenarnya. Balance Scorecard
dan Value for Money bisa digunakan dalam berbagai macam cara agar mampu
mendeteksi  ketercapaian organisasi publik dalam melayani pelanggan
(masyarakat).

Balance Scorecard (BSC) merupakan pendekatan baru terhadap
manajemen, yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh Robert Kaplan
(Harvard Business School) dan David Norton (Renaissance Solution, Inc).
Pengakuan atas beberapa kelemahan dan ketidak jelasan dari pendekatan
pengukuran kinerja keuangan sebelumnya, BSC menyajikan sebuah perspektif
yang jelas sebagaimana sebuah perusahaan harus mengukur supaya tercapai
keseimbangan perspektif keuangan. Kaplan dan Norton merangkum rasional
untuk BSC sebagai berikut. BSC tetap mempertahankan pengukuran keuangan

tradisional. Tetapi pengukuran keuangan menceritakan kejadian masalalu, suatu
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laporan yang cukup untuk era industri untuk kemampuan suatu investasi jangka
panjang dan relationship pelanggan tidak secara kritis untuk keberhasilan.
Pengukuran keuangan adalah tidak layak, bagaimanapun juga untuk memandu
dan mengevaluasi suatu perjalanan yang mana perusahaan pada era informasi
harus membuat suatu nilai masa depan melalui investasi dalam pelanggan,
pemasok, pekerja, proses, teknologi, dan inovasi. BSC menyarankan bahwa
melihat suatu kinerja organisasi dari empat perspektif berikut: (1) The Learning
and Growt Perspective, (2) The Business Process Perspective, (3) The Customer
Perspective, (4) The Financial Perspective.

Balance Scorecard sistem pertama kali dikenalkan sebagai alat untuk
menilai Kinerja pada perusahaan komersial. Namun, sebetulnya pemanfaatan BSC
ini bisa oleh semua jenis organisasi. BSC dapat digunakan dengan berbagai
macam cara. Pada organisasi publik yang mengedepankan layanan publik, BSC
perlu diadaptasikan sehingga menghasilkan pengukuran yang sesuai dengan
tujuan utama organisasi. Pada organisasi komersial model BSC sebagai mana
dirumuskan Norton&Kaplan, menempatkan perspective financial diatas tiga
perspective lainnya. Hal ini berarti semua komponen Kkinerja non finansial
dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kinerja financial misalnya profit dan
return on investment (ROI). Model seperti ini sangat beralasan karena memang
tujuan utama organisasi adalah memaksimalkan laba. Maka menjadi suatu
pertanyaan bagaimana BSC untuk organisasi publik yang berorientasi bukan
semata berorientasi pada penumpukan laba.

Berkembang sejalan dengan perkembangan implementasinya. Balance
scorecard terdiri dari dua kata: (1) kartu skor (scorecard) dan (2) berimbang
(balanced). Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil
Kinerja seseorang. Kartu skor ini dapat juga digunakan untuk merencanakan skor
yang hendak dicapai atau diwujudkan personel di masa depan. Kata berimbang
dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Kkinerja personel diukur secara
berimbang dari dua aspek: keuangan dan non keuangan, jangka pendek dan

jangka panjang, intern dan ekstern.
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Pada awalnya, Balance Scorecard ditujukan untuk memperbaiki sistem
pengukuran Kinerja eksekutif. Sebelum tahun 1990-an eksekutif hanya diukur
dengan Kinerja dari aspek keuangan, akibatnya fokus perhatian darn usaha
eksekutif lebih dicurahkan untuk mewujudkan Kkinerja keuangan dan
kecenderungan mengabaikan kinerja non keuangan. Pada tahun 1990, Nolan
Norton Institute, bagian riset kantor akuntan publik KPMG, mensponsori study
tentang “Mengukur Kinerja Organisasi Masa Depan” (Kaplan dan Norton,2000).
Studi ini didorong oleh kesadaran bahwa pada wkatu itu ukuran kinerja keuangan
yang digunakan oleh semua perusahaan untuk mengukur kinerja eksekutif tidak
lagi memadai.

Berdasarkan pendekatan Balance Scorecard, kinerja keuangan yang
dihasilkan oleh eksekutif harus merupkan akibat diwujudkannya kinerja dalam
perumusan kebutuhan customers, pelaksanaan proses bisnis internal yang
produktif dan cost effective, dan atau pembangunan personel yang produktif dan
berkomitmen.

Kaplan dan Norton (2000:9) mengungkapkan Balance Scorecard
menekankan bahwa semua ukuran finansial dan non-finansial harus menjadi
bagian sistem informasi untuk para pekerja di semua tingkat perusahaan. Balance
Scorecard menerjemahkan misi dan strategi unit bisnis ke dalam berbagai tujuan
dan ukuran yang menyatakan keseimbangan antara ukuran eksternal dan ukuran
internal, ukuran finansial dan non-finansial. Perusahaan yang inovatif
menggunakan Balance Scorecard sebagai sebuah sistem manajemen strategis
untuk mengelola strategi jangka panjang. Balance Scorecard mengukur kinerja
perusahaan pada empat perspektif yang seimbang (Balance) yaitu keuangan,
pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan. Keseimbangan
dalam Balance Scorecard ini dinyatakan dalam semua ukuran hasil yang telah
dicapai perusahaan di masa lalu dan faktor pendorong kinerja untuk masa depan
perusahaan. Berdasarkan beberapa pengertian Balance Scorecard di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa Balance Scorecard adalah sistem penilaian kinerja yang
sekurang-kurangnya terdiri dari empat perspektif yaitu, perspektif keuangan,

pelanggan, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan dengan suatu
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pendekatan yang menyeimbangjan antara perspektif keuangan dan non-keuangan
sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya baik, tujuan jangka panjang
maupun jangka pendek.

Balance scorecard menekankan bahwa semua ukuran financial dan
nonfinancial harus menjadi bagian sistem nformasi untuk para pekerja di semua
tingkat perusahaan. Para pekerja lini depan harus memahami konsekuensi
finansial berbagai keputusan dan tindakan mereka, para eksekutif senior harus
memahami berbagai dalam Balance Scorecard lebih dari sekedar sekumpulan
ukuran kinerja finansial dan nonfinancial khusus semua tujuan dan ukuran ini
diturunkan dari suatu proses atas ke bawah (top-down) yang digerakkan oleh misi
dan strategi unit bisnis.

Balance scorecard seharusnya mempunyai menerjemahkan misi dan
strategi unit bisnis kedalam berbagai tujuan dan ukuran. Balance scorecard
menyatakan adanya keseimbangan antara berbagai ukuran eksternal para
pemegang saham dan pelanggan, dengan berbagai ukuran internal proses bisnis
penting, inovasi, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Keseimbangan juga
dinyatakan antara semua ukuran hasil, apa yang dicapai perusahaan pada waktu
yang lalu, dengan semua factor ukuran factor pendorong kinerja masa depan
perusahaan. Dan scorecard juga menyatakan keseimbangan antara semua ukuran
hasil yang objektif dan mudah dikuantifikasi dengan faktor pengerak kinerja
berbagai ukuran hasil subjektif dan agak berdasarkan pertimbangan sendiri.
Balance scorecard lebih dari sekedar sistem pengukuran taktis atau operasional.
Perusahaan yang inofatif menggunakan scorecard sebagai sebuah sistem
manajemen strategis, untuk mengelola strategis jangka panjang. Perusahaan
menggunakan focus pengukuran balance scorecard untuk menghasilkan berbagai
proses manajemen penting:

1. Memperjelas dan menterjemahkan visi dan strategi

2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis

3. Merencanakan, menetapkan sasaran dan menyelaraskan berbagai inisiatif
strategis

4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajran strategis.
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Pesan yang disampaikan pada eksekutif dengan penggunaan Balance
Scorecard dalam pengukuran kinerja eksekutif adalah “kinerja keuangan yang
berjangka panjang tidak dapat dihasilkan melalui usaha-usaha yang semua
(artificial). Kinerja keuangan dalam jangka panjang hanya dapat diwujudkan
melalui usaha-usaha dengan menghasilkan value bagi customer, meningkatkan
produktivitas dan cost effectiveness proses bisnis intern, meningkatkan kapabilitas
dan komitmen personal.

Melalui pengukuran kinerja berdasarkan pendekatan Balance Scorecard,
perusahaan didorong untuk tidak hanya memberikan perhatian pada proses yang
ada tetapi berusaha mencari metode proses baru yang memberikan nilai lebih baik
lagi bagi pelanggan dan pemegang saham untuk strategi yang telah direncanakan.
Berikut ini akan dibahas masing-masing perspektif pengukuran Kinerja
berdasakan balance scorecard:

a. Perspektif Keuangan

Pendekatan perspektif keuangan dalam Balance Scorecard merupakan hal
yang sangat penting hal ini disebabkan ukuran keuangan merupakan suatu
konsekwensi dari suatu keputusan ekonomi yang diambil dari suatu tindakan
ekonomi. Ukuran keuangan ini menunjukkan adanya perencanaan, implementasi
serta evaluasi dari pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan. Evaluasi ini akan
tercermin dari sasaran yang secara khusus dapat diukur melalui keuntungan yang
diperoleh, seperti contohnya Return on investment, Economic Value Added.

Selanjutnya Kaplan (2000:42) menjelaskan bahwa ada 3 tahapan siklus
bisnis yang harus dilalui oleh suatu perusahaan yaitu pertumbuhan (growth),
bertahan (sustain) dan panen (harvest). Pertumbuhan merupakan tahap pertama
yang harus dilalui oleh perusahaan dari siklus kehidupan bisnis, dimana pada saat
ini perusahaan memiliki produk yang berpotensi memiliki tingkat pertumbuhan
yang baik sekali. Dalam tahap ini perusahaan beroperasi dalam cashflow yang
negative dan tingkat pengambilan yang rendah. Investasi yang dilakukan oleh
perusahaan pada tahap ini relativ besar dengan biaya yang besar. Hal ini

disebabkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan mempunyai pasar
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yang masih sangat terbatas. Pada tahap ini lebih ditekankan pada petumbuhan

penjualan dengan mencari pasar dan konsumen baru.

Perusahaan masih  melakukan investasi dan reinvestasi untuk
mempertahankan pangsa pasar yang telah ada. Investasi dilakukan untuk
memperlancar kemacetan operasi dan memperbesar kapasitas produksi serta
meningkatkan operasionalisasi. Sasaran keuangan lebih banyak diarahkan pada
tingkat kembalian investasi yang telah dilakukan, dengan demikian sasaran tidak
lagi diarahkan pada strategi-strategi atau pengukuran pada tahap ini bisa diukur
dengan return on investment, economic value added.

Balance scorecard tetap mepertahankan perspektif keuangan karena
ukuran keuangan sangat berguna dalam memberikan gambaran mengenai hasil
dari kebijaksanaan ekonomi yang sudah dilaksanakan dan tujuan keuangan
merupakan fokus tujuan dan ukuran di semua perspektif Balance Scorecard
lainnya (Kaplan dan Norton, 2000:41).

Ada beberapa tolak ukur yang dapat digunakan oleh manajemen dalam
menilai kinerja keuangan menurut Wilson dan Campbell (1994:84). Namun, tolak
ukur yang cocok digunakan sebagai acuan dalam riset ini yaitu:

- Rasio Profitabilitas, rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan suatu
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan baik hubungannya dengan
penjuakan, aktiva maupun modal sendiri yang meliputi:

1. Return On Investment (ROI)

ROl merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat
pengambilan investasi dalam jangka waktu tertentu. rasio profitabilitas yang
mengukur efisiensi sebuah investasi dengan membandingkan laba bersih dengan
total biaya atau modal yang diinvestasikan. Ini artinya, ROl yang bernilai positif
menunjukkan keuntungan, sedangkan jika bernilai negatif menunjukkan kerugian.
Rasio ROI sendiri biasanya diukur dalam bentuk persentase.

ROI berperan penting untuk memberikan informasi mengenai ukuran
keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi, sehingga segala kegiatan
operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Dalam hal ini,

investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi.
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Selain dapat memberikan informasi tentang profitabilitas, ROI juga dapat
mengukur efisiensi penggunaan modal kerja, produksi, hingga penjualan dalam
perusahaan. Analisis tingkat pengembalian ini akan memudahkan anda dalam
memahami kelemahan dan kekuatan perusahaan dibanding perusahaan lain yang
bergerak di bidang sejenis (kompetitor).

Para pakar juga memberikan pandangannya tentang makna ROI ini.
Menurut S. Munawir (2007:89) Return On Investment (ROI) merupakan bentuk
dari rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan keuntungan yang berasal dari keseluruhan dana pada aktiva
yang digunakan untuk operasional perusahaan. Sejalan dengan hal tersebut,
Sutrisno  (2001:255) juga memberikan pandangannya bahwa Return On
Investment (ROI) merupakan suatu ukuran kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk menutup investasi yang telah
dikeluarkan.

Dari pengertian ROl yang sudah dijelaskan di atas, ROI artinya
menunjukkan bentuk rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan
dalam menghasilkan keuntungan. Rasio tingkat pengembalian investasi tersebut
tentu akan dipengaruhi beberapa faktor. Setidaknya ada dua faktor yang
mempengaruhi ROI, yaitu :

1. Tingkat Perputaran Aktiva

Perhitungan rasio akan bergantung pada tingkat perputaran aktiva yang
digunakan sebuah perusahaan untuk seluruh kegiatan operasional. Kecepatan
berputarnya aktiva dalam suatu periode, akan sangat mempengaruhi tingkat
pengembalian investasi, terlepas dari apakah ROI bernilai positif atau negatif.

2. Profit Margin

Profit Margin adalah rasio pendapatan terhadap penjualan yang diperoleh
dari selisih antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan dibagi dengan
penjualan bersih. Profit margin ini sendiri nantinya dapat mengukur kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta menilai kemampuan

manajemen bisnis dalam mengontrol berbagai kebutuhan operasional.
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Manfaat Analisis ROI, Beberapa kegunaan dari analisis ROI adalah
sebagai berikut.

a. Mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi,
dan efisiensi bagian penjualan.

b. Bagi perusahaan yang memiliki data industri, analisis ROI dapat
membandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaan dengan
perusahaan lain atau kompetitor.

c. Dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan yang dilakukan oleh
masing-masing divisi dengan cara mengalokasikan semua biaya dan modal
ke dalam bagian yang bersangkutan.

d. Digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang
dihasilkan oleh perusahaan.

e. Digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan jika perusahaan
mengadakan ekspansi.

2. Profit Margin On Sales
Profit margin merupakan salah satu rasio rentabilitas yang

menggambarkan laba (rugi) bersih per penjualan yang dihasilkan. Rasio
pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu
komponen laporan dari periode ke periode.

3. Growt Rate In Sales
Growt Rate In Sales merupakan tingkat pertumbuhan penjualan yang

menggambarkan dari hasil penjualan dari perusahaan itu sendiri.

Perspektif keuangan tetap menjadi perhatian dalam balanced scorecard,
karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang
terjadi yang disebabkan oleh pengambilan keputusan. Perspektif keuangan
menunjukkan perencanaan, implementasi dan pelaksanaan dari strategi
perusahaan dapat memberikan perbaikan yang pengukuran keseluruhannya
melalui presentase rata-rata pertumbuhan pendapatan, dan rata-rata pertumbuhan
penjualan dalam target market.

Pengukuran kinerja keuangan mempertimbangkan adanya tahapan dari

siklus kehidupan bisnis, yaitu:
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1. Growth (bertumbuh). Merupakan tahap awal dalam siklus suatu bisnis,
pada tahap ini diharapkan suatu bisnis memiliki produk baru yang dirasa
sangat potensial bagi bisnis tersebut. Untuk itu, maka pada tahap growth
perlu dipertimbangkan mengenai sumber daya untuk mengembangkan
produk baru dan meningkatkan layanan, membangun serta
mengembangkan fasilitas yang menunjang produksi, investasi pada sistem,
infrastruktur dan jaringan distribusi yang akan mendukung terbentuknya
hubungan kerja secara menyeluruh dalam mengembangkan hubungan baik
dengan pelanggan. Secara keseluruhan tujuan finansial pada tahap ini
adalah mengukur presentase tingkat pertumbuhan pendapatan, dan tingkat
pertumbuhan penjualan di pasar sasaran.

2. Sustain (bertahan). Tahap kedua dimana pada tahap ini timbul pertanyaan
mengenai akanditariknya investasi atau melakukan investasi kembali
dengan mempertimbangkan tingkat pengembalian yang mereka
investasikan. Pada tahap ini tujuan finansial yang hendak dicapai adalah
untuk memperoleh keuntungan.

3. Harvest (menuai). Tahap ketiga dimana suatu organisasi atau badan usaha
akan berusaha untuk mempertahankan bisnisnya. Tujuan finansial dari
tahap ini adalah untuk meningkatkan aliran kas dan mengurangi aliran
dana.

Dalam peneltian ini, pengukuran kinerja likuidias keuangan turn over
tidak digunakan. Hal ini dikarenakan ukuran kinerja keuangan dalam balance
scorecard menunjukkan apakah strategi, sasaran strategi, inisiatif, strategi dan
implementasinya mampu memberikan kontribusi dalam menghasilkan laba bagi
perusahaan. Tingkat pendapatan dan profit dari perusahaan sangat penting untuk
mempertahankan pertumbuhan keuangan dari Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) itu sendiri.

Pada setiap perusahaan dalam pelaksanaan Kkegiatan perusahaan
menyangkut operasionalnya selalu mengarah pada tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya yang dapat disesuaikan dengan ruang lingkupnya perusahaan itu

sendiri, maka diperlukan suatu perencanaan yang berlandaskan modal serta
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anggaran. Investasi pada perusahaan mengharapkan kelayakan pada perusahaan
akan memperoleh kembali dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu yang
cukup lama.

Bambang Riyanto dalam bukunya Dasar-Dasar Permbelanjaan Perusahaan
(2004 : 112) menyatakan bahwa kelayakan investasi mencakup seluruh proses
perencanaan pengeluaan modal yang hasilnya diharapkan sampai lebih dari satu
tahun lamanya. Pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk pembelian tanah,
bangunan dan peralatan serta pengeluaran untuk tambahan aktiva tetap pada
modal kerja yang berhubungan dengan peralatan pabrik (perusahaan). Charles T.
Horngren dalam bukunya Cost Accounting A Managerial Emphasis, (2001 : 204)
memberikan definisi tentang investasi kelayakan, menyatakan bahwa dalam
pengambilan keputusan penanaman investasi jangka panjang sesuai dengan
perencanaan.

Pengertian kelayakan investasi menurut penulis ialah keseluruhan proses
dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pengeluaran dana untuk investasi
di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi satu tahun lamanya. Hal
ini mempunyai arti yang sangat penting bagi kelanjutan hidup perusahaan
(kesinambungan). Dana yang dikeluarkan akan terikat untuk waktu yang cukup
lama, artinya perusahaan haru menunggu beberapa tahun sampai keseluruhan
dana yang tertanam dapat diperoleh kembali. Hal ini berpengaruh terhadap
kebutuhan dana untuk keperluan-keperluan lain.

Keputusan dalam penenaman modal, hal yang paling penting untuk dalam
memutuskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh investor, adalah
bagaimana metode pengalokasian dana dengan tidak berisiko tinggi. Jadi
kelayakan investasi yang dibuat oleh pemgelolah perusahaan adalah
pengalokasian modal terhadap suatu usul investasi dimana manfaat atau
keuntungan yang akan diperoleh telah dipertimbangkan sebelumnya untuk masa
depan yang akan datang, karena manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh
perusahaan belum diketahui secara pasti, yang berarti usul atau rencana investasi

mengandung unsur-unsure resiko.
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Kelayakan investasi menggambarkan apakah investasi tersebut
menguntungkan atau tidak. Oleh karena itu, kelayakan senantiasai diukur dari dua
hal. Pertama berapa dana yang harus ditanamkan di investasi tersebut. Kedua,
berapa pendapatan yang dihasilkan dan risiko yang menyertainya. Analisa
kelayakan akan dilakukan dengan membandingkan nilai investasi serta
pendapatannya plus risiko.

b. Perspektif Pelanggan

Perspektif kedua adalah pelanggan. Penilaian kinerja pelanggan ini sangat
penting karena maju atau mundurnya Kinerja perusahaan sangat ditentukan oleh
pelanggan ini, apalagi masuknya era globalisasi sehingga persaingan antar
perusahaan menjadi sangat ketat. Jadi perusahaan harus bersaing dengan usaha
mencari pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Kaplan (2000:56)
menjelaskan untuk memasarkan produknya perusahaan terlebih dahulu harus
menentukan segmen calon pelanggan mana yang harus dimassuki oleh
perusahaan, dengan demikian akan lebih terfokus tolak ukurnya. Dewasa ini focus
strategi perusahaan lebih diarahkan pada pelanggan (Customer drive strategi),
dengan kata lain apa yang dibutuhkan pelanggan harus dipenuhi oleh perusahaan.

Kinerja produk yang dihasilkan perusahaan minimal harus sama dengan
apa yang dipersepsikan oleh pelanggan. Kualitas produk yang kurang
menyebabkan konsumen akan pindah ke produk lain, kualitas produk yang tinggi
akan menyebakan perusahaan akan rugi karena kehilangan potensi laba yang
tinggi dan sebaliknya konsumen merasa beruntung karena mendapatkan produk
dengan kualitas tinggi dengan harga yang standar. Untuk mendapatkan laba
maksimum perusahaan harus mampu mempersepsikan kualitas produk yang
diinginkan pelanggan yang sesuai dengan harga jualnya. Kaplan (2000;55)
menjelaskan bahwa dari sisi perusahaan kinerja pelanggan terdiri dari pangsa
pasar, tingkat perolehan konsumen, dan tingkat profitabilitas pelanggan,
selanjutnya dijelaskan bahwa kinerja pelanggan ini akan saling berinteraksri

anatara satu dengan yang lainnya.
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Gambar 2.3 berikut memperlihatkan perspektif pelanggan inti.

Sumber: Kaplan and Norton (2000)
Dalam perspektif pelanggan, perusahaan perlu terlebih dahulu menentukan

segmen pasardan pelanggan yang menjadi target bagi organisasi atau badan usaha.

Selanjutnya, manajer harus menentukan alat ukur yang terbaik untuk mengukur

Kinerja dari tiap unit operasi dalam upaya mencapai target finansialnya.

Selanjutnya apabila suatu unit bisnis ingin mencapai kinerja keuangan yang

superior dalam jangka panjang, mereka harus menciptakan dan menyajikan suatu

produk baru/jasa yang bernilai lebih baik kepada pelanggan mereka (Kaplan, dan
Norton, 1996).

b.

Perspektif pelanggan memiliki dua kelompok pengukuran, yaitu:
Kelompok Pengukuran Pelanggan Utama (Core Measurement Group).
Kelompok pengukuran ini digunakan untuk mengukur bagaimana
perusahaan memenuhi kebutuhan pelanggan dalam mencapai kepuasan,
mempertahankan, memperoleh, dan merebut pangsa pasar yang telah
ditargetkan. Dalam kelompok pengukuran inti, kita mengenal lima tolak
ukur, yaitu:

Pangsa pasar (market share), mengukur seberapa besar proporsi segmen
pasar tertentu yang dikuasai oleh perusahaan.

Tingkat perolehan pelanggan (customer acquistion), mengukur seberapa

banyak perusahaan berhasil menarik pelanggan-pelanggan baru.
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o

Kemampuan memepertahankan para pelanggan lama (customer
retention), mengukur  seberapa  banyak  perusahaan  berhasil
mempertahankan pelanggan-pelanggan lama.
d. Tingkat kepuasan pelanggan (customer satisfaction), mengukur seberapa
jauh para pelanggan merasa puas terhadap layanan perusahaan.
e. Tingkat profitabilitas pelanggan (customer profitability), mengukur
seberapa besar keuntungan yang berhasil diraih oleh perusahaan dari
penjualan produk kepada para pelanggan.
2. Kelompok Pengukuran Nilai Pelanggan (Customer Value Proposition).
Kelompok
Pengukuran ini digunakan untuk mengetahui bagaimana perusahaan
mengukur nilai pasar yang mereka kuasai dan pasar yang potensial yang mungkin
bisa mereka masuki. Kelompok pengukuran ini juga dapat menggambarkan
pemacu Kinerja yang menyangkut apa yang harus disajikan perusahaan untuk
mencapai tingkat kepuasan, loyalitas, retensi, dan akuisisi pelanggan yang tinggi.
Value proposition menggambarkan atribut yang disajikan perusahaan dalam
produk/jasa yang dijual untuk menciptakan loyalitas dan kepuasan pelanggan.
Kelompok pengukuran nilai pelanggan terdiri dari:
a. Atribut produk/jasa, yang meliputi: fungsi, harga, dan kualitas produk.
b. Hubungan dengan pelanggan, yang meliputi: distribusi produk kepada
pelanggan, termasuk respon dari perusahaan, waktu pengiriman, serta
bagaimana perasaan pelanggan setelah membeli produk/jasa dari
perusahaan yang bersangkutan.
c. reputasi, yang menggambarkan faktor-faktor tak berwujud bagi
perusahaan untuk menarik pelanggan untuk berhubungan dengan
perusahaan, atau membeli produk.
c. Perspektif Bisnis Internal

Penilaian kinerja yang ketiga dengan perspektif bisnis internal. Untuk bisa
menggunakan tolak ukur Kinerja ini, maka perusahaan harus mengidentifikasi
proses bisnis internal yang terjadi pada perusahaan. Secara umum, proses tersebut

terdiri dari inovasi, operasi dan layanan purna jual (after sales service). Tahap


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

34

pertama yaitu inovasi. Dalam tahap ini perusahaan mencoba untuk
mengidentifikasi ini dengan mencoba merumuskan apa yang sebenarnya
dibutuhkan dan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen tersebut.
Pengidentifikasian serta perumusan apa yang akan diproduksi tersebut sebenarnya
terletak pada tahap penelitian dan pengembangan produk (litbang), dengan
demikian terlihat proses inovasi ini terletak pada fungsi “lithang”. Kaplan
(1999:84) menggambarkan proses inovasi yang dilakukan dalam perusahaan,
sebagai berikut.
Gambar 2.4: Perspektif proses Bisnis Internal

Proses Inovasi Proses Operasi Proses layanan purna jual
l

Kabutuhan

Bangun , Luncurkan Layani Pelanggan
Kebutuhan Kenali Ciptakan Produk/ Produk/ Pelanggan lerpuaskan
palanggan Pasar Produk/ Jasa Jasa
diidentifikasi Jasa

Sumber : Kaplan dan Norton (2000)

Dari gambar diatas terlihat suatu proses bagaimana perusahaan mencoba

untuk mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumennya, dengan prses
inovasinya. Proses ini dilakukan dengan mengindentifikasi pasar, setelah
diketahui produk apa yang diinginkan tersebut dilanjutkan dengan membuat
blueprint produk tersebut. Proses dilanjutkan dengan memproduksi produk
tersebut sebanyak ayang dibutuhkan dan menjual produk tersebut dipasar sasaran
oleh bagian marketing perusahaan. Dari pemasaran yang dilakukan nantinya akan
terlihat apakah produk yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan konsumen
sehingga dapat diketahui tingkat kepuassaan konsumen atas produk tersebut.
Tolak ukur yang dipakau dalam menentukan kinerja proses inovasi diantaranya
adalah:
1) Banyaknya produk yang dihasilkan dan dikembangkan secara relative
dengan membandingkannya dengan produk pesaing dan barang subsitusi

yang sesuai dengan perencanaan strategic perusahaan.
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Besarnya jumlah penjuaan produk baru dan lama waktu pengembangan
produk secara relative dibandingkan dengan para pesaing dan perencanaan
startegik perusahaan

Lamanyaa waktu yang diperlukan untuk mencapau keberhasilan dalam
mencapau penjualan produk baru tersebut.

Besranya biaya pengembangan produkbaru yang diperlukan dibandingkan
dengan perusahaan pesaing dan rencana strategic perusahaan.

Frekuensi modifikasi atas produk-produk yang dikembangkan secara
relative dibandingkan dengan pesaing dan rencana strategk perusahaan.

Berkenaan dengan proses operasi, dalam pembuatan produk proses

pengukuran pembuatan produk dapat dibagi atas tiga bagian yaitu:

a)

b)

Pengukuran kualitas diarahkan untuk mengetahui apakah program yang
sedang dijalankan oleh perusahaan sudah dijalankan dengan baik. Kalau
menggunakan tolok ukur keuangan. Kualitas produk bisa menggunakan
biaya mutu yang mencakup biaya pencegahan, biaya penilaian, biaya
kegagalan internal dan biaya kegagalan eksternal.

Pengukuran biaya diarahkan pada pengukuran rangkaian aktivitas.
Aktivitas yang dilakukan diarahkan pada aktivitas yang bernilai tambah
(value added), sehingga aktivitas yang bersifat non-value added terus
diminimalisasi dengan melakukan perbaikan yang terus menerus (continus
improvement) sehingga biaya non-value added akhirnya sangat minimal
sehingga diharapkan cost of production hanyalah biaya yang bersifat value
added saja. Untuk menerapkan konsep ini perusahaan dapat menggunakan
konsep activity based of management (ABM).

Pengukuran waktu, dewasa ini cenderung perusahaan menggangap
komponen waktu adalah hal yang sangat penting. Penyelesaian dan
penyerahan barang yang tepat waktu dianggap sesuatu hal yang dapat
memuaskan konsumen. Dalam hal prodes produksi Kaplan (2000:117)
menjelaskan bahwa Manufacturing Cyle Effectiveness (MCE) yang terbaik

adalah satu, dengan kata lain waktu yang digunakan oleh perusahaan sama
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dengan waktu proses. Apabila MCE ini lebih rendah itu berarti perusahaan

menggunakan sebagian dari wkatunya dengan sia-sia.

Perspektif proses bisnis internal menampilkan proses kritis yang memungkinkan

unit bisnis untuk memberi value proposition yang mampu menarik dan

mempertahankan pelanggannya di segmen pasar yang diinginkan dan memuaskan

harapan para pemegang saham melalui financial returns. (no name, no date).

Tiap-tiap perasahaan mempunyai seperangkat proses penciptaan nilai yang unik

bagi pelanggannya. Secara umum, Kaplan dan Norton (1996) membaginya dalam

3 prinsip dasar, yaitu:

1)

2)

3)

Proses Inovasi, adalah bagian terpenting dalam keseluruhan proses
produksi. Tetapi ada juga perusahaan yang menempatkan inovasi di luar
proses produksi. Di dalam proses inovasi itu sendiri terdiri atas dua
komponen, yaitu: identifikasi keinginan pelanggan, dan melakukan proses
perancangan produk yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Bila hasil
inovasi dari perusahaan tidak sesuai dengan keinginan pelanggan, maka
produk tidak akan mendapat tanggapan positif dari pelanggan, sehingga
tidak memberi tambahan pendapatan bagi perusahaan bahkan perusahaan
harus mengeluarkan biaya investasi pada proses penelitian dan
pengembangan.

Proses Operasi, adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan, mulai dari
saat penerimaan order dari pelanggan sampai produk dikirim ke
pelanggan. Proses operasi menekankan kepada penyampaian produk
kepada pelanggan secara efisien, dan tepat waktu. Proses ini, berdasarkan
fakta menjadi fokus utama dari sistem pengukuran Kkinerja sebagian besar
organisasi.

Pelayanan Purna Jual, yang dimaksud di sini dapat berupa garansi,

penggantian untuk produk yang rusak, dll.
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d. Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

Pembelajaran dan pertumbuhan ini besumber dari tiga prinsip yaitu
people, system dan organizational procedur. Berkaitan dengan ketiga prinsip
tersebut Kaplan (2000:110) menjelaskan perspektif ini sebagai berikut:

1. Kemampuan pekerja. Dewasa ini pekerjaan dalam proses produksi sudah
digantikan oleh mesin-mesin yang serba otomatis. Hal ini mengakibatkan
tenaga kerja buruh kasar yang diperlukan relative sedikit, sehingga tenaga
kerja yang tinggal hanyalah tenaga kerja spesialis saja. Semakin sedikitnya
tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan menyebabkan perusahaan lebih
dapat memberikan akses informasi yang lebih layak kepada pekerjanya
untuk lebih meningkatkan effisiensi untuk mencapai tujuan perusahaan.
Tolok ukur yang digunakan untuk ini adalah a) tingkat kepuasaan pekerja
pegawai, b) tingkat peputaran tenaga kerja dan, c) besarnya pendapatan
peusahaan perkaryawan dan yang terahir adalah nilai tambah dari tiap
karyawan.

2. Kemampuan sistem informasi. Dalam kondisi yang sangat kompetitif,
sistem informasi yang handal sangat diperlukan dalam pengambilan
keputusan. Kemampuan sistem informasi ini sangat ditentukan oleh
tingkat ketersediaan informasi, tingkat keakuratan informasi dan jangka
waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi tersebut. Hal ini
disebabkan berapapun akuratnya suatu informasi yang diterima oleh
perusahaan tapi apabila jangka waktunya telah berlalu maka informasi
tersebut tidak berguna lagi.

3. Motivasi, Pemberdayaan dan Pensejajaran. Untuk dapat menciptakan
motivasi peagwai diperlukan iklim organisasi yang mampu menciptakan
motivasi itu sendiri dan mendorong inisiatif karyawan. Keberhasilan aspek
ini bisa dilihat dari jumlah saran yang diajukan karyawan, jumlah saran
yang diimplementasikan dan tingkat kemampuan karyawan untuk
mengetahui visi dan misi yang diemban oleh perusahaan.

Kaplan (Kaplan, dan Norton, 1996) mengungkapkan betapa pentingnya suatu

organisasi bisnis untuk terus mempertahankan karyawannya, memantau
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kesejahteraan karyawan dan meningkatkan pengetahuan karyawan karena dengan

meningkatnya tingkat pengetahuan karyawan akan meningkat pula kemampuan

karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian hasil ketiga perspektif di atas

dan tujuan perusahaan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi

merupakan faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa dalam tiga

perspektif balanced scorecard. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

mencakup 3 prinsip kapabilitas yang terkait dengan kondisi intemal perusahaan,

yaitu:
1.

b)

Kapabilitas Pekerja, adalah merupakan bagian kontribusi pekerja pada
perusahaan. Sehubungan dengan kapabilitas pekerja, ada 3 hal yang harus
diperhatikan oleh manajemen:

Kepuasan pekerja, merupakan prakondisi untuk meningkatkan
produktivitas, tanggungjawab, kualitas, dan pelayanan kepada konsumen.
Unsur yang dapat diukur dalam kepuasan pekerja adalah keterlibatan
pekerja dalam mengambil keputusan,pengakuan, akses untuk mendapatkan
informasi, dorongan untuk bekerja kreatif, dan menggunakan inisiatif,
serta dukungan dari atasan.

Retensi pekerja, adalah kemampuan imtuk mempertahankan pekerja
terbaik dalam perusahaan. Dimana kita mengetahui pekerja merupakan
investasi jangka panjang bagi perusahaan. Jadi, keluamya seorang pekerja
yang bukan karena keinginan perusahaan merupakan loss pada intellectual
capital dari perusahaan. Retensi pekerja diukur dengan persentase turnover
di perusahaan.

Produktivitas pekerja, merupakan hasil dari pengaruh keseluruhan dari
peningkatan keahlian dan moral, inovasi, proses internal, dan kepuasan
pelanggan. Tujuannya adalah untuk menghubungkan output yang
dihasilkan oleh pekerja dengan jumlah pekerja yang seharusnya untuk
menghasilkan output tersebut.

Kapabilitas Sistem Informasi, adapun yang menjadi tolak ukur untuk

kapabilitas sistem informasi adalah tingkat ketersediaan informasi, tingkat
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ketepatan informasi yang tersedia, serta jangka waktu untuk memperoleh

informasi yang dibutuhkan.

3. Iklim organisasi yang mendorong timbulnya motivasi, dan pemberdayaan
adalah penting untuk menciptakan pekerja yang berinisiatif. Adapun yang
menjadi tolak ukur hal tersebut di atas adalah jumlah saran yang diberikan
pekerja.

Strategi adalah seperangkat hipotesis mengenai hubungan sebab-akibat.
Sistem pengukuran harus membuat hubungan (hipotesa) yang ada diantara
berbagai tujuan perusahaan (dan ukuran) dalam berbagai perspektif eksplisit,
sehingga dapat dikelola dan divalidasi. Rantai sebab akibat harus meliputu
keempat perspectif balance scorecad. Sebagai contoh return on capital employeed
(ROCE) mungkin menjadi sebuah ukuran balance scorecard dalam perspektif
financial. Factor pendorong ukuran ini dapat berupa pembelian ulang dan
penjualan kepada pelanggan yang lebih luas dari yang ada saat ini, sebagai suatu
hasil yang terjadi karena tingginya loyalitas para pelanggan tersebut. Loyalitas
pelanggan oleh karenanya disertakan dalam scorecard (dalam perspektif
pelanggan) karena diharapkan dapat menjadi sesuatu yang mempunyai pengaruh
kuat terhadap ROCE. Analisa prefensi pelanggan mungkin mengungkapkan
bahwa penyerahan barang yang tepat waktu dinilai sangat tinggi oleh pelanggan.
Oleh sebab itu, usaha perusahaan meningkatkan keteapatan waktu penyerahan
barang diharapkan dapat menghasilkan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi,
yang pada gilirannya menghasilkan kinerja finansial yang lebih tinggi juga.
Dengan demikian loyalitas pelanggan dan penyerahan barang yang tepat waktu
dimasukkan ke dalam perspektif pelanggan balance scorecard.

Proses ini kemudian berlanjut dengan mempertanyakan proses internal
apakah yang harus dikuasai perusahaan agar dapat menghasilkan kinerja istimewa
dari pengiriman barang yang tepat waktu. Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan
mungkin perlu mengupayakan tercapainya waktu siklus yang pendek dalam
berbagai proses operasi dan proses internal yang bermutu tinggi, faktor-faktor
yang dapat menjadi ukuran scorecard dalam perspektif internal. Cara

meningkatkan mutu dan mengurangi waktu siklus proses internal perusaahan
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dengan cara melatih dan meningkatkan keahlian para pekerja operasional, satuan

tujuan yang dapat disertakan pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

Pada gambar 2.5 dapat dilihat rantai hubungan sebab akitab pada perspektif BSC.
Gambar 2.5 Cause and Effect Relationship of performance Measurement

FINANCIAL ROCE

CUSTOMER Customer Loyalty

t

On Time Delivery l
[ 1
INTERNAL BUSSINESS Process Quality Process Cycle

t t

[
LEARNING & GROWTH l Employee Skills ‘

Sumber: Kaplan dan Norton (2000).

Oleh karenanya, balance scorecard yang baik harus dapat menjelaskan
strategi unit bisnis dengan baik pula. Balance scorecard harus mengidentifikasi
dan menyatakan dengan ekplisit tahapan hipotesis mengenai hubungan sebab
akibat di anatara berbagai ukuran hasil dan faktor pendorongnya. Setiap ukuran
yang dipiliha untuk disertakan dalam balance scorecard harus merupakan unsur
dalam sebuah rantai hubungan sebab akibat yang mengkomunikasikan arti strategi
unit bisnis kepada seluruh perusahaan.

Pada dasarnya BSC merupakan sistem pengukura kinerja yang mencoba
untuk mengubah misi dan strategi organisai menjadi tujuan dan ukuran-ukuran
yang berwujud. Ukuran finansial dan non finansial yang dirumuskan dalam
perspektif BSC sebenarnya adalah derivasi (penurunan) dari visi dan strategi
organisasi. Dengan demikian, hasil pengukuran BSC ini mampu menjawab
pertanyaan tentang seberapa besar yingkat pencapaian organisasi atas visi dan
strategi yang telah ditetapkan.

Pada organisasi pelayanan public, tujuan utama pengukuran kinerjanya

adalah untuk mengevaluasi keefektivan layanan jasa yang diberikan kepada
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masyarakat. Oleh karena itu kepuasaan pelanggan menjadi lebih penting
dariapada sekedar keuntungan. Trend pengukuran Kinerja organisasi layanan
publik saat ini adalah pengukuran kinerja berbasis outcame daripada sekedar
ukuran-ukuran proses. Kinerja organisasi ini bukan terletak pada proses
pengolahan input menjadi output, tetapi justru penilaian terhadap seberapa
bermanfaat dan sesuai output tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan
masyarakat. Bahkan auditing konvensional yang semula berfokus pada ukuran
proses bergeser ke arah pengukuran outcame.

Outcame merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
output kegiatan pada jangka menengah bagi masyarakat penguna jasa organisasi
public. Outcame suatu organisasi didasarkan atas keberhasilan pencapaian visi
dan bukan pada keberhasilan meningkatkan profitabilitas. Jadi final outcame pada
organisasi publik bukan ukuran financial tetapi lebih cenderung pada ukuran
pelanggan. Keberhasilan instansi pemerintah harusnya diukur dari bagaimana
mereka bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyaraka dan stakeholders
lain yang telah menyediakan sumber daya.

Sistem pengukuran kinerja diharapkan bisa digunakan untuk memperbaiki
dan meningkatkan Kkinerja organisasi. Adanya peningkatan kinerja setidak-
tidaknya bisa dilihat dari apakah aktivitas organsasi mempunyai nilai tambah.
Syarat-sayarat efektifitas BSC:

1. Ada definisi yang jelas atas tujuan individu, tim, unit organisasi, dan
organisasi

2. Memahami hubungan antara proses internal yang bernilai tambah dengan
outcame yang dihasilkan

3. Mengintegrasikan model pengukuran kinerja BSC dalam suatu manajemen
strategic, manajemen kinerja dan sistem penghargaan pegawai.

Pada dasarnya manajemen Kinerja dan penilaian kualitas bukan ditujukan
untuk memperbaiki pelayanan, tetapi hanya membantu mengidentifikasi area yang
perlu diperbaiki sehingga bisa lebih fokus. Balance Scorecard digunakan sebagai
alat pendukung untuk komunikasi, motivasi, dan mengavaluasi strategi organisasi

utama. Dengan BSC ini manajemen bisa lebih efektif.
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2.5 Keunggulan Balanced Scorecard

Keunggulan konsep balanced scorecard (BSC) dalam sistem perencanaan

strategic adalah mampu menghasilkan rencana strategik yang memiliki
karakteristik sebagai berikut (Aurora, 2010):

1.

Komprehensif. BSC memperluas perspektif yang dicakup dalam
perencanaan strategik. Perluasan perspektif rencana strategik ke perspektif
non keuangan tersebut menghasilkan manfaat yang terdiri dari:
menjanjikan kinerja keuangan yang berlipatganda dan berkesinambungan,
kemampuan organisasi untuk memasuki lingkungan bisnis yang kompleks.
Koheren. BSC mewajibkan personel untuk membangun hubungan sebab
akibat diantara berbagai sasaran strategik yang dihasilkan dalam
perencanaan strategik.

Berimbang. Keseimbangan sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem
perencanaan strategik penting untuk menghasilkan kinerja keuangan
berjangka panjang.

Terukur. Keterukuran sasaran strategik yang dihasilkan oleh sistem
perencanaan strategic menjanjikan ketercapaian berbagai sasaran strategik

yang dihasilkan oleh sistem tersebut.
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2.6 Kerangka Pikir
Kerangka pikir yang dibuat berdasarkan tinjauan pustaka untuk
menjelaskan bahwa untuk penerapan Balance Scorecard, dapat disusun kerangka
piker yang menggambarkan perspektif Balance Scorecard pada Kkinerja
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember.

PERUSAHAAN PDAM

Pengukuran Kinerja Perusahaan
Dengan Balance scorecard

4

! ! ! }

_ Perspektif Perspektif Perspektif
Perspektif pelanggan proses bisnis | | pembelajaran
keuangan internal dan

pertumbuhan

l ! | !

Kinerja Perusahaan Baik atau Tidak Baik (Buruk)

Kerangka pikir diatas menjelaskan bahwa dalam mengukur Kinerja
perusahaan PDAM dibutuhkan beberapa urutan atau langkah-langkah dalam
menentukan kinerja perusahaan, seperti data yang didapatkan dari perusahaan
PDAM, langsung dianalisa menggunakan Balance Scorecard dengan empat
perspektifnya. Setelah diukur dengan metode empat perspektif, maka analisa hasil
hasil dengan keempat perspektif tersebut meningkat atau menurun, kemudian bisa
ditarik suatu kesimpulan analisa hasil penelitian yang ada apakah hasil keempat
perpspektif tersebut meningkat atau menurun, kemudia bisa ditarik suatu
kesimpulan tentang bagaimanakah kinerja PDAM Kabupaten Jember apakah baik

atau buruk.
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Metode penelitan merupakan langkah-langkah operasional dalam
penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan.
Sehingga diperoleh hal-hal yang benar, objektif, dan ilmiah. Dalam melakukan
suatu penelitian kita harus benar-benar memahami tentang pengembangan ilmu
pengetahuan dan pemecahan masalah. Menurut Bagoes (2001:10) metodelogi
penelitian adalah “cara-cara operasional yang hendak ditempuh untuk
menjembatani pertanyaan yang dirumuskan secara abstrak dengan kenyataan
empiric”. Peneliti dalam melakukan penelitian perlu menggunakan metodelogi
penelitian yang sesuai dengan objek yang diteliti, agar memperoleh hasil yang
benar dan sesuai.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode sebagai
berikut:

1) Jenis penelitian

2) Objek penelitian

3) Lokasi dan waktu penelitian
4) Definisi operasional variabel
5) Jenis dan sumber data

6) Teknik pengumpulan data
7) Penentuan informan

8) Metode analisis data

3.1 Jenis Penelitian

Dalam tujuan penelitian yang berkaitan dengan topic yang akan diteliti,
maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif, sebagaimana yang dikemukakan
menurut Brahmasari (2001:6) “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
dilakukan pada variabel mandiri (tana membentuk perbandingan atau

menghubungkan dengan variabel lain)”. Menurut Moeleong (2008:31) pendekatan
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kuantitatif menjelaskan penyebab fenomena social melalui pengukuran objektif
dan analisis numerical.

Berkaitan dengan tipe penelitian yang digunakan maka penelitian ini
bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember dalam perspektif Balance
Scorecard.

Kegiatan ini dilakukan dengan mengawasi dan mempelajri secara langsung
pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember. Studi ini
dimaksudkan untuk memperoleh data-data perusahaan secara berkala (time series)
tahun 2015-2018, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan pengukuran Kinerja
dengan konsep Balance Scorecard.

3.2 Objek Penelitian

Didalam suatu penelitian dibutuhkan objek penelitian karena fungsinya
sebagai batasan pada rumusan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini
objek penelitian adalah kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Kabupaten Jember dalam perspektif Balance Scorecard apakah baik atau buruk.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneiti melakukan kegiatan
penelitian untuk memperoleh data-data yang dipergunakan untuk menjawab
permasalahan yang ditetapkan. Lokasi dari penelitian ini Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Jember yang berlamatkan di JI. Trunojoyo no. 73
Sedangkan waktu penelitian merupakan jangka waktu penulis melakukan
penelitiannya. Pada penelitian ini dilakukan pada bulan Juli s/d Agustus pada jam

kerja.

3.4 Definisi Operasional Variabel
Pengertian definisi operasional atau operasionalisasi konsep menurut
Singarimbun dan Effendi (1995:46) adalah “unsur penelitian yang

memberitahukan bagaimana caramya mengukur suatu variabel.”
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Definisi operasional variable dalam penelitian ini digunakan untuk

mengetahui bagaiman menganalisa Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) Kabupaten Jember yang diukur dengan menggunakan perspektif balance

scorecard.

berikut:

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

a. Perspektif Keuangan

Pengukuran kinerja dari perspektif keuangan diukur dengan menggunakan

rasio keuangan yaitu:

1)

2)

3)

Retun On Investment (ROI)

ROI merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat
pengembalian investasi dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan ROI
ini yaitu prosentase laba bersih dibagi total aktiva. Semakin tinggi nilai
ROI berarti semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan
aktiva, begitu pula sebaliknya.

Profit Margin On Sales

Profit margin merupakan salah satu rasio rentabilitas yang
menggambarkan suatu laba (rugi) bersih per penjualan yang dihasilkan
dalam prosentase. Semakin tinggi nilai profit margin berarti semakin
baik, karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan
laba cukup tinggi.

Growt rate In Sales

Pengukuran ini dimaksudkan mengetahui pertumbuhan penjualan
dengan membandingkan prosentase kenaikan dari periode sebelumnya.
Untuk mengetahui yaitu prosentase tahun sekaran dikurangi penjualan

tahun lalu dibagi penjualan tahun lalu.

b. Perspektif Pelanggan

1)

Customer Retention
Customer Retention merupakan pengukuran seberapa besar
perusahaan mempertahakan pelanggan lama. Customer retention

dihasilkan dari prosentase dari jumlah pelanggan lama per total order.
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2) Number of New Customer
Number of New Customer yaitu ukuran kinerja untuk mengetahui
seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mendapatkan pelanggan
baru dan diukur dengan prosentase pelanggan baru dibagi total jumlah
pelanggan lama.
3) On Time Delivery
Merupakan ukuran Kinerja untuk mengetahui seberapa besar
kemampuan perusahaan dalam memenuhi jadwal pengiriman yang
ditentukan sebelumnya dan diukur dengan prosentase pengirman tepat
waktu dibagi total distribusi.
4) Number Of Complain
Merupakan suatu ukuran kinerja yang mengukur seberapa banyak
pelanggan yang melakukan complain terhadap perusahaan. Diukur
dengan prosentase jumlah complain dibagi total produksi.
c. Perspektif Proses Bisnis Internal
1. Cyle Time
Merupakan ukuran kinerja untuk siklus waktu ang efektif dalam
menghasilkan produk. Prosentase waktu pengolahan dibagi waktu
penyelesaian.
2. Yield Rate
Yaitu ukuran Kkinerja yang digunakan untuk mengukur kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan produk sesuai dengan kemampuan
kapasitas yang adadan diukur dengan prosentase.
3. ldle Capacity
Merupakan ukuran Kinerja yang digunakan untuk mengujur
besarnya kapasitas yang menganggur atau tidak dan diukur dengan
prosentase.
d. Perspektif Belajar dan Berkembang
1. Employee Productivity
Yaitu ukuran kinerja yang digunakan untuk mengukur

produktifitas karyawan
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2. Employee Turn Over

Merupakan ukuran kinerja untuk mengukur tingkat perputasan
tenaga kerja dalam setahun dan diukur dengan prosentase total
produksi dibagi total tenaga kerja dikali total jam kerja.

3. Absenteeism (ketidakhadiran)

Merupakan suatu ukuran kinerja yang digunakan untuk
menentukan banyaknya tenaga kerja dikali ketidakhadiran karyawan.
4. Employee Training

Yaitu merupakan suatu ukuran kinerja yang digunakan untuk

mengukur tingkat pelatihan yang diberikan oleh perusahaan.

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian pasti dibutuhkan data yang kemudian diolah
dakam suatu informasi bagi peneliti untuk menjawab permasalahan dalam suatu

penelitian. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung diperoleh dari sumber
data pertama di lokasi atau objek penelitian ( Bungin, 2005:122). Objek dalam
penelitian ini adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember
yang didapatkan langsung dari PDAM pada perode 2015-2018. Data primer dalam

penelitian ini berupa wawancara, absensi dan total jam kerja.

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber

sekunder dari data yang dibutuhkan (Bungin,2005:122). Data ini merupakan data
yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya, melainkan sudah dikumpulkan
pihak lain dan sudah diolah. Data sekunder umumnya berupa buktu, catatan atau
laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang
tidaj di publikasikan (Indrianto dan Supomo, 2002:147)
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Data sekunder dalam penelitian ini berupa gamabaran umum perusahaan
secara berkala (time series) tahun 2015-2018. Berikut data sekunder pada setiap
perspektif Balance Scorecard:

a) Perspektif Keuangan: laporan laba rugi kompratif, laporan neraca
kompratif , laporan perkembangan kapasitas terpasang, produksi dan
pelayanan.

b) Perspektif Pelanggan: data pelanggan lama dan pelanggan baru, target dan
realisasi PDAM, data produksi, kapasitas produksi, data complaint.

c) Perspektif Bisnis Internal: Kapasitas produksi, laporan perkembangan
kapasitas terpasang, produksi dan pelayanan,data air hilang produksi.

d) Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan: laporan perkembangan
kapasitas terpasang, produksi dan pelayanan, data pegawai, data pekerja,

total jam kerja, data kehadiran pegawali, data training.

3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti
dalam memperoleh data yang valid tentang permasalahan yang diteliti. Adapun
teknik yang digunakan meliputi:
1. Wawancara
Wawancara adalah sebuah kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari
kegiatan proses penelitian. Menurut Moeleong (1988:135) wawancara merupakan
suatu percakapan dengan maksud tertentu. Maksu d mengadakan wawancara
seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (dalam Moeleong, 1988:135) antara
lain: mengkrostruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan,
motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Dalam wawancara ini
dilakukan pengumpulan data dengan mengadakan wawancara secara langsung
dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti.
Dalam penelitian ini, wawancara umum dilakukan langsung kepada
Direktur PDAM Kabupaten Jember untuk memperoleh informasi tentang
bagaimana pengukuran kinerja perusahaan PDAM. Untuk wawancara khusus

peneliti  melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Administrasi dan
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Keuangan untuk mendapatkandata dan informasi tentang keuangan, anggaran, dan
kepegawaian perusahaan PDAM, serta denga Kepala Bagian Pelanggan untuk
mendapatkan data dan informasi tentang pelanggan perusahaan PDAM, serta
dengan Kepala Bagian Teknik untuk mendapatkan data dan informasi mengenai
produksi, transmisi, distribusi dan perencanaan teknik perusahaan PDAM
Kabupaten Jember, serta dengan beberapa staff dan kasubag perusahaan PDAM
Kabupaten Jember
2. Dokumentasi
Dokumen ialah setiap bahan yang tertulis. Dokumen sudah lama
digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal
dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan,
bahkan untuk meramalkan (moeleong, 1988:161). Dalam dokumentasi ini
pengumpulan data dilakukan secara seksama terhadap arsip-arsip dan dokumen
serta catatam dari perusahaan, sehingga dapat diperoleh data yang diinginkan
dalam penelitian ini. Data yang dihasilkan berupa data absensi dan total jam kerja.
3.7 Teknik Penentuan Informan
Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi
tentang situasi dan kondisi objek penelitian. Seorang informan harus mempunyai
banyak pengalaman tentang latar penelitian tersebut. (Moeleong.2006:132)
Menurut Spradley (dalam Sugiono, 2008:221) mengemukakan bahwa
situasi soasial untuk sampel awal sangat dsarankan suatu situasi social yang
didalamnya menjadi semacam muara dari banyaknya domain lainnya. Selanjutnya
dinyatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau informan sebaiknya
memenuhi Kriteria sebagai berikut:
1. Subyek yang telah cukup lama intensif dengan kegiatan atau medan
aktifitas yang menjadi perhatian peneliti
2. Subyek yang masih teribat aktif atau penuh dalam lingkungan atau
kegiatan yang menjadi perhatian peneliti
3. Subyek yang memiliki banyak waktu dan kesempatan
4. Subyek yang memberikan informasi cenderung diolah untuk dimintai

informasi atau dikemas terlebih dahulu
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5. Subyek yang sebelumnya tergolong asing bagi peneliti.

Disini peneliti akan menentukan berdasrkan pengetahuan atau keterlibtan
seseorang dengan permasalahan yang akan diteliti. Peneliti tidak menbatasi
jumlah informan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang diperlukan.
Berdasarkan metode krteria informan yang telah diuraikan diatas, peneliti
mengambil informan sebagai berikut:

a. Informan Inti
Yaitu orang yang menguasai secara mendalam tentang masalah yang
menjadi kajian peneliti serta terlibat secara aktif dalam masalah tersebut,
sehingga mampu memberikan informasi yang rinci dan mendalam.
Adapun informan inti dalam penelitian iini adalah:
- Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten

Jember

b. Informan untuk pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi, adalah
sebagai berikut:
- Kepala Bagian Adminstrasi Umum dan personalia
- Kepala Bagian Keuangan PDAM Kabupaten Jember
- Kepala Bagian Pelanggan PDAM Kabupaten Jember
- Kasubag Staff serta pegawai PDAM yang berkepentingan dan berkaitan

dengan data yang akan digunakan.

3.8 Metode Analisi Data

Dalam penelitian kuantitatif deskriptrif, data yang diperoleh dari
beberapa sumber harus segera dianalisis dalam bentuk laporan. Bodgan dalam
Sugiono (2005:88) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan
menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan
lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat diinformasikan kepada orang lain.

Teknik analisis data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian
ilmiah karena dengan melakukan analisis data maka fenomena dari penelitian
dapat terpecahkan atau analisis data dapat memberikan arti dan makna penting

yang lebih berguna dalam penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan
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dalam penelitan ini adalah dengan menggunakan analisis data sekunder yang
diteliti secara time series (deret berkala) dari waktu ke waktu. Menurut Nanang
Martono (2011:113) analisis data sekunder (ADS) yaitu analisis data dengan
memanfaatkan data yang sudah matang yang dapat diperoleh pada instansi atau
lembaga tertentu. Dalam penelitian ini, menggunakan analisis data sekunder
karena memanfaatkan data yang sudah matang (ada) yang diperoleh secara
langsung pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember yaitu
data PDAM Kabupaten Jember pada periode 2015-2018.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam analisis data sekunder
menurut Martono (2011:123) yaitu :

- Merumuskan masalah

- Menentukan unit analisis

- Menguji atau mengecek kembali ketersediaan data

- Melakukan studi pustaka

- Mengumpulkan data

- Mengolah data sekunder

- Menyajikan data dan memberikan interpretasi

- Menyusun laporan penelitian.

Dalam analisis data ini peneliti berusaha mendeskripsikan dan
menjelaskan kinerja PDAM Kabupaten Jember yang dilihat dari perspektif-
perspektif yang akan dibahas, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan,
perspektif proses internal, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan berdasarkan
data sekunder dan primer secara berkala sehingga memperoleh informasi lebih
detail mengenai kinerja PDAM Kabupaten Jember.

Berikut adalah teknik analisis data dalam perhitungan balance scorecard:

a. Perspektif Keuangan

Pengukuran Kkinerja dari perspektif keuangan diukur dengan
menggunakan rasio keuangan yaitu:

1) Return On Investment (ROI)

Laba Bersih

ROI'= Total Aktiva

X 100%
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2) Profit Margin On Sales (PMoS)

Laba Bersih
PMoS = ——— X 100%
Penjualan

3) Growt Rate In Sales (GRIS)

Penjualan t—Penjualan t—1

GRIS X 100%

Penjualan t—1
Perspektif Pelanggan
1) Customer Retention

_ Jumlah Pelanggan Lama
1 Total Order
2) Number Of New Customer

X 100%

NONC Jumlah Pelanggan Baru X 100%

Total Jumlah Pelanggan Lama

3) On Time Delivery

Pengiriman Tepat Waktu

On Time Delivery= X 100%

Total Distribusi

4) Number Of Complain

Jumlah Complain
Total Produksi

NOC= X 100%

Perspektif Proses Bisnis Internal
1) Cyle Time

Waktu Pengolahan

X 100%

Cyle Time=

Waktu Penyelesaian

2) Yield Rate

) Actual Capacity
Yield Rate = - — X 100%
Maximum Capacity

3) Idle Capacity

Idle Capacity

Idle C ity = X 1009
i s Maximum Capacity o

53


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

d.

54

Perspektif Belajar dan Berkembang
1) Employee Productivity

EP= Total Produksi X 100%

" Total Tenaga Kerja x Total Jam Kerja

2) Employee Turn Over

_ Jumlah PekerjaYang Keluar Dalam Setahun

ETO X 100%

Total Pekerja
3) Absenteeism (ketidakhadiran)

1 . Jumlah Ketidak Hadiran Per PeriodeX 100%
‘% 1 Jumlah Hari Kerja Per Periode 0

4) Employee Training

Jumlah Pekerja Yang Ikut Pelatihan
T = , X 100%
Total Pekerja

Setelah melakukan pengukuran dengan rumus balance scorecard, maka

selanjutnya akan dinilai dengan menggunakan bagaimanakah hasil dari

pengukuran, dilakukan dua pengukuran yaitu:

1.

d)

Time series: yaitu dengan membandingkan perkembangan score penilaian
dari setiap tahunnya, untuk itu diperlukan suatu indicator penilaian data
berkala (time series). Berikut indicator penilaian data berkala (time series)
menurut Zaky (2011:34) :

Gerakan trend meningkat yaitu menunjukkan arah perkembangan yang
baik penilaian dari keadaan ini yaitu “Baik”

Gerakan stabil atau tetap penilaian dari keadaan ini yaitu “Baik™

Gerakan fluktuatif yaitu gerakan yang mempunyai pola naik dan turun dari
waktu ke waktu, ini menunjukkan keadaan yang tidak baik penilaian dari
keadaan ini yaitu “Tidak Baik”

Gerakan trend menurun yaitu menunjukkan arah perkembangan yang tidak
baik, penilaian dari keadaan ini yaitu “Tidak Baik (Buruk)”.

Tingkat keberhasilan PDAM untuk menentukan dasar dalam
penggolongan tingkat keberhasilan PDAM vyang dikeluarkan oleh
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 Tentang
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Penilaian KinerjaPerusahaan Daerah Air Minum, tingkat keberhasilan

PDAM adalah:

a) Baik sekali, bila memperoleh kinerja diatas 75

b) Baik, bila memperoleh kinerja diatas 60 sampai dengan 75

c) Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60

d) Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45

e) Tidak baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama
dengan 30.
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BAB 5. PENUTUP

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang merupakan inti dari apa yang
telah dianalisis sebelumnya, dalam bab ini juga diberikan saran yang diharapkan
dapat membantu dalam menentukan kebijaksanaan yang akan datang.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan
sebelumnya maka peneliti menarik beberapa kesimpulan tentang perspektif
balance scorecard pada kinerja PDAM Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

a. Hasil analisis perspektif keuangan PDAM Kabupaten Jember tidak baik,
hal ini dapat dilihat dari ketiga indicator yang telah diukur mengalami
fluktuatif pada pengukuran time series, dan pada KEMENDAGRI No 49
Tahun 1999 dinyatakan tidak baik karena memperoleh nilai kinerja kurang
dari 30%.

b. Kinerja perspektif pelanggan secara Kkeseluruhan tidak baik jika
menggunakan time series, hal ini terbukti pada indicator customer
retention dan number of new customer yang fluktuatif, on time delivery
dan number of complaint yang menurun. Hal ini diakibatkan karena
perusahaan kurang memperhatikan kepentingan pelanggan. Jika dinilai
berdarkan KEMENDAGRI Nomor 47 Tahun 1999 hanya ada satu
indicator yang dinyatakan baik sekali yaitu on time delivery memperoleh
Kinerja diatas 75%, sedangkan untuk ketiga indicator yang lain pada
perspektif pelanggan dinyatakan tidak baik.

c. Hasil analisa perpsektif proses bisnis internal pada PDAM Kabupaten
Jember menunjukkan kinerja yang baik, hal ini dapat dilihat dari indicator
yield rate dan cyle time yang stabil dan meningkat. Akan tetapi terjadi
penurunan pada idle capacity hal ini menunjukkan bahwa perusahaan
belum bisa memanfaatkan kapasitas yang ada dengan kapasitas yang

dipakai dalam produksi air. Jika dinilai dengan menggunakan
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KEMENDAGRI Nomor 47 Tahun 1999 hanya yield rate dinyatakan baik
sekali karena memperoleh kinerja diatas 75%.

d. Hasil analisis perpsektif pembelajaran dan pertumbuhan pada PDAM
Kabupaten Jember menunjukkan kinerja yang cukup baik, hal ini
dibuktikan dengan keempat indicator, yaitu dua indicator baik
diantarannya employee training dan absensi, dan dua indicator tidak baik
diantaranya menurun yaitu employee turn over dan employee productifity.
Jika dilakukan pengukuran menggunakan tingkat keberhasilan PDAM
yang dikeluarkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
1999 Tentang Penilaian KinerjaPerusahaan Daerah Air Minum hanya
employee training yang dinyatakan baik, untuk tiga indicator lainnya pada
perspektif ini dikatakan tidak baik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan maka kepada pihak
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember, penulis ingin
mengajukan beberapa saran agar kinerja perusahaan lebih meningkat yaitu sebagai
berikut:

Dari keempat perspektif yang telah diuji, keempat-empatnya menunjukkan
kinerja yang tidak baik. Hal yang perlu dilakukan perusahaan yaitu perusahaan
sebaiknya melakukan evaluasi pada kinerja. Hal ini disebabkan karena laba
operasional dan pendapatan yang fluktuatif. Perusahaan sebaiknya meningkatkan
kinerja keuangan dengan cara meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan
biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Mempertahankan pelanggan dengan cara
memberikan peningkatan pelayanan kepada pelanggan, mampu memenuhi
kebutuhan pelanggan, meningkatkan jumlah pelanggan baru, meningkatkan
pelatihan terhadap pegawai, menekan kapasitas yang menganggur dan hasil

produksi air.
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LAMPIRAN 1

Laporan Perkembangan Kapasitas Terpasang, Produksi dan Pelayanan Tahun 2015 dan

ST TSP

TAHUM
URAIAN L) 2018 2018
| 1 Kapasitas Temmassng LY / At a0 40 5
7 Kapasitas Proouks Ly / Oeox a7 oo 75T o0
¢ M3 9 764 187 50 1
. 3 Produksi Al 9280.1%
: 4 Drstribusl A M3 2 5573 000 9075052
M3 7 190975 7072 o5
$ 5 Ar Terpel
3 M3 185 227 185 Cc23
i QA‘MMW
: m3 378912 gz 2m1
| 7 Ar Hnang yang dapat Dipertanggungiawabkan
1 2083013 1956 &7
. & Ar Hilang dart Olstribuel M3
]
L9 % Ar Hilang car
: 1.90% 2.00%
| - Produksi(6:3) %
% 21,52%% 24 Sar
~Drveribusi (8:4)
: 2332728
1 %0 Jumiah Penduduk o Jiwa 2332726
- 250 311922
- *1 Jumnish Penduduk Tertayan! Jhwa 317.
4 138
¢ T2 Jsumiah Karyawan Jwa 134
G 1
: 2 aumiah Pelanggan » SR 33.115 32173
Lo Jumien Pelenggen Yeng Ditera Metermya B8R 6756 € 628
== Jumiah Pengaduan Petanggan SR 847 745
% Jumieh Perryelecalen Pengaduan Pelanggen S8R 847 745
-7 Pernakaian Alr Per Pelanggan M3/ Thn 217,15 21828
A xecepatan Pertyambungan hert 6 6
s
H
URAIAN S !
1]
owmucmmw H
2D UM LY Kualas A yg Memenurs Syarat sampet 1
21 Jmh Pelggan Dtiayani don Tekanan > 0.7 Bar SR I
22 Sumiah Moter Vg Digartt Tatwe Yors ewt
23 Jumiah Pegawal Yg liast Diksat Swa &9 3s
24 Jumiah Penduduk d Daerah Pelayanen v 703 112 703 112
2% Harga Jual Alr + Beoan Tewmp Rp /M3 3s17 3 402
Rp /M3 2708 2717

26 Harge Pokok Produscsl
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Lampiran 2

Laporan Perkembangan Kapasitas Terpasang, Produksi dan Pelayanan Tahun 2017 dan
2018

T E—
URAIAN e = 2017
_—/
1. Kapasdas Terpasang i i 234,08 330.08
Pt e BroON Lir / detik 309.24 s
3. Produksi Air . 6751700 9.776.110
4. Distribusi Air M2 Q574443 9596 621
5-Alr Terjual N 7 374.439 7.330.629
6. Air Hilang dari Produksi M3 177.355 179.489
7 Air Hilang yang dapat Dipertanggungjawabkan M3 193.307 252.970
8. Air Hilang dari Distribusi % 2 006.697 2.013.022
9. % Auwr Hilang dari ;
- Produksi (6 : 3) % 1,82% 188%
- Distribusi (8 : 4 ) % 20.98% 20.98%
10. Jumiah Penduduk Jiwa 2.503.400 2.407.115
11. Jumtah Penduduk Terlayani Jiwa 396,568 385.379
12 Jumiah Kacyawan Jiwa 143 128
13. Jumiah Pelanggan SR 36458 34.357
14. Jumiah Petanggan Yang Ditera Meternya SR 7.308 6.940
16. Jumlah Pengaduan Pelanggan SR 1.603 798
16. Jumiah Peny 1 Peng. 1 Pelanggan SR 1.603 798
17. Pemakaian Air Per Pelanggan M3/ Thn 202,27 213,37
18. Kecepatan Penyambungan han 6 (5}
| L URALAN I Ket f 2018 Lt 2017
—
19.Jumlah Kualitas Air yang Diuji Sampel 379 323
20..3mh Uj Kuatitas Air yg m ey —— 4 303
21.Jmh Pelggan Dilayani dgn Tekanan > 0,7 Bar SR 30.402 29.385
22 Jumiah Meter Yg Diganti Tahun Ybs Unit 2021 1143
23.Jumiah Pegawai Yg Ikut Diklat Jiwa 93 80
24.Jumiah Penduduk di Daerah Pelayanan Jiwa 808.969 804.995
25.Harga Jual Air + Beban Tetap Rp /M3 4.375 3.941
26.Harga Jual Air ( Murni) Rp/M3 3.162 2.742
27. Harga Pokok Produksi Rp /M3 3.423 3.858
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Lampiran 3

Data pegawai

Data pegawai 2015 2016 2017 2018
Tingkat SD 8 6 6 6
Tingkat SLTA 93 125 107 123
Tingkat S1/S2 81 44 55 64
Keterangan
Pensiun 6 4 5 10
Keluar - - - -
Jumlah pegawai 6 4 5 10
keluar
Jam pegawai baru - 5 17 26
Jam kerja/ minggu 40 jam | 40jam | 40 jam 40 jam
Hari kerja/ tahun 292 326 297 313
Jam kerja rata- 8 jam 8 jam 8 jam 8.0
rata/hari
Total jam kerja/ tahun | 2.336 2.608 2.376 2.504
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Lampiran 4

Perhitungan Laba Rugi Kompratif Tahun Buku 2016 dan 2015

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER 2
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM JEMBER
1.2 PERHITUNGAN LABA (RUGI) KOMPARATIF
TAHUN BUKU 2018 DAN 2018
(Berdasarkan SAK ETAP)
Ref NAMA PERKIRAAN TAHUN 2018 TAHUN 2015
‘11 :ENDAPATAN USAHA
' Pm;:n;sr Al 19.623.012.815,00 | 18.893.241.858,00
Pardapaien assdrbisieai 4.026.140.600,00 |  3.799.036.000,00
Pmpmn U:ha A Lainnya 1.463.880.533,00 1.201.885.638,00
Jumiah Pendapatan Alr 36.012.033.848,00 | 23.894.276.45,00 |
1.2 Pend
pw:p’lm"m Baru ©21.200.000,00 | 1.020.350.000,00
Pmamn Perryambungan Kemball 450.280.000,00 429.655.000,00
Pendapatan Denda 411.145.000,00 373.840.000,00
Pendapatan Usaha Non Air Lainnya 1
Jumlah Pendapatan Non Air 2.372.534.443,00 2.593.925.005,00
13 PENDAPATAN NON USAHA
Pendapatan Non Usaha 219.942.493 91 345.118.844 87
Jumlah Pendapatan Non Usaha 210.942.493.91 345.118.844.67
JUMLAH PENDAPATAN 28.604.610.784,01 | 26833 220234 67
1 BEBAN USAHA
.1 Beban Pegawal 9.053.273.932,00 8.922.619.573,00
.2 Beban Pemakaian Bahan Bakar 358.912.008,00 360.902.040,00
1.3 | Beben Listrik 3.939.467.2790,00 | 4.018.626.087,00
1.4 Beban Pemekeaian Bahan Pembamu 11.608.700,00 3.435.010,00
115 | Beben Pemeiharaan 789.794.508,00 573.038.790,00
16 | Beban Air Baku/Curah 268,748.002,00 193.769.800,00
17 | Beban Penyusutan 5.302.448.030.00 | 5.835.030.240,00
.8 Beban Pemakaian Bahan Kimia 1.829.8668.450,00 | 1.175.269.100,00
1.9 ) Beban Pinjaman 21.217.672,00 37.877.456,00
.10 Beban PenyisiharvPenghapusan 237.403.532,76 134.452.551,25
111 ) Beban Operasi Lainnya 4,638.632.678.00 97 955,
Jumlah Baban Usaha 26.450.376.888,76 | 25.162.088.011,26
BEBAN NON USAHA
112 | Beban Non Usaha = :
Jumlah Beban Non Usaha = =
JUMLAH BEBAN
26.450.376.886,78 .182.088,
LABA | (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 2.14 Sl
PAJAK PENGHASILAN 145.134.808,15 |  1.671.252.223 42
579.629.000,00
LABA / (RUGI) SETELAH PAJAK PENGHASILAN ik

1.686.506.808,16

1.230.906.454,42
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Lampiran 5

Perhitungan Laba Rugi Kompratif Tahun Buku 2017 dan 2018

1.2 PERHITUNGAN LABA (RUGI) KOMPARATIF

TAHUN BUKU 2018 DAN 2017

{Berdasarkan SAK ETAP)
ﬁ | F Ref I NAMA PERKIRAAN TAHUN 2018 TAHUN ”"W
gl -
E ! PENDAPATAN USAHA
4 11 Pendapatan Air
Pendapatan Harga Air 23.178.705.609,00 | 20.085.259.953.00
Pendapatan Jasa Administrasi 8.946,165.000,00 | 7 224.595 000,00
Pendapatan Usaha Air Lainnya 139.635.000,00 | 1.579.431.376 00
Jumiah Pendapatan Air 32.264.505.609.00 | 28 889.286 329,00
1.2 Pendapatan Non Air
Pendapatan Sambungan Baru 1.184.015.550,00 1.036 400.000,00
Pendapatan Penyambungan Kembali 556.830.000,00 400.155.000,00
Pendapatan Denda 467.008.000,00 414.110.000.00
i Pendapatan Usaha Non Air Lainnya 847.600.537.00 | 1.053 446 398,00
Jumilah Pendapatan Non Air 3.055.454.087.00 | 2.804.111.308.00
13 PENDAPATAN NON USAHA
Pendapatan Non Usaha 273.224.035,28 233.311.918,80
Jumiah Pendapatan Non Usaha 273.224.035,26 233.311.918,80
JUMLAH PENDAPATAN 35 503.183.731,26 | 32 026 700 645 80
] BEBAN USAHA
1 Beban Pegawai 11.292.265.121,00 | 10.392.240.107,00
1.2 Beban Pemakaian Bahan Bakar 118.879.730,00 144.028.717,00
I3 Beban Listrik 4.093.515.204,00 | 3.832.128.047,00
1.4 Beban Pemakaian Bahan Pembantu 2.335.524,00 4.563.958,00
1.5 Beban Pemeliharaan 1.034.896.858,00 864,331 354,00
16 Beban Air Baku/Curah 188.445.523,00 193.199.156,00
Iz Beban Penyusutan 5.265.600.435,00 5.233.165.173,00
1.8 Beban Pemakaian Bahan Kimia 2.254.749.750,00 1.871.106.000,00
e Beban Pinjaman 36.322.159,00 35.044.711,00
- .10 | Beban Penyisihan/Penghapusan LRE2R8 T3 LRSS
: 11 | Beban Operasi Lainnya 886332005826 | 7.328.132.242.25
Jumlah Beban Usaha 33.376.368.092,64 | 30.172.485.073 30
BEBAN NON USAHA
: .12 Beban Non Usaha 5 100.000.00
> Jumiah Beban Non Usaha - 100.000,00
'
: JUMLAH BEBAN 33.376.368.092,64 | 30.172 585.073,30
i LABA / (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN 2.216.815.638,62 | 1.854.124.572,50
s PAJAK PENGHASILAN 634.003.000,00 | 534.764.000,00
i
: LABA / (RUGIH) SETELAH PAJAK PENGHASILAN 1.582.812.638,62 | 1.319.360.572,50
}



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Neraca Kompratif Per 31 Desember 2016 dan 2015

Lampiran 5
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Lampiran 7

Neraca Kompratif Per 31 Desember 2018 dan 2017
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Lampiran 8

Data Produksi
Tahun Produksi air Total Total order | Pengiriman
kebocoran air tepat waktu
2015 9.260.136 1.959.587 9.260.136 | 7.022.605
2016 9.769.187 2.063.013 9.769.187 | 7.190.975
2017 9.776.110 2.013.022 9.596.621 | 7.330.629
2018 9.751.798 2.006.697 9.574.443 | 7.374.439
Kapasitas Produksi
Tahun | Waktu Waktu Output Output Real
Pengolahan Penyelesaian maksimum (M3)
(menit) (menit) (M3)
2015 0,5 30 menit 9.260.136 9.260.136
2016 0,5 30 menit 9.769.187 9.769.187
2017 0,5 30 menit 9.776.110 9.596.621
2018 0,5 30 menit 9.751.798 9.574.443
Data Pekerja
Tahun | Jumlah pekerja Pekerja yang keluar Pekerja yang masuk
2015 138 6 138
2016 134 4 134
2017 129 5 129
2018 143 10 143
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Total Jam Kerja

Tahun Hari kerja | Jam Jam  kerja | Total jam
kerja/minggu rata-rata/ kerja
hari
2015 292 37,5 jam 8 Jam/ hari | 1.752
2.336
2016 326 37,5 jam 8 jam/ hari | 1.956
2.608
2017 297 37,5 jam 8 jam/hari 2.673
2.376
2018 313 37,5 jam 8 jam/ hari | 2.817
2.504
Data Kehadiran (Absensi) Pegawai
No | Keterangan absensi Tahun
2015 2016 | 2017 2018
1. Alpha 4 3 2 1
2. Sakit 10 9 10 8
3. ljin 8 7 3 4
Jumlah 22 19 15 13
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Data Pelanggan

Golongan Pelanggan | Pelanggan | Pelanggan | Pelanggan
Tahun Tahun Tahun Tahun
2015 2016 2017 2018
Sosial Umum 1 278 274 278 290
Sosial Umum 2 34 34 34 31
Sosial Umum 3 33 35 38 38
Sos khusus 1 152 155 164 162
Sos khusus 2 35 39 31 34
Rumah Tangga 1 279 279 261 1.266
Rumah Tangga 2 22.553 23.323 23.480 22.821
Rumah Tangga 3 4,778 4,910 5.723 7.079
Pemerintah 305 307 313 328
Niaga Kecil 1.783 1.804 1.909 2.082
Niaga Sedang 1.784 1.803 1.963 2.159
Niaga Besar 147 146 151 156
Industri Kecil 12 12 12 12
Total 32.173 33.115 34.357 36.458
Tahun Jumlah Pelanggan Pelanggan Baru Pertumbuhan Pelanggan
2015 32.173 1.435 22,42%
2016 33.115 1.310 25,28%
2017 34.357 1.437 23,91%
2018 36.458 2.525 14,44%
No | Tahun Pelanggan
Target Realisasi
1. | 2015 32.308 32.173
2. | 2016 33.600 33.115
3. | 2017 34.655 34.357
4. | 2018 37.100 36.458
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Complaint

No | Jenis complaint 2015 | 2016 2017 2018
1. | Air 313 301 397 925
2. | Kenie 2 1 - 1
3. | Pipa 152 170 120 252
Skep 213 257 166 247
4.
5. | Water meter 63 116 114 172
6. | Kopling 2 2 - 6
Jumlah 745 847 797 1.603
Data Trainning
Tahun | Jumlah training Jumlah  peserta | Spesifikasi training
(Berapa kali) yang ikut dari
PDAM
2015 8 36 1. Transmisi dan
distribusi
2. Peningkatan
SDM
3. Produksi
4. Ratifikasi sarana
& prasarana air
5. System akutansi
terpadu
6. Peningkatan
manajemen
SDM
7. Produktifitas
karyawan
8. Distribusi  dan
pengembangan
2016 8 69 1. Perencanaan
teknik
2. Pelatihan
prajabatan
3. Pelatihan
efisiensi energy
4. Pelatihan
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produksi air
bersih

Pelatihan
penggunaan
bahan kimia
Pelatihan
manajemen
Diklat
perpajakan

2017

19

80

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Transmisi  dan
distribusi
Peningkatan
SDM

Bengkel meter
Keuangan&
DAPENMAPA
MSI

Adminitrasi dan
Personalia
Genset dan
pemompaan
Kualitas air
Pelatihan
lokalkarya
Bimbingan
teknologi
System akutansi
Ratifikasi sarana
& prasarana air
Produktivitas
karyawan
Peningkatan
manajemen
SDM

Distribusi  dan
Pengembangan
Pelatihan
pelayanan prima
Pelatihan
komunikasi pada
organisasi
Pelatihan
teamwork
Pelatihan sytem
akutansi
Pelatihan
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2018

14

93

L

10.
11.

12.

188

14.

Pelatihan
barang&Jasa
Diklat NRW
Diklat HPS
Pelatihan
Peningkatan
kualitas

Ahli Pengadaan
nasional

Kabag,
administrasi&
keuangan
Pelatihan
penggunaan
bahan kimia
Pelatihan
efisiensi energy
Pelatihan
jabatan
fungsional
Bengkel meter
Diklat
perpajakan
Genset dan
pemompaan
Ratifikasi sarana
dan prasarana
Distribusi  dan
pengembangan
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Lampiran 9 Perhitungan Balance Scorecard

Lampiran 4.2.1 Perspektif Keuangan

b)

d)

b)

d)

Return On Investment (ROI)

Laba Bersih

RO] =————
g Total Aktiva

X 100%

1.230.905.454,42
51.453.770.826,53

=2,40%

Tahun 2015, ROI = X 100%

1.565.505.898,15
50.960.839.502,68

=3,10%

1.319.360.572,50
49.661.324.482,18

=2,65%

1.582.812.638,62
55,863.218,040,79

=2,83%

Tahun 2016, ROI = X100%

Tahun 2017, ROI = X100%

Tahun 2018, ROI = X100%

Profit Margin On Sales (PMoS)

Laba Bersih
PMoS = —— X 100%
Penjualan
'1.230.905.454,42

Tahun 2015, PMoS =
23.894.276.495

X100%

=5,15%

1.565.505.898,15
26.012.033,848

Tahun 2016, PMoS= X100%

=6,01%

1.319.360.572,50
28.889.204.329

=4,56%

Tahun 2017, PMoS = X100%

1.582.812.638,62
32.264.505.609,00

=4,08%

Tahun 2018PMoS = X100%
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Growt Rate In Sales (GRIS)

Penjualan t—Penjualan t—1

= 0,
GRIS Penjualant—1 X 100%
a) Tahun 2015, GRIS = 23.894—.276.4-95—22.753.852.862Xloo%
22.753.852.862
=5,01%

b) Tahun 2016,GR|S: 26.012.033.84-8—23.894.276.495X 100%
23.894.276.495

= 8,86%

28.889.204.329-26.012.033,848
26.012.033,848

c) Tahun 2017, GRIS = X100%

=11,06%

d) Tahun 2018, GRIS = 32.264-.505.609—28.889.204—.329X 100%

28.889.204.329

=11,70%

Lampiran 4.2.2 Perspektif Pelanggan
Customer Retention

e Jumlah Pelanggan Lama
g Total Order

X 100%

32.173
9.075.053

a) Tahun 2015, CR = X 100%

=0,35%

33.115
9.583.900

=0,34%

34.357
9.596.621

b) Tahun 2016, CR =

X100%

c) Tahun 2017, CR = X100%

=0,36%

36.458
9.574.443

d) Tahun 2018, CR = X 100%

=0,38%

Number Of New Customer

Jumlah Pelanggan Baru

NONC= X 100%

Total Jumlah Pelanggan Lama

1.435
32.173

a) Tahun 2015, NONC = X100%

=4,46%

o AN
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=3,95%

c) Tahun 2017, NONC = —~2Z x 100%
34.457

=4,17%

d) Tahun 2018, NONC = =222 X100%
36.458

=6,92%

On Time Delivery
Pengiriman Tepat Waktu X 100%

On Time Dellvery_ Total Distribusi

a) Tahun 2015, OTD = 2222 ¥100%
9.075.053

=77,38%

b) Tahun 2016, 0TD = 222>%75 x100%
9.583.900

=75,03%

c) Tahun 2017, OTD = 2222 x1009
9.596.621

=76,60%

d) Tahun 2018,0TD = 22222 ¥ 1009
9.574.443

=77,02%

Number Of Complain

Jumlah Complain
NOC= X 1009
O Total Produksi 00%

a) Tahun 2015, NOC = ——— X100%
9.260.136

= 0,0080%

b) Tahun 2016, NOC = —al— X100%
9.769.187

=0,0086%

¢) Tahun 2017,NOC = —=—X100%
9.776.110

= 0,0084%

d) Tahun 2018, NOC = —>2_x100%
9.751.798

=0,0163%
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Lampiran 4.2.3 Perspektif Proses Bisnis Internal

Cyle Time
Cyle Time= teke engsten o0
a) Tahun 2015, CT = 051’:”“)(100%
=1,67%
b) Tahun 2016, CT = ‘;(fl“;e””mm%
=1,67%
¢) Tahun 2017, CT = 2222 X100%
=1,67%
d) Tahun 2018, CT = "jl’:”emtmm%
=1,67%

Yield Rate

Actual Capacity

Yield Rate = : — X 100%
Maximum Capacity

9.075.053
9.260.136

= 98,00%

a) Tahun 2015,YR= X100%

9.583.900
9.769.187

=98,10%

b) Tahun 2016, YR= 2222990 x1009

9.596.621

¢) Tahun 2017, YR=
76.110

—X100%

=98,16%

9.574.443

d) Tahun 2018, YR=
9.751.798

——X100%

=98,18%
Idle Capacity

Actual Capacity

Idle C ity = X 1009
¢ Lapacity Maximum Capacity o

185,083
9.260.136

=1,99%

a) Tahun 2015, IC = ————X100%
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=1,89%

c) Tahun 2017, IC = —222%2 x100%

9.776.110
=1,83%

177,355
9.751.798

=1,81%

d) Tahun 2018, IC =

X100%

Lampiran 4.2.4 Perspektif Belajar dan Berkembang
Employee Productivity

EP= Total Produksi X 100%

" Total Tenaga Kerja x Total Jam Kerja

9.260.136

a) Tahun 2015EP=———X100%

138 X 2.336
=2,88%

b) Tahun 2016, EP= ——2>2%7_ ¥100%

134 X 2.608
=2,80%

c) Tahun 2017, EP= 222119 ¥100%
129 X 2.376

= 3,20%

9.751.798

d) Tahun 2018, EP= ——————X100%
143 X 2.504

=2,73%

Employee Turn Over

_ Jumlah Pekerja Yang Keluar Dalam Setahun

ETO X 100%

Total Pekerja
a) Tahun 2015, ETO = —-X100%
= 4,34%
b) Tahun 2016, ETO = —X100%
= 2,98%
¢) Tahun 2017, ETO = —X100%
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Tahun 2018, ETO = %XmO%
= 6,99%

Absenteeism (ketidakhadiran)

Ab . Jumlah Ketidak Hadiran Per PeriodeX 100%
. Q Jumlah Hari Kerja Per Periode 0

b)

d)

b)

d)

Tahun 2015,Absensi= — X100%
=7,53%

Tahun 2016, Absensi= - X100%
=5,82%

Tahun 2017, Absensi= == X100%
= 5,05%

Tahun 2018, Absensi= ~= X100%
= 4,16%

Employee Training

oy Jumlah Pekerja Yang Ikut Pelatihan

Tahun 2015,ET= =~ X100%
= 26,08%
Tahun 2016, ET= - X100%
= 51,49%
Tahun 2017, ET= >~ X100%
= 62,01%
Tahun 2018, ET= == X100%
=65,03%

Total Pekerja
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Company Profile &

Perda No. 4 Tahun 1975 Juncto Perda No. 27 Tahun 1992 tentang pendirian PDAM

i

_ KABUPATEN JEMBER

':'T PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
(({@=. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

\/\ j *\' N N JI. Trunojoyo No. 73 Jember, Kode Pos 68137

. ’ J \ Telp. (0331) 483509, 485421 Fax. 425462

e-mail : admin@pdam-jember.com
©opyright 2015
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KABUPATEN JEMBER

Kabupaten Jember adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia
yang beribukota di Jember. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten
Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di
timur, Samudra Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di barat.
Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan.

Jember dahulu merupakan kota administratif, namun sejak tahun 2001
istilah kota administratif dihapus, sehingga Kota Administratif Jember
kembali menjadi bagian dari Kabupaten Jember. Jember merupakan pusat
regional di kawasan timur tapal kuda. Hari jadi Kabupaten Jember
diperingati setiap tanggal 1 Januari.

Gwizdazn Profile Company PDAM Jember
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Letak Geografis

Jember memiliki luas 3.293,34 Km? dengan ketinggian antara 0 — 3.330
mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara
23°C — 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran
rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong. Pada kawasan ini
terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah
administratif kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan
Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan
Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro(3.088 m). Bagian timur
merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki
beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari
Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari
Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang
bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat.

Swidaz Profile Company PDAM Jember
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SEJARAH SINGKAT & PERKEMBANGAN
PDAM JEMBER

Nama Kantor : Perusahaan Daerah Air Minum

Alamat : JIn. Trunojoyo No. 73

Alamat Email : admin@pdam-jember.com

Telepon : 0331-483509, 0331-482700, FAX. 0331-425462
Kelurahan : Kepatihan

Kecamatan : Kaliwates

Kabupaten : Jember

Provinsi : Jawa Timur

Visi : Mandiri dan Berkembang Sehat

Perusahaan Daerah Air Minum pada mulanya dibangun oleh Pemerintah
Belanda cqg. Provencial Oost Java yang berkedudukan di kota Surabaya
pada tahun 1930 dan diberi nama Provencial Water Leding Bedrijf. Sedang
status Perusahaan ini diatur berdasarkan ketentuan status Gemente atau
Regentscap yang merupakan cabang Pekerjaan tidak mengutamakan
mencari keuntungan melainkan untuk fungsi sosial dalam melayani
masyarakat.

Pada tahun 1939 oleh Provencial Oost Java Perusahaan dijual kepada
Regentscap te Djember, maka sejak tahun 1940 Perusahaan dieksploitasi
dan Regentscap te Djember diganti nama menjadi Regentscap Water
Leading Bedrijf te Djember.

Pada masa pendudukan tentara Jepang sarana sarana produksi yang telah
ada sejak masa penjajahan Belanda tidak mengalami perubahan, sedang

Gwizdazn Profile Company PDAM Jember
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pengelolaan perusahaan dengan sendirinya adalah mereka yang ditunjuk
oleh pemerintah Jepang.

Terhitung sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Jember
diperintah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember ( sebagai daerah
otonomi ) maka dibentuklah Perusahaan Saluran Air Minum (PSAM) yang
pengurusannya didelegasikan kepada Pekerjaan Umum Kabupaten (PUK).

Berdasarkan perkembangan yang ada dan berdasarkan Surat Keputusan
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Jember ( Dh. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Kabupaten Jember ) nomor Sek/III/38/19772 tanggal 1 Oktober
1972 perihal Pembentukan Sub Direktorat Pendapatan Daerah Kabupaten
Jember dimana antara lain dinyatakan bahwa Perusahaan Daerah Air
Minum termasuk salah satu bagian yang bernaung dibawahnya, dengan
demikian maka Perusahaan Saluran Air Minum tidak lagi bernaung dibawah
Dinas Pekerjaan Umum Daerah ( yang dululunya PUK ) dari sinilah menjadi
Seksi Air Minum Daerah Kabupaten Jember.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jember merupakan
Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten Jember yang didirikan
berdasarkan Peraturan Daerah nomor 27 tahun 1992 tentang perubahan
Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jember nomor 4 tahun
1975 tertanggal 26 Maret 1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air
Minum.

Pendirian PDAM Kabupaten Jember diindangkan dalam lembaran Daerah
Kabupaten Jember tahun 1975 seri C pada tanggal 20 Agustus 1975. PDAM
Kabupaten Jember merupakan peleburan dari Seksi Air Minum Sub
Direktorat Pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Jember.
Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten
jember sebagaimana dituangkan dalam pasal 5 Perda No 4 tahun 1975
adalah sebagai berikut :

1. Menambah Penghasilan Daerah.

2. Pembangunan Daerah dalam arti luas.

3. Pembangunan Ekonomi Nasional umumnya dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memenuhi kebutuhan
ketenagakerjaan dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan
makmur.
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Kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan untuk Perusahaan senilai
Rp. 454.632.950,- sebagian berupa sarana produksi dan Distribusi
merupakan peninggalan koloni yang digunakan untuk melayani pelanggan
yang berjumlah 1.883 sambungan. Sebagai kelanjutan daripada Perda
Pendirian dilakukan pemisahan kekayaan Perusahaan dari kekayaan
Pemerintah Daerah Tingkat II Jember yang dikukuhkan dengan SK Bupati
nomor : 301 tahun 1980.

Karena didorong oleh perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap air
bersih dan pertimbangan bahwa sumber air yang ada kuranga memadahi
maka untuk memenuhi kebutuhan dimaksud dan untuk pengembangan
PDAM, melalui Pemerintah Daerah Tingkat II Jember mengusahakan
bantuan dana pinjaman dari International Bank for Recontructional and
Development (IBRD) pada tahun 1981, disamping itu juga didapat bantuan
dana Pinjaman dalam Negeri (PDN) dan penyertaan Modal Pemerintah
(PMP).

Seluruh Pinjaman jangka panjang telah dilunasi pada tahun 2011.
Disamping tujuan sesuai Perda tersebut diatas PDAM mempunyai 2 (dua)
fungsi yaitu :

. FUNGSI SOSIAL, Merupakan kewajiban untuk memberikan
pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memperhatikan
strata sosialnya.

. FUNGSI EKONOMI, Usaha pengelolaan secara bisnis yang
merupakan kewajiban suatu tuntutan dalam pengelolaannya agar
menganut prinsip-prinsip ekonomi yakni mendapatkan keuntungan
(Profit oriented) guna menunjang kelangsungan hidup dan pelayanan
serta perluasan area pelayanan.

Perkembangan PDAM

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja atas Perusahaan Daerah Air
Minum (PDAM) Kabupaten Jember tahun buku 2010 adalah Sbb :

Bidang Kinerija :

Kinerja PDAM yang dinilai berdasakan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 47 tahun 1999 tanggal 31 Mei 1999 tentang Pedoman Penilaian
Kinaerja Perusahaan Daerah Air Minum, mendapatkan nilai 60,88
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(tergolong baik) dibandingkan tahun lalu terdapat kenaikanKinerja yang
disebabkan oleh perbaikan posisi keuangan setelah adanya strukturisasi
hutang kepada Pemerintah dan dari aspek operasional karena keberhasilan
penurunan tingkat kehilangan air.

Tingkat Kesehatan :

Tingkat kesehatan PDAM vyang dinilai berdasarkan Indikator BPPSPAM
mendapatkan nilai 2,99 dan tergolong Sehat.

Cakupan Pelayanan :

Jumlah penduduk yang terlayani oleh PDAM Kabupaten Jember sebanyak
253.527 jiwa atau 11,63% dari jumlah Penduduk sebanyak 2.179.829 jiwa,
sedangkan Cakupan pelayanan PDAM sebnyak 40,21% dari jumlah
penduduk diwilayah pelayanan PDAM sebanyak 630.634 jiwa.

Utang PDAM Kepada Pemerintah Pusat:

Sesuai Surat Menteri Keuangan No. S-525/MK.05/2010 tanggal 27 Oktober
2010 yang member persetujuam retrukturisasi pinjaman PDAM Kabupaten
Jember No. RDA.P5-148/DP3/1993 tanggal 15 Oktober 1993 dan
SLA\12/037/IBRD/PP (eks BI) tanggal 16 Februari 1980 disetujui untuk
dihapuskan secara bersyarat hutang non pokok sebersar Rp.
7.895.043.220,04 dan dilakukan addendum terhadap tunggakan pokok
yang pembayarannya dijadwalkan kembali selama 3 tahun mulai Februari
2009 s.d Agustus 2011.

Swidaz Profile Company PDAM Jember
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VI1sI, MISI PDAM JEMBER

VISI : MANDIRI dan BERKEMBANG SEHAT

. MANDIRI, Dalam menjalankan usaha jasa penyediaan Air
Bersih kepada masyarakat, PDAM memiliki kewenangan yang tidak
tergantung pihak lain dan tumbuh dengan kemampuan dan sumber daya
yang dimiliki.

. BERKEMBANG SEHAT , Dari waktu kewaktu PDAM Jember dapat
tumbuh dan berkembang secara sehat dengan berpedoman pada prinsip
pengelolaan Perusahaan secara Sehat.

Bermodal kemandirian, PDAM Jember secara bertahap akan mampu
menjadi Perusahaan yang sehat, mampu memenuhi kebutuhan dan
tuntutan masyarakat dalam penyediaan dan pelayanan air minum.
Menggunakan cara sehat dalam pengelolaan Perusahaan, melakukan
perbaikan terus menerus dan berkelanjutan sejalan dengan perkembangan
lingkungan dan teknologi.

Dengan pencapaian Visi diusahakan mampu mewujudkan :

. Pelayanan yang memuaskan pelanggan PDAM khususnya dan
masyarkat pada umumnya.

. Meningkatkan kesejahteraan masyarkat,

. Ketenangan kerja dan kesejahteraan karyawan dengan produktivitas
kerja tinggi dan didukung profesionalisme,

. Memberikan tambahan pendapatan kepada Pemerintah Daerah.
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MISI:

1. Menyediakan Air Bersih yang memenuhi Standart Kesehatan bagi
masyarakat secara kontinyu dan Kesinambungan;

Mewujudkan Profesionalisme dalam pelayanan;

Menjamin kelangsungan pelayanan berdasarkan prinsip perusahaan.
4. Meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Karyawan.

W™

NILAI:

1. Kerja keras.
2. Kepercayaan.
3. Keberhasilan.

FILOSOFI :

Kerja harus mempunyai makna dan bermanfaat bagi lingkungan serta
Keluarga dengan Budaya Perusahaan "KARISMA" ( Kerjasama, Rasional
dan Ramah ).

MOTTO : "MAKE THE CUSTOMER SMILE"
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STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi dan tata kerja PDAM Kabupaten Jember dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember No. 27 tahun 1997 tanggal 16
Mei 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, yaitu Organisasi terdiri
atas ; Dewan Pengawas, Direksi, Kepala Bagian, Satuan Pengawas Intern
(SPI dan Cabang cabang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT Il JEMBER
TANGGAL : 16 MEI 1897

STRUKTUR ORGANISAS! T M i
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BUPATI JEMBER
DEWAN PENGAWAS
PDAM JEMBER
| DIREKTUR UTAMA
SPI
I | 1
DIREKTUR DIREKTUR
BIDANG UMUM BIDANG TEKNIS
A1 1l
1 1 1 1 1 1
PEMERIKSAN/ BAGIAN BAGIAN BAGIAN
L PENGAWASAN BAGIAN ADMUMUM DAN m:égmm ngg{ﬁ:‘s' TRANSMISIDAN | |PERENC. & PEMELIHARAAN
KEUANGAN KEUANGAN PERSONALIA DISTRIBUSI TEKNIK
] S| = = 2= = |
PEMERIKSAN! —
4 PENGAWASAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIN
PERSONALIA | b= 5”5:::‘““ i 5“%:33“‘“ L PELAYANAN | PENGOLAHAN DAN | }4 TRANSMISIDAN | LipeRenc. & PEMELIHARAAN
LANGGANAN OPERASIONAL DISTRIBUSI TEKNIK
PEMERIKSAN!
1 et |l sussacan || susBacian oAt Ll sussacian ||| sussacan ||| sussacian
PENAGIHAN PERSONALIA Ty KUALITAS AIR METER SEGEL PENGAWASAN
susBaiaN ||l  suBBAGiAN || susBAGIAN
M PEMBUKUAN PENGADAAN PEMELIHARAAN
|| suBAGIAN
REKENING/PDE | 1 1 1
CABANG CABANG CABANG CABANG
RAMANG PUGER SARIBU TANGGUL
—  T—
b SUB SEKSI SUBSEKSI
UMUM UMUM
L SUB SEKS SUB SEKSI
TEKNIK TEKNIK

Ditetapkan di : Jember
ggal : 16 Mei 1997
Bapati Kpgala Daerah Tingkat Il Jember

G
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1962
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa perlu diusahakan terlaksananya program umum
Pemerintah dibidang ekonomi sebagaimana digariskan dalam
Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959
yang selanjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.
I/IMPRS/1960 dan No. [I/MPRS/1960 mengenai keharusan
diadakannya reorganisasi dalam alat-alat produksi dan distribusi
yang ditujukan kearah pelaksanaan pasal 33 Undang-undang
Dasar;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian isi otonomi yang rill
dan luas kepada Daerah perlu ditetapkan dasar-dasar untuk
mendirikan perusahaan Daerah Swatantra;

c. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu diusahakan
adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta
bentuk hukum dari perusahaan Daerah Swatantra dalam rangka
struktur ekonomi terpimpin, satu dan lain dengan memperhatikan
Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 dan No. 45 Prp tahun
1960 ;

d. bahwa perlu soal tersebut diatas diatur dengan suatu Undang-
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Mendengar

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

2. Ketetapan Magelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No
I/MPRS/1960 dan No. 11/MPRS/1960;

3. Undang-undang No. 1 tahun 1957 jis Penetapan-penetapan No. 6
tahun 1959 (disempurnakan), No. 5 tahun 1960 (disempurnakan),
No. 2 tahun 1961 dan No. 1 tahun 1962;

4. Undang-undang No. 32 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun
1956 No. 77);

5. Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun
1958 No. 139) jo. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1959
(Lembaran-Negara tahun 1959 No. 138);

Musyawarah Kabinet Kerja padatanggal 11 Oktober 1961;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong:

M enetapkan

Memutuskan :

Undang-undang tentang Perusahaan Daerah.

BAB |

UMUM.

Pasal 1.
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PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), No. 2 tahun 1961 dan No. 1
tahun 1962;

b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Daerah seperti yang dimaksud
dalam Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan
No. 1 tahun 1962;

c. Kepaa Daerah, ialah Kepala Daerah Swatantra termaksud pada sub
a

d. Instans atasan, ialah:

1. Presiden bagi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya;

2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Daerah tingkat
l;

3. Kepala Daerah tingkat | bagi daerah tingkat I1.

Pasal 2.
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah
ialah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini
yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan
kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan

atau berdasarkan Undang-undang.

Pasal 3.
Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya, maka terhadap badan hukum yang
dimaksudkan dalam Undang-undang ini berlaku segala macam hukum

Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia.
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Perusahaan Daerah termaksud pada ayat (1) adalah badan hukum
yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan
berlakunya Peraturan Daerah tersebut.
Peraturan Daerah termaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah
mendapat pengesahan instans atasan.

BAB Il
SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 5.
Perusahaan Daerah adal ah suatu kesatuan produksi yang bersifat :
a. memberi jasa.
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum,
c. memupuk pendapatan.
Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan
pembangunan Daerah khususnya dan pembangunan ekonomi
nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk
memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi
dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju
masyarakat yang adil dan makmur.
Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan
urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur
pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang
menguasal hgjat hidup orang banyak di Daerah yang bersangkutan

—
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Pasal 6.
Dalam melaksanakan tujuannya termaksud dalam pasal 5 ayat (2)
Perusashaan Daerah bekerja sama dengan Perusahaan Negara,
koperasi dan swasta.
Dalam ha lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya
dengan lapangan usaha koperasi kepada koperas diberikan

pengutamaan.

BAB Il
MODAL

Pasal 7.

Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk seluruhnya atau untuk

sebagian dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.

a. Moda Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari
kekayaan satu Daerah yang dipisahkan tidak terdiri atas saham-
saham.

b. Apabila modal Perusahaan Daerah termaksud sub a diatas terdiri
atas kekayaan beberagpa Daerah yang dipisahkan modal
perusahaan itu terdiri atas saham-saham.

Modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan

Daerah yang dipisahkan terdiri atas ssham-saham.

Semua aat liquide dissmpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk- petunjuk Menteri

Keuangan.
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BAB IV
SAHAM-SAHAM

Pasal 8.

(1) Saham-saham Perusahaan Daerah terdiri atas saham-saham prioritet

(2)
3)

(4)

()

1)
(2)

3)

(4)

dan saham-saham biasa.

Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daerah.
Saham-saham biasa dapat dimiliki oleh Daerah, warga negara
Indonesia dan/atau badan hukum yang didirikan berdasarkan
Undang-undang Indonesia dan yang pesertanya terdiri dari warga
negara Indonesia.

Besarnya jumlah nominal dari saham-saham prioritet dan saham-
saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian Perusahaan
Daerah.

Pembayaran saham-saham dengan "goodwill" tidak diperbolehkan.

Pasal 9.
Saham-saham dikeluarkan "atas nama".
Saham-saham dapat dipindah-tangankan dengan ketentuan, bahwa
saham-saham prioritet hanya dapat dipindah-tangankan kepada
Daerah.
Hak, wewenang dan kekuasaan pemegang saham/saham prioritet
dilakukan oleh Kepala Daerah yang bersangkutan.
K etentuan-ketentuan

mengenai-pendaftaran penggantian,

pemindahan, administrasi dan lain-lain yang berhubungan dengan

p—
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Pasal 10.

Setiap saham berhak atas satu suara.

D)

BAB V
PENGUASAAN DAN CARA MENGURUS.

Pasal 11.
Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direks yang jumlah anggota

dan susunannya ditetapkan dalam peraturan pendiriannya.

(2) Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia yang diangkat dan

3

1)

diperhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Daerah yang mendirikan

Perusahaan Daerah:

a. bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya terdiri
dari kekayaan Daerah yang dipisahkan;

b. bagi Perusahaan Daerah yang modalnya untuk sebagian terdiri
dari kekayaan Daerah yang dipisashkan atas usul pemegang
saham/saham prioritet.

Pengangkatan termaksud pada ayat (2) dilakukan untuk waktu

selama-lamanya 4 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang

bersangkutan dapat diangkat kembali.

Pasal 12.
Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia, atau dapat
diberhentikan oleh Kepala Daerah yang mengangkatnya,

karena :
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c. tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;

d. tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan
Daerah maupun kepentingan Negara.

Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf

d, dilakukan setelah permufakatan antara pemegang saham/saham

prioritet dan jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum

pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

Sebelum pemberhentian karna alasan tersebut pada ayat (1) huruf c

dan huruf d dilakukan anggota Direksi yang bersangkutan diberi

kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam

waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan

diberitahukan tentang niat akan memperhentikan itu oleh Kepala

Daerah termaksud pada ayat (1).

Selama persoalan tersebut pada ayat (3) belum diputus, maka Kepala

Daerah termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat memperhentikan

untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan

belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direks

berdasarkan ayat (2), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal

dan anggota Direks yang bersangkutan dapat segera menjalankan

jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian

tersebut diperlukan keputusan pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan

kepada yang bersangkutan.
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Pasal 13.
Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai
dergjat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping
termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan
perusahaan diizinkan oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham
prioritet.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan Yang
terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan
izin Kepal a Daerah/pemegang saham/saham prioritet.
Anggota Direks tidak boleh mempunya kepentingan pribadi
langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan lain
yang berusaha dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.
Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan
izin Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet.

Pasal 14.
Direksi mewakili Perusahaan Daerah didalam dan diluar pengadilan.
Direks dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat
(1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu
atau kepada seorang/beberapa orang pengawas Perusahaan Daerah
tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada

orang/badan lain.

Pasal 15.
Direkss menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan
Daerah.
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Pasal 16.

Ketentuan mengenal pembatasan kekuasaan Direks diatur dalam

peraturan pendirian Perusahaan Daerah.

Pasal 17.

Ditiap Perusahaan Daerah dibentuk Dewan Perusahaan Daerah yang
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

D)

(2)

3)

(4)

BAB VI
RAPAT PEMEGANG SAHAM.

Pasal 18.
Tata-tertib rapat pemegang saham/saham prioritet dan rapat umum
pemegang saham (prioritet dan biasa) diatur dalam peraturan
pendirian Perusahaan Daerah.
Keputusan dalam rapat pemegang saham/saham prioriteit dan rapat
umum pemegang saham (prioritet dan biasa) diambil dengan kata
mufakat.
Jika kata mufakat termaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka
pendapat-pendapat  yang dikemukakan dalam  musyawarah
disampaikan kepada Kepala Daerah dari Daerah yang mendirikan
Perusahaan Daerah.
Kepala Daerah termaksud pada ayat (3) mengambil keputusan
dengan memperhatikan pendapat-pendapat termaksud.
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BAB VII.
PENGAWASAN.

Pasal 19.

Direks berada di bawah pengawasan Kepala Daerah/pemegang
saham/saham prioritet atau badan yang ditunjuknya.

D)

(2)

3)

BAB VIII.
TANGGUNG-JAWAB DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI PEGAWAI.

Pasal 20.

Semua pegawal Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam
kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan
uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang
karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban
dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau
tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah,
diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawal
Daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.
Semua pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas
penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat
berharga milik Perusahaan Daerah dan barang-barang persediaan
milik Perusahaan Daerah yang dissmpan di dalam gudang atau tempat
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Pegawal termaksud pada ayat (3) tidak perlu mengirimkan
pertanggungan-jawab mengenai cara mengurusnya kepada badan
dimaksudkan pada ayat (3).

Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan
yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan Daerah.

Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang
termaksud bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan Daerah
dismpan di tempat masing-masing Perusahaan Daerah atau di tempat
lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham
prioritet, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke badan
dimaksudkan pada ayat (3) dalam ha dianggapnya perlu untuk
kepentingan sesuatu pemeriksaan.

Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan
kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya
termaksud pada ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke
Jawatan Akuntan Negara.

Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpangan dari
ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi
pegawai Daerah dan pegawa termaksud pada ayat (3) yang
disesuaikan dengan struktur organisas Perusshaan Daerah itu
sendiri.Peraturan Daerah termaksud berlaku setelah mendapat

pengesahan instansi atasan.

BAB IX.
TAHUN BUKU.
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BAB X.
ANGGARAN PERUSAHAAN.

Pasal 22.

(1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai
berlaku, maka oleh Direks dikirimkan anggaran Perusahaan untuk
dimintakan persetujuan dari Kepala Daerah/pemegang saham/saham
prioritet setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.

(2) Kecuai apabila Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet
mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam
anggaran Perusahaan itu sebelum menginjak tahun buku baru, maka
anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

(3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam
tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih
dahulu dari Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet setelah

mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.

BAB Xl
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA
DAN KEGIATAN PERUSAHAAN

Pasal 23.
Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan

— s 2 s e N p—
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BAB Xl
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN.

Pasal 24.
Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan
terdiri dari neraca dan perhitungan labarugi kepada Kepala
Daerah/pemegang saham/saham prioritet menurut cara dan waktu
yang ditentukan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah.
Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
Jka dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan pendirian
Perusshaan  Daerah  perhitungan  tahunan oleh  Kepala
Daerah/pemegang saham/saham perioritet tidak digukan keberatan
tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan
Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala
Daerah/pemegang saham/saham prioritet; pengesahan termaksud
memberi kebebasan kepada Direks terhadap segala sesuatu yang
termuat dalam perhitungan tahunan tersebui.

BAB XIII.

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA

1)
(2)

PEMBERIAN JASA PRODUKSI.

Pasal 25.
Cadangan diam dan/atau rahasia tidak boleh diadakan.
Penggunaan laba bersih, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan
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b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25%;

c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi,

sumbangan dana pensiun dan sokongan, yang besarnya
masing-masing ditentukan dalam peraturan pendirian
masing-masing Perusahaan Daerah berjumlah 45%.
Dalan hal modal sesuatu Perusahaan Daerah untuk
seluruhnya terdiri dari kekayaan beberapa Daerah yang
dipisahkan, bagian laba bersih termaksud sub a dan b di atas
dibagi menurut perbandingan nilai nominal dari saham-
saham.

B. Perusashaan Daerah modalnya untuk sebagian terdiri dari
kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah dikeluarkan zakat yang
dipandang perlu:

a. untuk dana pembangunan Daerah 8%, dan untuk Anggaran
Belanja Daerah 7%;

b. untuk pemegang saham 40% dibagi menurut perbandingan
nilai nominal dari saham-saham,;

c. untuk cadangan umum, sosial dan pendidikan, jasa produksi,
sumbangan dana pensiun dan sokongan, yang besarnya
masing-masing ditentukan dalam peraturan pendirian
masing-masing Perusahaan Daerah berjumlah 45%.

(3) Labayang diperoleh Daerah baik dari saham prioritet maupun saham
biasa dapat dipergunakan untuk keperluan routine dan/atau keperluan

pembangunan Daerah.

7 avn —
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Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan
tujuan termaksud pada ayat (2) ditentukan oleh kepala
Daerah/pemegang saham/saham prioritet.

Diperusahaan Daerah yang tidak menghasilkan laba seperti tersebut
diatas disebabkan karena pertimbangan dan kebijaksanaan
Pemerintah Daerah dapat juga diberi jasa produks yang ditentukan
oleh Pemerintah Daerah.

Dengan Peraturan Daerah oleh Daerah Atasan dapat diserahkan laba
bersih untuk dana pembangunan Daerah termaksud pada ayat (2) dan
(3) kepada Daerah bawahannya untuk pembangunan Daerah.

BAB X1V
KEPEGAWAIAN

Pasal 26.

K edudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan lain
dari Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan
Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instans
atasan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan
gaji Daerah yang berlaku.

Direkss mengangkat dan memperhentikan pegawai/pekerja
Perusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian yang disetujui
oleh Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet berdasarkan
peraturan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksudkan pada

ayat (1).
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KONTROLE.

Pasal 27.

Dengan tidak mengurangi hak instans atasan dan badan yang
menurut  peraturan perundangan yang berlaku berwenang
mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu
mengenai pekerjaan mengurus rumah-tangga Daerah oleh Kepala
Daerah/pemegang saham/saham prioritet ditunjuk badan yang
mempunyai tugas dan kewajiban melakukan kontrole atas pekerjaan
menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta pertanggungan-
jawabannya.

Hasil kontrole disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Jawatan Akuntan Negara berwenang melakukan kontrole atas
pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan Daerah serta

pertanggungan-jawabnya.

BAB XVI.

PENY ERAHAN KEPADA DAERAH DAN PEMINDAHAN

1)

KE TANGAN PERKUMPULAN KOPERAS!.

Pasal 28.

Pemerintah Daerah tingkat atasan dengan semufakat pemegang
saham dapat menyerahkan Perusahaan Daerah kepada Daerah tingkat

bawahannva.
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memindahkan Perusahaan Daerah tertentu ke tangan perkumpulan
koperasi di daerahnya.

Penyerahan dan pemindahan Perusahaan Daerah termaksud pada ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan Peraturan Daerah yang
berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan.

Pemerintah Daerah dapat mengikut sertakan perkumpulan koperas
dan atau perusahaan swasta di daerahnya dalam pembinaan dan

penyelenggaraan Perusahaan Daerah tertentu.

BAB XVII.
PEMBUBARAN.

Pasal 29.

Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya
ditetapkan dengan Peraturan Daerah dari Daerah yang mendirikan
Perusahaan Daerah dan yang berlaku setelah mendapat pengesahan
Instansi atasan.

Semua kekayaan Perusshaan Daerah setelah diadakan likwidasi
dibagi menurut perimbangan nilai nominal saham-saham.
Pertanggungan-jawab likwidas oleh likwidasi dilakukan kepada
Pemerintah Daerah yang mendirikan Perusahaan Daerah dan yang
memberikan pembebasan tanggung-jawab tentang pekerjaan yang
telah diselesaikannya.

Dalam hal likwidasi, Daerah termaksud pada ayat (1) bertanggung-

iawab atas keruadian vana diderita oleh nihak ketioa anabila keruaian
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PERALIHAN.

Pasal 30.

Selama pendirian Perusahaan Daerah termaksud dalam Undang-undang
ini belum dilaksanakan, maka semua Perusahaan yang telah ada dan yang
modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan Daerah,
dan yang telah tidak merupakan beban Anggaran Belanja Daerah, tetap
melakukan tugas dan kewagjibannya dengan kedudukan dan bentuk hukum
yang dimilikinya secara sah, dengan ketentuan bahwa dalam waktu
selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Undang-undang ini,
perusahaan-perusahaan termaksud harus didirikan berdasarkan Undang-

undang ini, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-

BAB XIX.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 31.

Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Perusahaan Daerah”.

Pasal 32.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
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pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 14 Pebruari 1962.
Presiden Republik Indonesia,
ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta,
padatanggal 14 Pebruari 1962,
Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 10
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1962
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH.

Penjelasan Umum.

1. Daam rangka pelaksanaan program umum Pemerintah dibidang ekonomi
sebagaimana digariskan dalam Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17
Agustus 1959 yang selanjutnya telah diperkuat dengan Ketetapan Magelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara No. I/MPRS/1960, maka dalam usaha
mengadakan synkhronisasi dari pada segala kegiatan ekonomi perlu ditinjau dan
ditelaah kembali status dan organisasi dari Perusahaan Daerah dewasaini.
Dalam rangka pemberian isi otonomi yang riil dan luas kepada Daerah-daerah
dengan mengingat kemampuan Daerah masing-masing perlu ditetapkan dasar-
dasar untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Hasil Perusahaan Daerah adalah
salah satu dari pada pendapatan pokok dari Daerah.

Perusahaan yang didirikan oleh Daerah dewasa ini pada umumnya merupakan
perusahaan yang tidak mengutamakan mencari keuntungan semata-mata
melainkan khususnya ditujukan kepada terwujudnya fungsi sosialnya dari pada
perusahaan itu terhadap penduduk daerah.

Sebagaimana dimaklumi, maka prinsip desentralisas dalam Pemerintahan
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar menghendaki
agar daerah swatantra yang dibentuk itu dapat mengatur dan mengurus rumah-
tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Untuk dapat melaksanakan maksud tersebut, maka diperlukan adanya sumber-
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yang khusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan daerah disamping
tujuan utama untuk mempertinggi produksi.

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah-
tangganya menurut peraturan perundangan yang mengatur pokok-pokok
Pemerintahan Daerah.

Titik berat dari semua kegiatan Perusahaan Daerah harus ditujukan kearah
pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya
dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan
mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam
perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur. Cabang produksi yang
penting dan yang vital bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak didaerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah dengan
modal yang untuk seluruhnya adalah modal Daerah yang bersangkutan. Oleh
karena itu, maka sebagian dari laba yang diperoleh Perusahaan Daerah harus
disediakan bagi dana pembangunan daerah yang bersangkutan. Guna
kepentingan pembangunan daerah, maka segala funds and forces dari
masyarakat perlu dimobilisir, dan berhubung dengan itu, Koperasi, swasta harus
pula digak ikut serta dengan aktip dalam pendirian Perusahaan Daerah dan
daam ha lapangan usaha Perusahaan Daerah ada hubungannya dengan
lapangan usaha Koperasi, maka Koperasi termaksud mendapat perlakuan yang
khusus sesuai dengan kepentingannya. Perlu kiranya dikemukakan disini, bahwa
dalam menyusun Undang-undang Perusahaan Daerah ini diperhatikan pokok-
pokok pikiran seperti berikut.

Pada dasarnya suatu Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya
untuk seluruhnyaterdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
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dalam Perusahaan Daerah tertentu dengan tidak meninggalkan pokok pikiran
tersebut diatas, yaitu perusahaan termaksud adalah Perusahaan Daerah yang
sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Berhubungan dengan itu, maka dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa
modal Perusahaan Daerah yang untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah
yang dipisahkan terbagi atas saham-saham prioritet dan saham-saham biasa.
Ketentuan ini adalah berlainan dengan perusahaan campuran yang dikenal
dewasa ini, yaitu perusahaan yang didirikan oleh beberapa fihak berdasarkan
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perusahaan campuran yang demikian ini tidak diatur dalam Undang-undang ini,
melainkan dapat dibentuk oleh fihak-fihak yang bersangkutan berdasarkan Kitab
Undang-undang Hukum Perdata termaksud diatas.

Perusahaan Daerah yang telah ada didirikan berdasarkan peraturan perundangan
yang lama perlu ditinjau dan diatur kembali berdasarkan Undang-undang ini,
agar dengan demikian didapat keseragaman dalam cara mengurus dan
menguasal serta bentuk hukum dari Perusahaan Daerah.

Maka dari itu juga untuk selanjutnya dimaksudkan agar supaya manakala
Daerah mendirikan Perusahaan Daerah yang berbentuk badan hukum dengan
kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak lagi mempergunakan bentuk hukum
yang lain.

Daam meninjau dan menelaah status dan organisasi Perusahaan Daerah pada
dewasaini perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Dasar daya guna dalam perusahaan;

b. Dasar "price and accounting system” dengan memperhatikan motief yang

berdasarkan sosialisme Indonesia;
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e. Sistim ekonomi terpimpin dapat dilaksanakan supaya segala kegiatan
ekonomi dapat diselenggarakan dalam rangka politik Negara.

2. Guna melaksanakan maksud tersebut diatas, maka sebagai pegangan pertama
dalam mengatur Perusahaan Daerah dengan Undang-undang ini ditetapkan,
bahwa yang dimaksudkan dengan Perusahaan Daerah ialah semua perusahaan
yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk
seluruhnya/sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika
ditentukan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.

Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka semua perusahaan yang
didirikan berdasarkan Undang-undang ini baik yang modalnya berasal dari
pemisahan Perusahaan Negara berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1957
dan No. 19 Prp. tahun 1960 kepala Daerah, adalah Perusahaan Daerah menurut
Undang-undang ini.

Daam Undang-undang ini ditetapkan, bahwa Perusahaan Daerah itu adalah
suatu badan hukum berdasarkan Undang-undang ini. Kedudukannya sebagai
badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah yang mengatur
pendirian Perusahaan Daerah tersebut.

Dengan adanya ketentuan termaksud diatas, maka semua Perusahaan Daerah
yang ada dewasa ini yang dianggap perlu untuk dimasukkan kedalam struktur
baru menurut Undang-undang ini, harus ditinjau dan diatur kembali
pendiriannya dengan Peraturan Daerah. Demikian pula cara-cara menguasai dan
mengurus Perusahaan, pertanggungan-jawab Direksi, pengawasannya dan
sebagainya harus diatur dalam pendirian perusahaan tersebut dengan tidak boleh

menyimpang dari ketentuan-ketentuan pokok yang tercantum dalam Undang-
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kekayaan Daerah yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Daerah tetapi tetap
masuk neraca kekayaan Daerah.

Dengan ketentuan ini maka ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah untuk
selanjutnya dapat berdiri sendiri tanpa memberatkan lagi budget Daerah.

Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri dari kekayaan satu
Daerah tidak perlu terdiri atas ssham-saham.

Apabila modal termaksud diatas merupakan kekayaan beberapa Daerah maka
modal perusahaan itu perlu terdiri atas saham-saham.

Salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mengerahkan funds and forces dari
masyarakat di Daerah ialah dengan mengikut-sertakan warga negara Indonesia
dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-undang Indonesia
dan yang pesertanya terdiri dari warga negara Indonesia dalam modal yang
diperlukan untuk mendirikan Perusahaan Daerah. Berhubung dengan itu dalam
Undang-undang ini dimuat ketentuan bahwa modal Perusahaan Daerah yang
untuk sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan terdiri atas saham-
saham, yaitu saham-saham prioritet dan saham-saham biasa.

Saham-saham prioritet hanya dapat dimiliki oleh Daerah, baik Daerah tingkat |
dan atau Daerah tingkat |1.

Dengan adanya saham-saham prioritet ditangan Daerah, segala kegiatan,
penguasaan dan pengurusan Perusahaan Daerah pada hakekatnya berada
dibawah pimpinan dan pengawasan Kepala Daerah, yang oleh Undang-undang
ini diberi wewenang untuk melakukan hak, wewenang dan kekuasaan pemegang

saham prioritet.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

PSS
“bof,%}*“ ”c‘;:h h
N7 M,
W NY/

7 N/

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

(4), 13 ayat (1) dan (2), 18 ayat (4), 19, 20 ayat (3) dan (4), 22 ayat (1), (2) dan
(3), 23, 24 ayat (1), (3) dan (4), 25 ayat (5), 26 ayat (2) dan 27 ayat (1), sesuai
dengan ketentuan dalam pasal 16 Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959
(disempurnakan), Kepala Daerah dibantu oleh Badan Pemerintah Harian yang
memberi pertimbangan kepada Kepala Daerah baik diminta maupun tidak
ataupun menugaskannya kepada seorang anggota Badan Pemerintah Harian
yang bertanggung-jawab kepada K epala Daerah.

Nilai nominal dari saham-saham biasa hendaknya ditetapkan sedemikian agar
menarik dan memberi kesempatan luas kepada rakyat banyak untuk
memilikinya.

Oleh karena pendirian Perusahaan Daerah menyangkut kepentingan yang lebih
luas, yaitu dalam hubungannya dengan pembangunan daerah yang sifatnya
komplementer terhadap pembangunan nasional maka sesuai dengan sistim
desentralisasi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dalam Undang-
undang ini ditegaskan, bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang
pendirian Perusahaan Daerah itu mulai berlaku setelah mendapat pengesahan
Instans atas.

Dengan pengawasan preventif ini, maka dapatlah diusahakan, bahwa segala
kegiatan dari Perusahaan Daerah itu disesuaikan dengan politik ekonomi
Negara, dan dapat dicegah dilakukannya oleh Daerah usaha-usaha yang telah
termasuk dalam bidang usaha yang disel enggarakan oleh Pemerintah Pusat.
Untuk menjamin kelangsungan dan keseragaman dalam Penguasaan dan
pengurusan Perusahaan Daerah dalam Undang-undang ini ditentukan, bahwa
Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet dapat menunjuk badan yang

secara kontinu melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus
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mengurangi kewenangan menurut peraturan perundangan yang berlaku dari
pada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan daerah tingkat lebih atas
terhadap daerah bawahannya untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan
tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan penguasaan dan pengurusan
Perusahaan Dagerah.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 14 ayat (3) Penetapan Presiden No. 6
tahun 1959 (disempurnakan) Kepala Daerah yang melakukan hak, kewenangan
dan kekuasaan pemegang saham/saham prioritet sebagai alat Pemerintah Daerah
memberi pertanggungan-jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah.
Mengingat akan perkembangan dari pada Perusahaan Daerah dalam Undang-
undang ini ditetapkan pula, bahwa Jawatan Akuntan Negara berwenang untuk
melakukan kontrole atas pekerjaan menguasai dan mengurus Perusahaan
Daerah.

Menurut sistim desentralisasi dalam Pemerintahan Negara yang kini berlaku
maka Daerah tingkat atas dengan Peraturan Daerah dapat menyerahkan sebagian
dari urusan rumah-tangganya kepada Daerah tingkat bawahannya. K etentuan ini
memungkinkan diadakannya peninjauan tentang penyerahan sebagian dari pada
laba bersih untuk pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah tingkat atasan
kepada Daerah bawahannya, demikian pula mengenai penyerahan Perusahaan
Daerah oleh Daerah tingkat atasan kepada Daerah tingkat bawahannya dan
sebaliknya.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

-
ML
t‘hﬂ,i’ = hA
A NY
W NY/
N \W/

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

berdasarkan Undang-undang ini, maka semua Perusahaan Daerah tetap
melakukan tugas kewajibannya, dengan kedudukan dan bentuk hukum yang
dimilikinya secara sah.

Dalam waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya Undang-undang
ini semua Perusahaan yang telah ada dan yang modalnya untuk seluruhnya atau
sebagian merupakan kekayaan Daerah yang tidak lagi merupakan beban
Anggaran Belanja Daerah harus didirikan berdasarkan Undang-undang ini,

kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.
1. Penjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1.
Instansi atasan dipergunakan dengan mengandung pengertian bahwa sewaktu-
waktu Daerah tingkat 111 telah terbentuk maka dalam rangka sistimatik Undang-
undang No. 1 tahun 1957, tingkat ke-11 adalah atasannya.
Dengan instansi atasan dimaksud juga Gubernur Propinsi Irian Barat Bentuk

Baru bagi daerah bawahannya.

Pasal 2.
Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan Daerah yang dilepaskan
dari penguasaan umum yang dipertanggung-jawabkan melalui anggaran Belanja
Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggung-jawabkan

tersendiri.
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Eropah, hukum dagang Eropah dan hukum adat sepanjang tidak bertentangan
dengan sosialisme Indonesia, berdasarkan kenyataan bahwa didalam hukum-
hukum tersebut masih terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan Manifesto
Politik Republik Indonesia.

Pasal 4.

Cukup diterangkan dalam penjelasan umum.

Pasal 5.

Daam pasa ini ditegaskan bahwa Perusahaan Daerah itu adalah kesatuan
produksi (regional), yaitu kesatuan produksi dalam arti yang luas, yang meliputi
perusahaan yang memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum yang
bersifat nasional untuk kebutuhan seluruh masyarakat dan tidak termasuk dalam
bidang usaha yang disel enggarakan oleh Pemerintah Pusat.

Perusahaan Daerah dalam menunaikan tugasnya selau memperhatikan daya
guna yang sebesar-besarnya dengan tidak melupakan tujuan perusahaan untuk
ikut serta dalam pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi
nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi
kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta
kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur
materiil dan spirituil.

Pada azasnya tidaklah mungkin untuk memerinci dengan tegas baik tentang
urusan rumah tangga Daerah maupun tentang urusan-urusan yang termasuk
tugas Pemerintah Pusat, karena perincian yang demikian itu tidak akan sesual

dengan gaya perkembangan kehidupan masyarakat baik didaerah maupun
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karena urusan tersebut sudah meliputi kepentingan yang lebih luas dari pada
Daerah itu sendiri.

Berhubung dengan itu dalam pasal ini ditetapkan bahwa Perusahaan yang dapat
didirikan oleh daerah ialah:

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan
urusan rumah tangganya menurut kemampuan/kekuatan masing-masing Daerah.

Demikian pula tidaklah mungkin memberi perincian secara tegas dari cabang-
cabang produksi yang penting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup di
Daerah oleh karena segala sesuatu erat hubungannya dengan perkembangan dan
kemajuan masyarakat di Daerah.

Sebaga contoh yang harusnya diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang
modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah dapat disebutkan
Perusahaan Air Minum. Perusahaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan,
Perusahaan Pasar, Perusahaan Pembangunan Perumahan Rakyat.

Pasal 6.
Pengutamaan Koperasi dalam hal lapangan usaha Perusahaan Daerah ada
hubungannya dengan lapangan usaha Koperasi didasarkan pada pokok pikiran
bahwa agar dalam pengerahan potensi dan tenaga (funds and force) yang
progresip didalam Perusahaan Daerah dalam bentuk ikut sertanya Swasta untuk
memiliki saham-saham Perusahaan Daerah jangan sampa meninggalkan azas
ekonomi terpimpin dimana:

(@) Pemerintah (dalam hal ini Pemerintah Daerah) memegang posisi Komando.
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ketetapan M.P.R.S. No. | dan 11/1960.

Kedudukan Koperasi lebih tinggi dari pada Swasta biasa berhubung dengan
nilai moral dan sosialnyayang lebih tinggi.

Dalam Amanat Pembangunan Presiden yang telah ditetapkan sebagai Garis-
garis Besar Haluan Pembangunan oleh Ketetapan M.P.R.S. No. | dan Il
tahun 1960 ditegaskan bahwa Pengusaha-pengusaha Nasional jangan
berkembang menjadi kapitalis Nasional. Usaha-usaha kearah bentuk-bentuk
Koperass dalam lapangan-lapangan Perusahaan nasional ini  harus

diutamakan.

Berhubungan dengan itu maka Koperasi sewajarnya mendapat perlakuan yang

khusus sesuai dengan kepentingannya. Koperasi baik yang memiliki saham

Perusahaan Daerah maupun yang tidak diikut-sertakan ataupun didengar dalam

menentukan kebijaksanaan Perusahaan Daerah tertentu.

Pasal 7.

Modal Perusahaan Daerah untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan

kekayaan Daerah yang dipisahkan; hal ini adalah sesuai dengan kedudukannya

sebagai badan hukum, yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas dari

pada kekayaan umum Daerah dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas

dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Cukup diterangkan dalam penjelasan umum.

Pasal 9.
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itu antara lain diadakan kesempatan didalam rapat umum pemegang saham,
dengan pengertian bahwa dalam hal-hal yang menjadi wewenang pemegang
saham prioritet suara pemegang saham (biasa) tidak mempunyai kekuatan

menentukan.

Pasal 11 dan 12.
Cukup jelas.

Pasal 13.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan bukan semata-mata antara
anggota Direksi sesamanya, antara anggota Direksi dan Kepala Daerah, antara
anggota Direksi dan anggota Badan Pemerintah Harian, antara anggota Direksi
dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara anggota
Direks dan Wakil Kepala Daerah, tidak boleh terdapat suatu hubungan
kekeluargaan yang seolah-olah mungkin menimbulkan "satu pamiliergering”
yang merugikan Perusahaan Daerah dan nama Daerah sendiri.

Selalu harus diangkat supaya oknum-oknum yang berkuasa dalam Perusahaan
Daerah tidak mempunyai hubungan keluarga atau periparan seperti dimaksud
dalam pasal ini. 1zin yang mungkin diberikan oleh Kepala Daerah hendaklah
dimufakati terlebih dahulu dengan Badan Pemerintah Harian.

Pasal 14.
Cukup jelas.
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Pasal 16.
Agar penetapan batas-batas kekuasaan Direks disesuaikan dengan sifat dan
corak perusahaan Daerah masing-masing, maka sewajarnya batas kekuasaan
tersebut diatas ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan Yyang

bersangkutan.

Pasal 17.
Konkordan dengan ketentuan termaksud dalam Undang-undang No. 45 Prp.
tahun 1960 tentang Dewan Perusahaan maka tiap-tiap Perusahaan Daerah
dibentuk Dewan Perusahaan Daerah yang dalam Undang-undang ini ditetapkan
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19.

Sebagaimana lazim berlaku didalam tiap-tiap Perusahaan terhadap tugas yang
dipercayakan kepada Direksi, yaitu menjalankan pimpinan cara mengurus dan
menguasal perusahaan diadakan pengawasan (umum) apakah benar-benar sesuai
dengan garis-garis kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh para
pemilik/pemegang saham; biasanya tugas pengawasan demikian diserahkan
kepada suatu Dewan/Badan.

Bagi Perusahaan Daerah, pengawasan (umum) termaksud diatas dilakukan oleh
Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet ataupun badan yang
ditunjuknya untuk seluruh Perusahaan Daerah didalam lingkungannya.
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Adalah lebih berdaya-guna manakala untuk sejumlah Perusahaan-perusahaan
Daerah yang kecil ditunjuk hanya satu badan untuk melakukan pengawasan

(umum) itu.

Pasal 20.
Berhubung dengan kekayaan Perusahaan Daerah itu adalah untuk seluruhnya
dan untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah, maka dianggap perlu untuk
mengatur tanggung-jawab pegawai/pekerja Perusahaan Daerah dalam Undang-
undang ini.
Dalam pasal ini diatur kewajiban pegawai/pekerja perusahaan untuk mengganti
kerugian yang diderita oleh perusahaan yang diakibatkan karena
pegawai/pekerja tersebut melalaikan kewagjiban dan tugas yang dibebankan
kepadanya.
Dalam hubungan ini terhadap pegawai/pekerja perusahaan dinyatakan berlaku
ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi yang berlaku bagi pegawai Daerah.
Pegawai Perusahaan Daerah yang dibebani tugas penyimpan, pembayaran atau
penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan Daerah dan barang
persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan dalam gudang atau tempat
penyimpanan Yyang khusus digunakan untuk keperluan itu, adalah
bendaharawan, (komptabel) yang wajib memberikan pertanggungan-jawab
kepada badan termaksud dalam pasal 27.
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(tanggungannya) benar-benar ada. Pengertian ini mengandung makna bahwa
bendaharawan diwajibkan mengganti kerugian yang terdapat dalam sisa buku
(booksaldo) dan atau persediaan buku (book-voorraad).

Pasal 21.
Cukup jelas.

Pasal 22.

Untuk menyelenggarakan pekerjaan menguasai dan mengurus perusahaan
dengan bak diperlukan adanya suatu anggaran perusahaan. Oleh karena itu
Perusahaan Daerah diwgjibkan menyusunnya. Ketentuan dalam pasa ini
dimaksudkan untuk meneliti dan mempertimbangkan anggaran perusahaan
termaksud untuk menetapkan prioritet serta daya guna pelaksanaan proyek yang
dimuat dalam anggaran perusahaan itu.

Untuk menjamin kelancaran jalannya perusahaan, maka antara lain pada ayat (2)
ditetapkan bahwa dalam hal perusahaan telah memasuki sesuatu tahun buku
tertentu sedangkan atas proyek didalam anggaran perusahaan dari tahun buku
sebelumnya belum/tidak dikemukakan keberatan-keberatan oleh pemegang
saham prioritet, maka hal itu tidak menjadi rintangan untuk melanjutkan
pel aksanaan proyek didalam anggaran perusahaan yang berikutnya.

Pasal 23. ...
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(bedrijfsvoering) dan bukan laporan tahunan, neraca dan labarugi.
Faedahnya laporan ialah agar pemegang saham prioritet selalu dapat mengikuti

dan menilai jalannya perusahaan.

Pasal 24.
Perhitungan tahunan dipergunakan sebagai dasar bagi pemegang saham prioritet
untuk memberi pengesahan atas tindakan menguasai dan mengurus oleh Direksi
selama masa tertentu yang telah lampau.
Penilaian pos-pos pada perhitungan tahunan dilakukan menurut sistim yang
lazim disebut "good koopmans gebruik™ artinya menurut sistim harga beli, atau
harga pengganti atau persediaan bes (persediaan yang tak boleh tidak) dan
sebagainya yang menghasilkan perhitungan laba yang besar dalam arti ekonomi
perusahaan.
Kesalahan dalam kebijaksanaan yang kemudian diketemukan oleh yang berhak
melakukan kontrole termaksud pada pasal 27, yaitu sesudah perhitungan
tahunan disahkan, menjadi tanggungan Kepaa Daerah/pemegang saham/saham
prioritet yang mensyahkan perhitungan tahunan termaksud. Kesalahan lainnya
yaitu yang bukan kesalahan kebijaksanaan dan dapat dinyatakan dalam ruang
menjadi tanggungan pegawai termasuk Direksi yang melakukan kesalahan itu,
segala sesuatu setelah dibuktikan seperlunya.
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jumlahnyatidak dapat ternyata dari neraca.

Cadangan rahasia dan cadangan diam yang dapat dibentuk antara lain dengan

carayang berikut:

ke.l.menilai barang-barang modal jauh lebih rendah dari pada nilai yang
sebenarnya.

ke.2. tidak memuat barang-modal pada neraca.

ke 3. memuat hutang-hutang atau kewajiban-kewajiban membayar dengan
jumlah yang lebih tinggi dari pada yang sebenarnya dan

ke.4.memuat kewajiban membayar pada neraca yang sebenarnya tidak ada, jadi
pada umumnya penilaian yang lebih rendah dari pada pos-pos activa

(kekayaan) serta penilaian yang lebih tinggi dari pos-pos passiva (hutang).

Hanya pimpinan perusahaan yang mengetahui adanya serta besarnya cadangan
itu, akan tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Keberatan terhadap
pembentukan cadangan rahasia dan diam antara lain adalah sebagai berikut:

a.  memberikan sebab untuk expansi yang irrasionil;

b. apabila sekumpulan activa dimuat dalam buku untuk jumlah yang jauh lebih

rendah daripada yang sebenarnya, maka dapat timbul bahaya bahwa untuk
selanjutnya activa ini akan dihapuskan dari harganya yang rendah itu dan
karena itu, maka harga pokok barang yang diproduksikan akan sangat
rendah.
Hal ini akan menyebabkan "merusak harga’ (prijsbederf).Jika hal ini terjadi
dan pada waktunya diperlukan activa baru, maka besar kemungkinan bahwa
jumlah penghapusan harta yang telah dikumpulkan tidak akan mencukupi
untuk mendapatkan penggantinya.
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K eberatan-keberatan seperti tersebut diatas itu menyebabkan perlu diadakannya
larangan untuk membentuk cadangan diam dan rahasia, terutama berkenaan
dengan kalkulas harga pokok untuk kepentingan politik harga.

Laba bersih yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah laba yang dihitung secara
ekonomi perusahaan, setelah dikurangi dengan semua koreksi yang dianggap
perlu dan cadangan tujuan yang wajar dalam perusahaan.

Cadangan tujuan (bestonmingsreserves) adalah cadangan yang dibentuk dari
laba, yang tidak merupakan koreks dari pada kekayaan (activa) atau
kewajiban/hutang kepada pihak ketiga yang dimuat pada neraca untuk jumlah
lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Seperti ternyata dari namanya maka
cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu
seperti : cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih
kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi, cadangan assuransi risiko
sendiri dan sebagainya. Cadangan umum dimaksudkan untuk menampung hal-
hal dan kejadian yang tidak dapat hidup semula.

Dana pembangunan dimaksudkan sebagai kewajiban sumbangan kepada Daerah
untuk keperluan pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sosial dan Pendidikan adalah untuk kepentingan Pegawai/ pekerja perusahaan
antara lain untuk mempertinggi mutu kesehatan dan kecakapan.

Daam pasal ini dimaksudkan zakat bagi perusahaan yang modalnya untuk
sebagian terdiri dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pemerintah Daerah
mengatur supaya dalam hal ini diikuti petunjuk dari Menteri Agama.
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dimaksudkan untuk membentuk dana guna menampung pembayaran-
pembayaran kepada pegawai-pegawai yang pada waktu berlakunya Undang-
undang ini sudah lanjut usianya dan tidak dapat dimasukkan kedalam pensiun
yang akan dibentuk itu.

Premi untuk pensiun biasa merupakan bagian dari harga pokok barang-barang
yang diproduksikan, yang akan dipotong dari gaji pegawai atau upah pekerja.
Kepada perusshaan yang menurut sifat pekerjaannya menyebabkan tidak
didapatnya laba, maka untuk menghargai jasa kerja dalam perusahaan semacam

itu Pemerintah Daerah dapat memberikan jasa produksi.

Pasal 26.
Daam Perusahaan Daerah tidak ada pengertian buruh dan majikan, semuanya
adalah pegawai/pekerja perusahaan. Agar dalam mengatur kedudukan hukum,
gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain terhadap mereka
berlaku ketentuan-ketentuan yang seragam diperlukan adanya peraturan pokok
kepegawaian Perusahaan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang
berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Mengenai pemberhentian
pegawai/pekerja-pekerja Perusahaan Daerah hendaklah diperhatikan penyaluran

mereka menurut peraturan perundangan yang berlaku mengenai masalah ini.

Pasal 27 ...
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pengawasan khusus tekhnis yang bersifat repressip, yakni juga pada pokoknya
berkisar pada pemeriksaan laporan perhitungan tahunan (auditing). Sebagai

dasar penilaian terhadap baik buruknya penyelenggaraan pimpinan perusahaan.

Pasal 28.
Daam pasal ini ditentukan, bahwa sesuai dengan sistim desentralisasi dalam
pemerintahan Negara yang kini berlaku, dengan Peraturan Daerah, Daerah
tingkat atasan setelah semufakat dengan pemegang saham, dapat menyerahkan
Perusahaan Daerah termaksud kepada Daerah tingkat bawahannya, demikian
pula penyerahan sebaliknya.
Penyerahan ini dilakukan apabila macam usaha/produksi dari pada perusahaan
termaksud sewagjarnya terletak dalam bidang pengusahaan dan pengurusan
Daerah yang bersangkutan.
Apabila Pemerintah Daerah telah menganggap, bahwa perusahaan yang
termaksud dalam pasa ini tidak perlu lagi diusahakan sebagai Perusahaan
Daerah, antara lain karena macam usahanya/produksinya/barangnya, sesuai
dengan perkembangan pelaksanaan Program Pemerintah dalam bidang
kekoperasian sewgarnya terletak dalam bidang penguasaan dan pengurusan
koperasi, maka Pemerintah Daerah dapat memindahkan perusahaan tersebut
ketangan perkumpulan koperasi didaerahnya.
Untuk jangka waktu yang tertentu, pimpinan/pengurus pegawai perkumpulan
koperasi/perusahaan swasta, yang betul-betul mempunyai bakat leadership,
dapat diangkat oleh kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritet untuk
dijadikan pimpinan perusahaan daerah tertentu. Dengan cara demikian maka:

a. masyarakat dapat menarik faedah yang sebesar-besarnya dari padanya;
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Pasal 29.
Daam pasal ini ditentukan bahwa pembubaran Perusahaan Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan instans
atasan.
Pembubaran tersebut diatas cukup diatur dengan Peraturan Daerah mengingat
bahwa :
1. Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah;
2. kepentingan fihak ketiga cukup terjamin dengan adanya jaminan Daerah

termaksud pada ayat (4).

Disisi pengaturan benda, hendaklah diperhatikan pula segala sesuatu yang
bersangkutan dengan manusia pegawai/pekerja-pekerja Perusahaan Daerah yang
bersangkutan. Penyelenggaraan likwidasi dilakukan dalam batas waktu yang
akan ditetapkan dalam peraturan pembubaran perusahaan termaksud diatas.

Pasal 30, 31 dan 32
Cukup jelas

Mengetahui :
Sekretaris Negara,
ttd

MOHD. ICHSAN.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 2387
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KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 47 TAHUN 1999
TENTANG
PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Menteri Dalam Negeri,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada
masyarakat baik secara kwantitas dan kualitas Perusahaan Daerah
Air Minum harus dikelola oleh Direksi yang profesional;
b. bahwa untuk mengetahui keberhasilan Direksi dalam mengelola
Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan penilaian terhadap kinerja
pada setiap akhir tahun buku;
C. bahwa untuk menilai kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b,
perlu ditetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah
Airm Minum dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(LN Tahun 1962 Nomor 10, TLN Nomor 2901);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (LN Tahun 199 Nomor 60, TLN Nomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum Kepada
Daerah (LN Tahun 1987 Nomor 25, TLN Nomor 3353);

4.  Peraturan Menteri Dalam Negeri 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang
Kepengurusan Perushaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENILAIAN KINERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

a. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan milik
Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota;

b. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM;

c. Direksi adalah Direksi PDAM;

d. Kinerja adalah tingkat keberhasilan pengelolaan PDAM dalam satu tahun buku tertentu;

e. Indikator adalah tolok ukur tingkat keberhasilan dari suatu aspek.

BAB I
PENILAIAN

Pasal 2

(1) Badan Pengawas pada setiap akhir tahun buku melakukan penilaian atas kinerja PDAM
meliputi aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi.
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(2) Hasil penilaian atas prestasi kinerja PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan
dasar dalam menentukan penggolongan tingkat keberhasilan PDAM.

Pasal 3

(1) Tingkat keberhasilan PDAM adalah:
a. Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 75;
b. Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75;
c. Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60;
d. Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45;
e. Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30.
(2) Bobot untuk masing-masing aspek adalah:
a. Aspek Keuangan 45;
b. Aspek Operasional 40;
c. Aspek Administrasi 15.
(3) Indikator setiap aspek terdiri atas:
a. Aspek Keuangan:
Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
Rasio Laba terhadap Penjualan;
Rasio Aktiva Lancar terhadap Utang Lancar;
Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Total Utang;
Rasio Total Aktiva terhadap Total Utang;
Rasio Biaya Operasi terhadap Pendapatan Operasi;
Rasion Laba Operasi sebelum Biaya Penyusulan terhadap Angsuran Pokok dan
Bunga Jatuh Tempo;
8. Rasio Aktiva Produktif terhadap Penjualan Air;
9. Jangka Waktu Penagihan Piutang;
10. Efektivitas Penagihan.
b. Aspek Operasional
Cakupan Pelayanan;
Kualitas Air Distribusi;
Kontinuitas Air;
Produktifitas Pemanfaatan Instalasi Produksi;
Tingkat Kehilangan Air;
Peneraan Meter Air;
Kecepatan Penyambungan Baru;
Kemampuan Penanganan Pengaduan Rata-rata per bulan;
Kemudahan Pelayanan;
10 Rasio Karyawan per 1000 pelanggan.
c. Aspek Administrasi:
Rencana Jangka Panjang (Corporate Plan);
Rencana Organisasi dan Uraian Tugas;
Prosedur Operasi Standar;
Gambar Nyata Laksana (As Built Drawing);
Pedoman Penilaian Kerja Karyawan:
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP);
Tertib Laporan Internal;
Tertib Laporan Eksternal;
Opini Auditor Independen;
10 Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun terakhir.
(4) Perbaikan terhadap indikator:
a. Peningkatan Rasio Laba terhadap Aktiva Produktif;
b. Penigkatan Rasio Laba terhadap Penjualan;
c. Peningkatan Cakupan Pelayanan;
d. Penurunan Tingkat Kehilangan Air;

NouhswbE
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Di berikan nilai tambah berupa bonus dengan memperbandingkan hasil tahun buku saat ini
dan sebelumnya.
(5) Jumlah nilai indikator maksimum pada masing-masing aspek adalah:
a. Aspek Keuangan 60;
b. Aspek Operasional 47;
c. Aspek Administrasi 36.

Pasal 4

Petunjuk Penggolongan Tingkat Keberhasilan dan Perhitungan Nilai Kinerja PDAM
sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 5

Badan Pengawas melaporkan hasil penilaian kinerja PDAM setiap akhir tahun buku kepada
Pemilik dan Pemerintah.

BAB IlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 —
327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Pemantauan Kinerja Keuangan Perusahaan
Daerah Air Minum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Mei 1999
MENTERI DALAM NEGERI,

SYARWAN HAMID
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Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000
Tentang : Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan
Propinsi Sebagai Otonom

Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 25 TAHUN 2000 (25/2000)
Tanggal : 6 Mei 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
dalam Bidang Pemerintahan;

Mengingat

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999 ;Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72; Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3848);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN
KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM.

BAB 1
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KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara
Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

2. Propinsi adalah Propinsi yang bersifat Otonom.

3. Kewenangan Pemerintah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah untuk
menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.

BAB 11
KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH
OTONOM
Pasal 2
(@D Kewenangan Pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar

negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama
serta kewenangan bidang lain.

2) Kewenangan bidang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi

kebijakan tentang perencanaan nasional, dan pembangunan nasional secara

makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara san
lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber
daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi
yang strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokan dalam

bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian

a. Pengaturan pemasukan atau pengeluaran benih/bibit dan penetapan
pedoman untuk penentuan standar pembibitan/perbenihan pertanian.

b. Pengaturan dan pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan
pemusnahan pestisida dan bahan kimia pertanian lainnya, obat
hewan, vaksin, sera, antigen, semen beku dan embrio ternak.

c. Penetapan standar pelepasan dan penarikan varietas komoditas
pertanian.

d. Penetapan pedoman untuk penentuan standar teknis minimal
rumah potong hewan, rumah sakit hewan, dan satuan pelayanan
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peternakan terpadu.

Penetapan norma dan standar pengadaan, pengelolaan dan distribusi
bahan pangan.

Penetapan standar dan prosedur pengujian mutu bahan pangan
nabati dan hewani.

Penetapan norma dan standar teknis pemberantasan hama
pertanian.

Pengaturan dan penetapan norma dan standar teknis pelayanan
kesehatan hewan.

Bidang Kelautan

a.

Penetapan kebijakan dan pengaturan eksplorasi, konservasi,
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perairan di wilayah
laut diluar perairan 12 (dua belas) mil, termasuk perairan nusantara
dan dasar lautnya serta Zone Ekonomi Eksklusif dan landas
kontinen.

Penetapan kebijakan dan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan
benda berharga dari Kapal tenggelam di luar perairan laut 12 (dua
belas) mil.

Penetapan kebijakan dan pengaturan batas-batas maritim yang
meliputi batas-batas daerah otonom dilaut dan batas-batas
ketentuan hukum laut internasional.

Penetapan standar pengelolaan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil.
Penegakan hukum di wilayah laut diluar perairan 12 (dua belas) mil

dan di dalam perairan 12 (dua belas) mil yang menyangkut hal
spesifik serta berhubungan dengan internasional.

Bidang Pertambangan dan Energi

a.

Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga
energi.

Penetapan kebijakan jaringan transmisi (grid) nasional/regional listrik
dan gas bumi.

Penetapan standar pemantauan dan penyelidikan bencana alam
geologi.

Penetapan standar penyelidikan umum dan standar pengelolaan
sumber daya mineral dan energi, serta air bawah tanah.

Penetapan kriteria wilayah kerja usaha termasuk distribusi
ketenagalistrikan dan pertambangan.
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Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik, bahan bakar minyak,
bahan bakar gas, dan gas bumi di dalam negeri.

Pengaturan survei dasar geologi dan air bawah tanah skala lebih kecil
atau sama dengan 1:250.000, penyusunan peta tematis dan
inventarisasi sumber daya mineral dan energi serta mitigasi bencana
geologi.

Pengaturan pembangkit, transmisi dan distribusi ketenagalistrikan
yang masuk dalam grid nasional dan pemanfaatan pembangkit
listrik tenaga nuklir serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang
radio aktif.

Pemberian izin usaha inti minyak dan gas mulai dari eksplorasi
sampai dengan pengakutan minyak dan gas bumi dengan pipa lintas
Propinsi.

Pemberian izin usaha inti listrik yang meliputi pembangkitan lintas
Propinsi, transmisi, dan distribusi.

Pemberian izin usaha non inti yang meliputi depot lintas Propinsi dan
pipa transmisi minyak dan gas bumi.

Bidang Kehutanan dan Perkebunan

a.

Penetapan kriteria dan standar pengurusan hutan, kawasan suaka
alam, kawasan pelestarian alam, taman buru, dan areal perkebunan.

Penetapan kriteria dan standar inventarisasi, pengukuhan, dan
penatagunaan kawasan hutan, kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam dan taman buru.

Penetapan kawasan hutan, perubahan status dan fungsinya.

Penetapan kriteria dan standar pembentukan wilayah pengelolaan
hutan, kawasan suaka alam,kawasan pelestarian alam, dan taman
buru.

Penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam, taman buru termasuk daerah aliran sungai
didalamnya.

Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan nasional,
serta pola umum rehabilitasi lahan, konservasi tanah, dan
penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan, dan industri
primer perkebunan.

Penetapan kriteria dan standar tarif iuran izin usaha pemanfaatan
hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi,dan dana investasi
untuk biaya pelestarian hutan.

Penetapan kriteria dan standar produksi, pengolahan, pengendalian
mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan
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termasuk perbenihan, pupuk dan pestisida tanaman kehutanan dan
perkebunan.

Penetapan kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan
kawasan hutan, pemanfaatan dan pemungutan hasil, pemanfaatan
jasa lingkungan, pengusahaan pariwisata alam, pengusahaan taman
buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna, lembaga
konservasi dan usaha perkebunan.

Penyelenggaraan izin usaha pengusahaan taman buru, usaha
perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, dan
lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan
suaka alam, kawasan pelestarian alam taman buru, termasuk
daerah aliran sungai di dalamnya.

Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi dan
pengusahaan pariwisata alam lintas Propinsi.

Penetapan kriteria dan standar pengelolaan yang meliputi tata hutan
dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi,
reklamasi, pemulihan, pengawasan dan pengendalian kawasan hutan
dan areal perkebunan.

. Penetapan kriteria dan standar konservasi sumberdaya alam hayati

dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan
pemanfaatan secara lestari dibidang kehutanan dan perkebunan.

Penetapan norma, prosedur, kriteria dan standar peredaran
tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan habitat satwa migrasi
jarak jauh.

Penyelenggaraan izin pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna
yang dilindungi dan yang terdaftar dalam apendiks Convention on
International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and
Flora.

Penetapan kriteria dan standar dan penyelenggaraan pengamanan
dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan, dan areal
perkebunan.

5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

a.

Penetapan kebijakan fasilitasi, pengembangan dan pengawasan
perdagangan berjangka komoditi.

Penetapan standar nasional barang dan jasa di bidang industri dan
perdagangan.

Pengaturan persaingan usaha.
Penetapan pedoman perlindungan konsumen.

Pengaturan lalu lintas barang dan jasa dalam negeri.
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Pengaturan kawasan berikat.

Pengelolaan kemetrologian.

Penetapan standar industri dan produk tertentu yang berkaitan
dengan keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan
moral.

Penetapan pedoman pengembangan sistem pergudangan.

Fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.

6. Bidang Perkoperasian

a.

Penetapan pedoman akuntansi koperasi dan Pengusaha Kecil dan
Menengah.

Penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.

Fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan
Pengusaha Kecil dan Menengah.

Fasilitasi kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan
menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.

7. Bidang Penanaman Modal

Pemberian izin dan pengendalian penanaman modal untuk usaha
berteknologi strategis yang mempunyai derajat kecanggihan tinggi dan
beresiko tinggi dalam penerapannya, meliputi persenjataan, nuklir dan
rekayasa genetika.

8. Bidang Kepariwisataan

a.

Penetapan pedoman pembangunan dan pengembangan
kepariwisataan.

Penetapan pedoman kerjasama Internasional di bidang
kepariwisataan.

Penetapan standar dan norma sarana kepariwisataan.

9. Bidang Ketenagakerjaan

a.

Penetapan kebijakan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan
jaminan sosial pekerja.

Penetapan standar keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene
perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.

Penetapan pedoman penentuan kebutuhan fisik minimum.
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10. Bidang Kesehatan

11.

a.

Penetapan standar nilai gizi dan pedoman sertifikasi teknologi
kesehatan dan gizi.

Penetapan pedoman pembiayaan pelayanan kesehatan.
Penetapan standar akreditasi sarana dan prasarana kesehatan.

Penetapan pedoman standar pendidikan dan pendayagunaan tenaga
kesehatan.

Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan dan
pengawasan tanaman obat.

Penetapan pedoman penapisan, pengembangan dan penerapan
teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan.

Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan
industri farmasi.

Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif)
tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan
peredaran makanan.

Penetapan kebijakan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan
masyarakat.

Survailans epidemiologi serta pengaturan pemberantasan dan
penanggulangan wabah, penyakit menular dan kejadian luar biasa.

Penyediaan obat esensial tertentu dan obat untuk pelayanan

kesehatan dasar sangat esensial (buffer stock nasional).

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta
pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara
nasional serta pedoman pelaksanaannya.

b. Penetapan standar materi pelajaran pokok.

c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar
akademik.

d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan .

e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi
siswa, warga belajar dan mahasiswa.
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13.

14.

Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian,
pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan
dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian
arkeologi.

Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan
museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber
arsip, dan monumen yang diakui secara internasional.

Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif
setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah.

Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan
jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional.

Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

12. Bidang Sosial

a.

Penetapan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan,
keperintisan dan kejuangan, serta nilai-nilai kesetia-kawanan
sosial.

Penetapan pedoman akreditasi lembaga penyelenggaraan
pelayanan sosial

Penetapan pedoman pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan
sosial dan perlindungan sosial penyandang masalah kesejahteraan
sosial.

Pengaturan sistem penganugerahan tanda kehormatan/jasa
tingkat nasional.

Pengaturan sistem penyelenggaraan pelayanan sosial termasuk
sistem jaminan dan rehabilitasi sosial.

Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional.

Bidang Penataan Ruang

a.

C.

d.

Penetapan tata ruang nasional berdasarkan tata ruang
Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Penetapan kriteria penataan perwilayahan ekosistem daerah
tangkapan air pada daerah aliran sungai.

Pengaturan tata ruang perairan di luar 12 (dua belas) mil.

Fasilitasi kerjasama penataan ruang lintas Propinsi.

Bidang Pertanahan
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15.

16.

17.

a. Penetapan persyaratan pemberian hak-hak atas tanah.

b. Penetapan persyaratan landreform.

c. Penetapan standar administrasi pertanahan.

d. Penetapan pedoman biaya pelayanan pertanahan.

e. Penetapan Kerangka Dasar Kadastral Nasional dan pelaksanaan
pengukuran Kerangka Dasar Kadastral Nasional Orde | dan I1I.

Bidang Permukiman

a. Penetapan pedoman perencanaan dan pengembangan
pembangunan perumahan dan permukiman.

b. Penetapan pedoman konservasi arsitektur bangunan dan
pelestarian kawasan bangunan bersejarah.

c. Penetapan pedoman pengawasan dan pengendalian
pembangunan perumahan dan permukiman.

d. Penetapan pedoman teknis pengelolaan fisik gedung dan rumah
negara.

Bidang Pekerjaan Umum

a. Penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan
sistem manajemen konstruksi.

b. Penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan
arsitektur.

c. Penetapan standar pengembangan prasarana dan sarana wilayah
yang terdiri atas pengairan, bendungan besar, jembatan dan jalan
beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.

d. Penetapan persyaratan untuk penentuan status, kelas dan fungsi
jalan.

e. Pengaturan dan penetapan status jalan nasional.

Bidang Perhubungan

a. Penetapan standar rambu-rambu jalan dan pedoman penentuan
lokasi pemasangan perlengkapan jalan dan jembatan timbang.

b. Penetapan standar laik jalan dan persyaratan pengujian
kendaraan bermotor serta standar pendaftaran kendaraan
bermotor.
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Penetapan standar teknis dan sertifikasi sarana Kereta Api serta
sarana dan prasarana angkutan laut, sungai, danau, darat dan
udara.

Penetapan persyaratan pemberian Surat I1zin Mengemudi
kendaraan bermotor.

Perencanaan umum dan pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api
nasional serta penetapan spesifikasi jaringan lintas dan klasifikasi
jalur Kereta Api dan pengawasannya.

Perencanaan makro jaringan jalan bebas hambatan.
Penetapan tarif dasar angkutan penumpang kelas ekonomi.

Penetapan pedoman lokasi pelabuhan penyeberangan lintas
propinsi dan antar negara.

Penetapan lokasi bandar udara lintas Propinsi dan antar negara.
Penetapan lintas penyeberangan dan alur pelayaran internasional.

Penetapan persyaratan pengangkutan bahan dan atau barang
berbahaya lintas darat, laut dan udara.

Penetapan rencana umum jaringan fasilitas kenavigasian,
pemanduan dan penundaan kapal, sarana dan prasarana
penjagaan dan penyelamatan serta penyediaan sarana dan
prasarana di wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil.

. Penetapan standar pengelolaan dermaga untuk kepentingan
sendiri di pelabuhan antar propinsi/internasional.

Penetapan standar penentuan daerah lingkungan kerja perairan
atau daerah lingkungan kerja pelabuhan bagi pelabuhan-
pelabuhan antar Propinsi dan internasional.

Penerbitan izin kerja keruk dan reklamasi yang berada di wilayah
laut di luar 12 (dua belas) mil.

Pengaturan rute, jaringan dan kapasitas penerbangan.
Pengaturan sistem pendukung penerbangan di Bandara.

Penetapan standar kawasan keselamatan operasi penerbangan
dan penetapan kriteria batas kawasan kebisingan serta daerah
lingkup kerja bandar udara.

Pengaturan tata ruang udara nasional, jaringan pelayanan lalu
lintas udara, batas yurisdiksi ruang udara nasional, dan
pembagian pengendalian ruang udara dalam Upper Flight
Information Region.
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t. Pelaksanaan pelayanan navigasi penerbangan.

u. Sertifikasi peralatan dan fasilitasi penunjang operasi
penerbangan.

v. Penetapan standar teknis peralatan serta pelayanan meteorologi
penerbangan dan maritim.

w. Penerbitan lisensi dan peringkat tenaga teknis penerbangan.
X. Pemberian izin usaha penerbangan.

y. Penetapan standar laik laut dan laik udara serta pedoman
keselamatan kapal dan pesawat udara, auditing manajemen
keselamatan kapal dan pesawat udara, patroli laut, dan bantuan
pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), penyidikan,
penanggulangan kecelakaan, bencana kapal dan pesawat udara.

z. Pengaturan Pos Nasional.
aa.Pengaturan Sistem Pertelekomunikasian Nasional.

bb.Pengaturan sistem jaringan pengamatan meteorologi dan
klimatologi.

cc. Pemberian izin orbit satelit dan frekuensi radio kecuali radio
dan televisi lokal.

dd.Pemberian jasa meteorologi dan klimatologi.

ee.Pengaturan dan penetapan pedoman pengelolaan bantuan
pencarian dan pertolongan (Search and Rescue ) serta
penyelenggaraan SAR Nasional.

18. Bidang Lingkungan Hidup

a. Penetapan pedoman pengendalian sumber daya alam dan
pelestarian fungsi lingkungan.

b. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber
daya laut diluar 12 (dua belas) mil.

c. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-
kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas
dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan, yang lokasinya
meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi, kegiatan yang berlokasi
di wilayah sengketa dengan Negara lain, di wilayah laut dibawah
12 (dua belas) mil dan berlokasi di lintas batas negara.

d. Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman
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19.

20.

e.

tentang pencemaran lingkungan hidup.

Penetapan pedoman tentang konservasi sumber daya alam.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

a.

b.

Penetapan kebijakan sistem tata laksana aparatur negara.
Penetapan kebijakan akuntabilitas aparatur negara.

Penetapan pedoman tata laksana pelayanan publik.

Penetapan pedoman ketentraman dan ketertiban umum.
Penetapan pedoman penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
Penetapan pedoman kesatuan bangsa.

Penetapan standar dan prosedur mengenai perencanaan,
pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun,
gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban, serta

kedudukan hukum pegawai negeri sipil dan pegawai negeri sipil di
Daerah.

. Penetapan pedoman penanggulangan bencana.

Pengaturan dan penyelenggaraan Sistem Sandi Negara.
Penyelesaian perselisihan antar Propinsi.
Penyelenggaraan pemilihan umum.

Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem
politik.

. Penegakan hak asasi manusia.

. Pelaksanaan mutasi kepegawaian antar propinsi.

Penetapan dan penyelenggaraan kearsipan nasional.
Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional.
Penetapan dan penyelenggaraan pemetaan dasar nasional.
Penetapan jumlah jam kerja dan hari libur nasional.

Penetapan pedoman administrasi kependudukan.

Bidang Pengembangan Otonomi Daerah

a.

Penetapan syarat-syarat pembentukan Daerah dan kriteria
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tentang penghapusan, penggabungan, dan pemekaran Daerah.

Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahan
ibukota Daerah.

Penetapan pedoman perencanaan daerah.

Penetapan pedoman susunan organisasi perangkat Daerah.
Penetapan pedoman formasi perangkat Daerah.

Penetapan pedoman tentang realokasi pegawai.

Penetapan pedoman tata cara kerjasama Daerah dengan
lembaga/badan luar negeri.

. Penetapan pedoman kerjasama antar Daerah/Desa dan antar
Daerah/desa dengan pihak ketiga.

Penetapan pedoman pengelolaan kawasan perkotaan dan
pelaksanaan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan
sejenisnya.

Penetapan pedoman satuan polisi pamong praja.

Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan asosiasi
Pemerintah Daerah dan asosiasi DPRD.

Penetapan pedoman mengenai pengaturan desa.

. Penetapan pedoman dan memfasilitasi pembentukan dan
pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah/Desa.

. Penetapan pedoman Tata Tertib DPRD.

Pengaturan tugas pembantuan kepada Daerah dan Desa.
Pengaturan tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan,
pertanggung jawaban dan pemberhentian serta kedudukan

keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pengaturan kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Pembentukan dan pengelolaan Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah.

Penetapan pedoman penyusunan, perubahan, dan perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penetapan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan Daerah.
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u. Pengaturan pedoman dan fasilitasi pengelolaan pendapatan Asli
Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
21. Bidang Perimbangan Keuangan
a. Penetapan pedoman tentang realokasi pendapatan asli daerah
yang besar dan terkonsentrasi pada Kabupaten/Kota tertentu
untuk keseimbangan penyelenggaraan pembangunan guna
kesejahteraan masyarakat di Propinsi.
b. Penetapan pedoman pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri
oleh Pemerintah Daerah.
22. Bidang Kependudukan

a. Penetapan pedoman mobilitas kependudukan.

b. Penetapan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan
penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.

c. Penetapan pedoman dan fasilitasi peningkatan kesetaraan dan
keadilan gender.

d. Penetapan pedoman pengembangan kualitas keluarga.

e. Penetapan pedoman perlindungan dan penghapusan tindak
kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.

23. Bidang Olah raga

a. Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana
olah raga.

b. Penetapan pedoman pemberdayaan masyarakat olah raga.

c. Penetapan kebijakan dalam penentuan kegiatan-kegiatan olah
raga nasional/ internasional.

24, Bidang Hukum dan Perundang-undangan
a. Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional.
b. Pengesahan dan persetujuan Badan Hukum.
c. Pengesahan dibidang Hak atas Kekayaan Intelektual.

d. Pengaturan dan pembinaan terhadap lembaga pemasyarakatan.
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25.

e. Pengaturan dan pembinaan dibidang keimigrasian.

f. Pengaturan dan pembinaan dibidang kenotariatan.

Bidang Penerangan
a. Penetapan pedoman penyelenggaraan penyiaran.

b. Penetapan pedoman peredaran film dan rekaman video
komersial.

c. Penetapan pedoman kebijakan pencetakan dan penerbitan
publikasi/ dokumen pemerintah/negara.

Kewenangan Pemerintah yang berlaku di berbagai bidang selain
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) meliputi:

a.

b.

penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro;

penetapan pedoman untuk menentukan standar pelayanan minimal
dalam bidang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;

penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang
kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang;

penyusunan rencana nasional secara makro;

penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi
tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan;

pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah
yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan,
dan supervisi;

penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya
alam;

pengelolaan dan penyelenggaraan perlindungan sumber daya alam di
wilayah laut di luar 12 (dua belas) mil;

pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional
yang disahkan atas nama negara;

penetapan standar pemberian izin oleh Daerah;
pengaturan ekspor impor dan pelaksanaan perkarantinaan;
penanggulangan wabah dan bencana yang berskala nasional;

penetapan arah dan prioritas kegiatan riset dan teknologi termasuk
penelitian dan pengembangan teknologi strategis dan beresiko

tinggi;
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(2

(3

4)

()

n. penetapan kebijakan sistem informasi nasional;

0. penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa;
p. pengaturan sistem lembaga perekonomian negara.
Pasal 3

Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom mencakup kewenangan
dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kabupaten/Kota serta
kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah.

Kewenangan bidang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
perencanaan dan pengendalian pembangunan secara makro, pelatihan
bidang tertentu, alokasi sumber daya manusia potensial, penelitian yang
mencakup wilayah Propinsi, pengelolaan pelabuhan regional, pengendalian
lingkungan hidup, promosi dagang dan budaya/pariwisata, penanganan
penyakit menular dan hama tanaman dan perencanaan tata ruang Propinsi.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelayanan
minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, Propinsi dapat
melaksanakan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh
Kabupaten/Kota.

Kewenangan Kabupaten/Kota di bidang tertentu dan bagian tertentu dari
kewenangan wajib dapat dilaksanakan oleh Propinsi dengan kesepakatan
antar Kabupaten/Kota dan Propinsi.

Kewenangan Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikelompokkan
dalam bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pertanian

a. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang
wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

b. Penetapan standar pembibitan/perbenihan pertanian.

c. Penetapan standar teknis minimal rumah potong hewan, rumah
sakit hewan, dan satuan pelayanan peternakan terpadu.

d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia
aparat pertanian teknis fungsional, ketrampilan dan diklat kejuruan
tingkat menengah.

e. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah Propinsi.

f. Penyediaan dukungan kerja sama antar Kabupaten/Kota dalam
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3.

bidang pertanian.

g. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan
penyakit menular di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.

h. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian.

i. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan
dengan Kabupaten/Kota.

j. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas

Kabupaten/Kota;

k. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme
pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang pertanian.

I. Pengaturan penggunaan air irigasi.
m. Pemantauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan
eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang

pertanian.

n. Penyediaan dukungan pengembangan perekayasaan teknologi
perikanan serta sumber daya perairan lainnya.

0. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan di
darat.

p. Pengendalian eradikasi penyakit ikan di darat.
Bidang Kelautan
a. Penataan dan pengelolaan perairan di wilayah laut Propinsi.

b. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut
sebatas wilayah laut kewenangan Propinsi.

c. Konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka
perikanan di wilayah laut kewenangan Propinsi.

d. Pelayanan izin usaha pembudidayaan dan penangkapan ikan pada
perairan laut di wilayah laut kewenangan Propinsi.

e. Pengawasan pemanfaatan sumber-daya ikan di wilayah laut
kewenangan Propinsi.

Bidang Pertambangan dan Energi

a. Penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya
mineral dan energi serta air bawah tanah.

b. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas
Kabupaten/Kota yang meliputi ekplorasi dan eksploitasi.
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c. Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas Kabupaten /Kota
yang tidak disambung ke grid nasional.

d. Pengelolaan sumberdaya mineral dan energi non migas kecuali bahan
radio aktif pada wilayah laut dari 4 (empat) sampai dengan 12 (dua
belas) mil.

e. Pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di
wilayah Propinsi.

Bidang Kehutanan dan Perkebunan
a. Pedoman penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan/kebun.

b. Penyelenggaraan penunjukkan dan pengamanan batas hutan
produksi dan hutan lindung.

c. Pedoman penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan
penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung.

d. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan
lintas Kabupaten/Kota.

e. Pedoman penyelenggaraan pembentukan wilayah dan penyediaan
dukungan pengelolaan taman hutan raya.

f. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian lahan dan industri
primer bidang perkebunan lintas Kabupaten/Kota.

g. Penyusunan rencana makro kehutanan dan perkebunan lintas
Kabupaten/Kota.

h. Pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sadimentasi,
produktivitas lahan pada daerah aliran sungai lintas Kabupaten/Kota.

i. Pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi
dan hutan lindung.

j. Penyelenggaraan perizinan lintasKkabupaten/Kota meliputi
pemanfaatan hasil hutan kayu, pemanfaatan flora dan fauna yang
tidak dilindungi, usaha perkebunan, dan pengolahan hasil hutan.

k. Pengawasan perbenihan, pupuk, pestisida, alat dan mesin di bidang
kehutanan dan perkebunan.

I. Pelaksanaan pengamatan, peramalan organisme tumbuhan
pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan
dan perkebunan.

m. Penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi,
sistem silvikultur, budidaya, dan pengolahan.
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n. Penyelenggaraan pengelolaan taman hutan raya lintas
Kabupaten/Kota.

0. Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pungutan hasil hutan
bukan kayu lintas Kabupaten/Kota.

p. Turut serta secara aktif bersama Pemerintah dalam menetapkan
kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan dalam rangka
perencanaan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara
Propinsi dan Kabupaten/Kota.

q. Perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas
Kabupaten/Kota.

r. Penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
teknis, penelitian dan pengembangan terapan bidang kehutanan.

Bidang Perindustrian dan Perdagangan
a. Penyediaan dukungan pengembangan industri dan perdagangan.

b. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam
bidang industri dan perdagangan.

c. Pengelolaan laboratorium kemetrologian.
Bidang Perkoperasian

Penyediaan dukungan pengembangan koperasi.
Bidang Penanaman Modal

Melakukan kerjasama dalam bidang penanaman modal dengan
Kabupaten dan Kota.

Bidang Ketenagakerjaan

a. Penetapan pedoman jaminan kesejahteraan purnakerja.

b. Penetapan dan pengawasan atas pelaksanaan upah minimum.

Bidang Kesehatan

a. Penetapan pedoman penyuluhan dan kampanye kesehatan.

b. Pengelolaan dan pemberian izin sarana dan prasarana kesehatan
khusus seperti rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, dan rumah sakit
kanker.

c. Sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.

d. Survailans epidemiologi serta penanggulangan wabah penyakit dan
kejadian luar biasa.
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10.

11.

12.

13.

14.

e.

Penempatan tenaga kesehatan strategis, pemindahan tenaga
kesehatan tertentu antar Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan
pendidikan tenaga dan pelatihan kesehatan.

Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

a. Penetapan kebijakan tentang penerimaan siswa dan mahasiswa dari
masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu.

b. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul
pendidikan untuk taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan
menengah dan pendidikan luar sekolah.

¢. Mendukung/membantu penyelenggaraan pendidikan tinggi selain
pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga
akademis.

d. Pertimbangan pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.

e. Penyelenggaraan sekolah luar biasa dan balai pelatihan dan/atau
penataran guru.

f. Penyelenggaraan museum propinsi, suaka peninggalan sejarah,
kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional serta
pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Bidang Sosial

a. Mendukung upaya pengembangan pelayanan sosial.

b. Mendukung pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan
kejuangan, serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial.

c. Pengawasan pelaksanaan penempatan pekerja sosial profesional dan

fungsional panti sosial swasta.

Bidang Penataan Ruang

a.

b.

Penetapan tata ruang Propinsi berdasarkan kesepakatan antara
Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengawasan atas pelaksanaan tata ruang.

Bidang Permukiman

Penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan
pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jatidiri kawasan.

Bidang Pekerjaan Umum

a.

Penetapan standar pengelolaan sumber daya air permukaan lintas
Kabupaten/Kota.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

15.

h.

Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lintas
Kabupaten/Kota.

Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar
Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana
wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan/dam, jembatan dan
jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.

Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air
permukaan Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
dan drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan-bangunan
pelengkapnya mulai dari bangunan pengambilan sampai kepada
saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.

Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran
bangunan-bangunan dan saluran jaringan dan prasarana dan sarana
pekerjaan umum yang lintas kabupaten/kota.

Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar
bangunan-bangunan lain, selain dari yang dimaksud pada angka 5
termasuk yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi
saluran irigasi.

Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi
lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkapnya.

Penyusunan rencana penyediaan air irigasi.

Bidang Perhubungan

a.

Penetapan alur penyeberangan lintas Kabupaten/Kota di wilayah
Propinsi.

Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten/Kota untuk
penumpang kelas ekonomi.

Penetapan lokasi pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan
dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Propinsi, danau
dan sungai lintas Kabupaten/kota serta laut dalam wilayah diluar 4
(empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

Penetapan kebijakan tatanan dan perizinan pelabuhan Propinsi.
Pengelolaan pelabuhan dan bandar udara Propinsi yang dibangun
atas prakarsa Propinsi dan atau pelabuhan dan bandar udara yang
diserahkan oleh Pemerintah kepada Propinsi.

Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan propinsi.

Pengaturan dan pengelolaan SAR Propinsi.

. Perizinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib
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16.

17.

pemanfaatan jalan propinsi.
Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan propinsi.

Penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan
pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan antar kabupaten/kota.

Penetapan lintas penyeberangan antar Propinsi.

Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang.

. Perencanaan dan pembangunan Jaringan Jalan Kereta Api lintas

Kabupaten/Kota.

Bidang Lingkungan Hidup

a.

b.

Pengendalian lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.

Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumber
daya laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air
lintas Kabupaten/Kota.

Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) bagi
kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada
masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu
Kabupaten/Kota.

Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas Kabupaten/Kota.

Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu
lingkungan hidup nasional.

Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

a.

b.

Penegakan hak asasi manusia.

Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum.

Penyediaan dukungan administrasi kepegawaian dan karier pegawai.
Membantu penyelenggaraan pemilihan umum.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan teknis
fungsional tertentu yang mencakup wilayah Propinsi.

Penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/Kota.

Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem
politik.

. Alokasi dan pemindahan pegawai/tenaga potensial antar daerah
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Kabupaten/Kota dan dari Kabupaten/Kota ke Propinsi dan sebaliknya.

i. Penetapan tanda kehormatan/jasa selain yang telah diatur dan
menjadi kewenangan Pemerintah.

18. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
Penyelenggaraan otonomi daerah di wilayah Propinsi.
19. Bidang Perimbangan Keuangan
a. Mengatur realokasi pendapatan asli daerah yang terkonsentrasi pada
Kabupaten/Kota tertentu untuk keseimbangan penyelenggaraan
pembangunan guna kesejahteraan masyarakat di Propinsi.
b. Menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) bagi kebutuhan belanja pegawai negeri sipil
Daerah yang diangkat oleh Propinsi di luar kebijakan Pemerintah.

20. Bidang Hukum dan Perundang-undangan

Penetapan peraturan daerah untuk mendukung pemerintahan Propinsi
sebagai daerah otonom.

Pasal 4

Pelaksanaan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh
Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditetapkan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Kabupaten/Kota yang tidak atau belum mampu melaksanakan salah satu atau
beberapa kewenangan dapat melaksanakan kewenangan tersebut melalui
kerja sama antar -Kabupaten/Kota, kerja sama antar-Kabupaten/Kota dengan
Propinsi, atau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi;

. pelaksanaan kewenangan melalui kerja sama atau penyerahan suatu

kewenangan kepada Propinsi harus didasarkan pada Keputusan Kepala Daerah
Kabupaten/Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Bupati/Walikota wajib menyampaikan keputusan mengenai penyerahan
kewenangan kepada Propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
Gubernur dan Presiden dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan
Otonomi Daerah;

Presiden setelah memperoleh masukan dari Dewan Pertimbangan Otonomi
Daerah dapat menyetujui atau tidak menyetujui penyerahan kewenangan
tersebut;

. dalam hal Presiden tidak memberikan persetujuannya, kewenangan tersebut

harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota;
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f. apabila Presiden memberikan persetujuannya, pelaksanaan kewenangan
tersebut diserahkan kepada Propinsi;

g. apabila dalam jangka waktu satu bulan Presiden tidak memberikan tanggapan,
maka penyerahan kewenangan tersebut dianggap disetujui;

h. sebagai akibat dari penyerahan tersebut, Propinsi sebagai Daerah Otonom
harus melaksanakan kewenangan dimaksud dengan pembiayaan yang
dialokasikan dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

i. apabila Propinsi tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf h, maka Propinsi menyerahkannya kepada Pemerintah
dengan mekanisme yang sama sebagaimana tercantum pada huruf c sampai
dengan huruf h; dan

j. apabila Kabupaten/Kota sudah menyatakan kemampuannya menangani
kewenangan tersebut, Propinsi atau Pemerintah wajib mengembalikannya
kepada Kabupaten/Kota tanpa persetujuan Presiden.

BAB 111
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

(D) Perjanjian dan komitmen internasional yang telah berlaku dan akan dibuat
oleh Pemerintah juga berlaku bagi Daerah Otonom.

2) Perjanjian dan kerja sama oleh Daerah dengan lembaga/badan di luar
negeri berdasarkan kewenangan daerah otonom tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan kesepakatan serupa yang dibuat oleh Pemerintah.

Pasal 6

Penjabaran teknis mengenai kewenangan Pemerintah yang meliputi kebijakan
termasuk mekanisme ketatalaksanaan, standar dan kriteria dilakukan oleh
pimpinan Departemen/Lembaga Non Departemen yang bersangkutan setelah
dikonsultasikan dengan Menteri.

Pasal 7

Pemerintah berwenang mengambil tindakan administratif terhadap Daerah
Otonom dalam hal terjadi kelalaian dan/atau pelanggaran atas penegakan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Perizinan dan perjanjian kerja sama Pemerintah dengan pihak ketiga berdasarkan

kewenangan Pemerintah sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini,

dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perizinan dan perjanjian kerja sama.
Pasal 9

(@D Terhadap kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah ini yang belum ada ketentuan mengenai kebijakan,
standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman dari Pemerintah, dalam
pelaksanaannya Pemerintah Daerah menunggu diterbitkannya ketentuan
tersebut.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan selambat-

lambatnya dalam waktu enam bulan sejak ditetapkannya Peraturan
Pemerintah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.
ABDURRAHMAN WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2000
P.j. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BONDAN GUNAWAN
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan 11

PIt.

Edy Sudibyo
PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2000

TENTANG : KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI
SEBAGAI DAERAH OTONOM

A. Umum

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah
peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan
penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan
keanekaragaman Daerah.

Atas dasar itu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
kepada Daerah sehingga memberi peluang kepada Daerah agar leluasa mengatur
dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan
kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap Daerah. Kewenangan ini
pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan Pemerintah dan
kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, karena Pemerintah dan Propinsi
hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan
evaluasi pada semua aspek pemerintahan.

Kewenangan Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, adalah
penyelenggaraan politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter
dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya.

Kewenangan Propinsi sesuai dengan kedudukannya sebagai daerah otonom
meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan otonom yang bersifat lintas
Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan bidang lainnya, sedangkan
kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan
kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Gubernur.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999, pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan Pemerintah dan
kewenangan Propinsi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Untuk itu,
Peraturan Pemerintah ini mengatur rincian kewenangan Pemerintah yang
merupakan penjabaran kewenangan Pemerintah bidang lain dan kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Kewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, pada dasarnya meletakkan semua
kewenangan Pemerintahan pada daerah Kabupaten/Kota, kecuali kewenangan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pengaturan rincian kewenangan tersebut tidak berdasarkan pendekatan
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sektor,departemen, dan lembaga pemerintah nondepartemen, tetapi berdasarkan
pada pembidangan kewenangan.

Rincian kewenangan yang berbeda-beda diagregasikan untuk menghasilkan
kewenangan yang setara/setingkat antar bidang tanpa mengurangi bobot
substansi, sedangkan penggunaan nomenklatur bidang didasarkan pada rumpun
pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan
serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus.

Untuk penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, maka
kewenangan Pemerintah porsinya lebih besar pada penetapan kebijakan yang
bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur, sedangkan kewenangan
pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan :

€)) mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan
negara;

(b) menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara;

(© menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut
berskala nasional;

(d) menjamin keselamatan fisik dan nonfisik secara setara bagi semua warga
negara;

(e) menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih,
mabhal, dan beresiko tinggi serta sumber daya manusia yang berkualifikasi
tinggi tetapi sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga
nuklir, teknologi peluncuran satelit, teknologi penerbangan dan sejenisnya;

()] menjamin supremasi hukum nasional;

Q) menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran
rakyat.

Kewenangan pemerintahan yang berlaku di berbagai bidang diatur tersendiri
guna menghindari pengulangan pada setiap bidang.

Untuk menentukan kewenangan Propinsi, kriteria yang digunakan adalah sebagai
berikut:

1. Pelayanan Lintas Kabupaten/Kota

Kewenangan pemerintahan yang menyangkut penyediaan pelayanan lintas
Kabupaten/Kota di dalam wilayah suatu Propinsi dilaksanakan oleh Propinsi,
jika tidak dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar-Daerah. Pelayanan
lintas Kabupaten/Kota dimaksudkan pelayanan yang mencakup beberapa atau
semua Kabupaten/Kota di Propinsi tertentu.

Indikator untuk menentukan pelaksanaan kewenangan dalam pelayanan
lintas Kabupeten/Kota yang merupakan tanggungjawab Propinsi adalah:

a. terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Propinsi;

b. terjangkaunya pelayanan pemerintahan bagi seluruh penduduk Propinsi
secara merata;
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2.

c. tersedianya pelayanan pemerintahan yang lebih efisien jika dilaksanakan
oleh Propinsi dibandingkan dengan jika dilaksanakan oleh
Kabupaten/Kota masing-masing.

Jika penyediaan pelayanan pemerintahan pada lintas Kabupaten/Kota
hanya menjangkau kurang dari 50 % jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang
berbatasan, kewenangan lintas Kabupaten/Kota tersebut dilaksanakan oleh
Kabupaten/Kota masing-masing dan jika menjangkau lebih dari 50 %,
kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Propinsi.

Selain parameter yang disebutkan di atas, rincian kewenangan Pemerintah
dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom juga dirumuskan atas dasar
prinsip mekanisme pasar dan otonomi masyarakat.

Indikator-indikator sebagaimana yang diberlakukan pada lintas
Kabupaten/Kota juga dianalogkan untuk menentukan pelaksanaan kewenangan
dalam pelayanan lintas Propinsi yang merupakan tanggungjawab Pemerintah
seperti pertambangan, kehutanan, perkebunan, dan perhubungan.

Konflik kepentingan antar-Kabupaten/Kota

Kewenangan Propinsi juga mencakup kewenangan yang tidak dapat
dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota karena dalam pelaksanaannya dapat
merugikan Kabupaten/Kota masing-masing.

Jika pelaksanaan kewenangan Kabupaten/Kota dapat menimbulkan konflik
kepentingan antar Kabupaten/Kota, Propinsi, Kabupaten, dan Kota dapat
membuat kesepakatan agar kewenangan tersebut dilaksanakan oleh
Propinsi, seperti pengamanan, pemanfaatan sumber air sungai lintas
Kabupaten/Kota dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Lembaga teknis yang terletak di daerah otonom yang mempunyai sifat
khusus dalam arti hanya satu di Indonesia, menyediakan pelayanan
berskala nasional dan atau regional, memerlukan teknologi dan keahlian
tertentu, dapat dipertahankan menjadi kewenangan Pemerintah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
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a. Kebijakan adalah pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam
pencapaian suatu sasaran.

b. Pedoman adalah acuan yang bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut
dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan Daerah setempat.

c. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat sebagai panduan dan
pengendali dalam melakukan kegiatan.

d. Persyaratan adalah ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan sesuatu.

e. Prosedur adalah tahap dan mekanisme yang harus dilalui dan diikuti untuk
menyelesaikan sesuatu.

f. Kiriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.

g. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai patokan
dalam melakukan kegiatan.

h. Akreditasi adalah pengakuan formal kepada suatu lembaga untuk melakukan
kegiatan tertentu.

i. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat.

j. Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan suatu produk atau jasa sesuai
dengan persyaratan standar.

k. Pengaturan adalah pembuatan atau penyusunan sesuatu untuk di ikuti/dipatuhi
agar penyelenggaraannya menjadi teratur atau tertib.

I. Penetapan adalah peneguhan suatu keputusan atau pengambilan keputusan..

m. Penyelenggaraan adalah pelaksanaan sesuatu sebagai perwujudan
kewenangan/tugas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah pengawasan berdasarkan pengawasan
represif yang berdasarkan supremasi hukum, untuk memberi kebebasan pada
daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada
DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap
pelaksanaan otonomi daerah.

Huruf h
Yang dimaksud dengan standar pengelolaan adalah standar pembiayaan, standar
perizinan, standar pelaksanaan, dan standar evaluasi.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
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Pelaksanaan kewenangan wajib merupakan pelayanan minimal pada bidang -
bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No. 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan standar yang
ditentukan Propinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan bagian tertentu dari kewenangan wajib adalah tugas-tugas
tertentu dari salah satu satu kewenangan wajib.

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Yang dimaksud dengan Menteri dalam Pasal ini adalah Menteri yang bertanggung
jawab di bidang otonomi daerah

Pasal 7
Yang dimaksud dengan tindakan administratif adalah peringatan, teguran
atau pembatalan kebijakan Kepala Daerah dan Perda.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Peraturan Daerah tentang pelaksanaan salah satu kewenangan diterbitkan setelah
dikeluarkannya kebijakan seperti standar, norma, kriteria, prosedur dan pedoman
dari Pemerintah.

Pasal 10
Cukup jelas
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LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
11, Kalimantan 37 lember, Telp {0331) 337818, 339385 Fax [0331) 337818
Email : penelitian IipZm@unpef ac.id - pengabdian.ipZm@une).dac dd

NOmor . 1966 /UN25.3.1/LT/2019 20 Juni 2019
perihal . Permahonan ljin Melaksanakan Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jember
Di
Jember

Memperhatikan surat dari wWakil Dekan | Fakultas llmu Sosial Dan limu Politik Universitas Jember nomaor
2036/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 18 Juni 2019 perihal ljin Penelitian mahasiswa,

Nama . Alifah Novrina Widiyasari

NiM - 150910201058

Fakultas - limu Sosial Dan limu Politik

Jurusan - {lmu Administrasi Bisnis

Alamat : JI. Mangga 149 Patrang-lember

Judul Penelitian . “perspektif Balance Scorecard Pada Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum
{PDAM) Jember”

Lokasi Penelitian - Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Jember

Lama Penelitian : 3 Bulan (26 Juni-30 September 2019}

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang
bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

Tembusan Yth,
1. Kepala PDAM Jember;

2. Dekan FISIP Uni a
3. Mahasiswa ybs; : ? Jember;
4. Arsip.

international ==

CERTIFWVCATE MOy OMSAT
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jatan Leyen S Parman No go W 317851 Jembar

Kepada
¥it Sobe. Daoat PDAM jember
i
IFMBER
H MENDASI
Nomor | 07 2/ L606/41%/2019
Tentaig
PENELITIAN
asar - 1., Peraturan Menben Dalam Negerl Momor 64 tahun 2011 tentang Pedoman
penerbitan  Rekomendasl penelitian sebagalmana  felah  diubah dengan

Dalam Negeri namor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Meger Momaor 64 Talhun 2011;
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan

surat Rekomendasl Peneliian Kabupaten Jember
versitas Jember tanggal 20 Juni 2019 Nomor

memperhatikan . Syrat Ketua LP2ZM Uni
1966/UN25.3.1/LT/2019 perihal Permohonan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

/ 150910201058

Peraturan Menter

Nama / NIM. - alifah Hovrina Widiyasar

Instarnsi : FISIP Universitas Jember

Alamat 7. Mangga 149 Patrang, Jember

Keperiuan . Mengadakan peneliian dengan judul @
b ¢ Balance Scorecard Pada Kinerja Perusahaan Dazerah Ar Minum
(PDAM) Jember”

Lokasi : perusahaan Daerah Air Minum Jember

Waktu Kegiaan : Juni s/d September 2019

: Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang herlaku, diharapkan Saudara
member bantuan tempat dan atau data seperiunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan

2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
| 3. Apahila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghenbian kegiatan.
i Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampalkan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal ;o 26406-2019

BAKESBANG DAN POLITIK

N RESATUA
.::‘":‘ aa N FOLITR

Tembusan
Yth. Sdr. . 1. Ketua LP2M Universilas Jember;

2. Yang Bersangkutan.
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PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
FERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM 5
JI. Trungjoye No 73 Jamber, Kode Pos 68137 ‘J“

Telp (0331) 483500, 485421 Fax 425462
a-mail : perspdam_jember@yahoo.com

‘—1"-—2—‘._____‘_‘ P . Bk Dook Jetem Banik 01 Brk Mot Jembe
]
Nomor CO%UY 1950 1416.62/2019 Jember, 06 Apustus 2019
Sifai Hinsi '
Lampiran . |
Perihal

" Keleranpan Penelitian

¥1h. Sdr. Dekan Fakultas ilmu Sosial

dan limu Politik (FISIP) Universitas Jember
N Kalimantan
di-

JEMBER

Memperhatikan ~ surat Saudara nomer : 072/1606/415/2019
terlanggal 26 Juni 2019 perihal Permohonan ljin Pemelian, bahwa
mahasiswa Saudara dari Fakultas Ilmu Sosial dan llmu Politik (FISP)
Universitas Jember atas nama :

FNq Nama NIM Jurusan i

] ‘ Alifah Novrina | 150910201058 limu Adm Negara |
‘ Widiyasari
\ yasari

Herkenaan dengan fugas pengambilan data, maka mahasiswa tersebut diatas
telah melakukan pengambilan data di Perusahaan Daerah Air Minum
(PDAM) Kabupaten Jember mulai tanggal 01 Juni 2019 s/d | September
2019

Demikian  Keterangan Penelitian ini kami sampaikan untuk
menjadikan maklum. '

: KABUPATEN JEMBER
YAN DAERAT AIR MINUM
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